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BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan
Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I[I Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1933
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 27 56);

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 7511 Kalimantan Timur

Telp. 661031 - 661029 - 662088 Fax. (0541) 661094



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2021 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintalrlan.
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya c_iisingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk
periode S (lima) tahunan.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2022 dijadikan sebagai:

a.

b.

(2)

(3)

(4)

pedoman setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-PD Tahun 2022;
dan

pedoman penyusunan rancangan KUA serta PPAS Tahun 2022 sebagai dasar
penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 3

RKPD Tahun 2022 memuat:

a. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah;

b. Prioritas Pembangunan Daerah;

c. Rencana Kerja dan Pendanaan untuk batas 1 (satu) tahun; dan
d

Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak corona virus
disease 19 di Daerah.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada RKP Tahun
2022, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan
RKPD Provinsi.

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
BAB I : Pendahuluan;

BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BABIII : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah:
BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

BABV : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

BAB VII : Penutup.

Rincian RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (4). tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.



BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB IV
PEMETAAN DAN PEMUTAKHIRAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan pada RKPD
Tahun 2022, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merubah target dan
indikator dalam RPJMD.

Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bagian
Lampiran Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) tahun 2022.

BAB V
PERUBAHAN

Pasal 6

Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, meliputi:

a. perkembangan yang tidak sesuai asumsi prioritas pembangunan daerah,
kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan
kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa
melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan
darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH,

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 4



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang [-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3 Maksud dan Tujuan [-7
1.4 Hubungan antar Dokumen [-7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD [-8
BAB 11 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
21 Gambaran Umum Kondisi Kutai Kartanegara I1-2
29 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai II-53
' Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah [1-69
2.4 [su Strategis Pembangunan Daerah I1-75
2.5 Capaian Penyelenggaraan SPM Kabupaten Kutai Kartanegara .77
2.6 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 11.90
BABIII GAMBARAN KEUANGAN DAERAH II-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah [11-2
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah [11-9
3.3 Kerangka Pendanaan I11-18
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH V-1
4.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 V-2
4.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi [V-13
Kalimantan Timur Tahun 2022
4.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-14
4.4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai [V-16
Kartanegera Tahun 2022
BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
BAB VI STRATEGI, ¥ ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM VI-1
PEMBANGUNAN DAERAH
6.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten VI-1
Kutai Kartanegara Tahun 2022
6.2 Target Penyelenggaraan SPM Kabupaten Kutai Kartanegara VI-25
Tahun 2022
6.3 Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) VI-28

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

BAB VII PENUTUP VII-1
7.1 Kaidah Pelaksanaan VII-2



Tabel I1.1
Tabel 11.2

Tabel I1.3

Tabel 11.4

Tabel I1.5

Tabel I1.6

Tabel I1.7

Tabel I1.8
Tabel I11.9

Tabel I1.10

Tabel 11.11

Tabel 11.12
Tabel 11.13

Tabel 11.14

Tabel I1.15

Tabel I1.16

Tabel I11.17

Tabel 11.18

Tabel 11.19

Tabel 11.20

Tabel 11.21

Tabel 11.22

Tabel 11.23

DAFTAR TABEL

Luas wilayah berdasarkan kecamatan

Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut
Kecamatan dan Jenis Kelamin 2020

Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

Indeks Pembangunan Manusia Beserta Indikator Kompositnya
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara,
Tahun 2016-2020

Capaian Pelayanan Umum Bidang Pendidikan Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

Capaian Pelayanan Umum Bidang Kesehatan Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016-2019

Panjang dan Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara
Kondisi Irigasi Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-
2020

Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2016-2020

Kondisi Fasilitas Perumahan dan Permukiman Kabupaten
Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020

Crime Rate Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020
Kondisi Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15
Tahun Ke Atas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-
2020

Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016-2020

Perkembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020
Perkembangan Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2016-2020

Pengelolaan Persampahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2017-2020

Capaian Pelayanan Tertib Administrasi Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019

Tingkat Capaian Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2020

Jumlah Kendaraan dan Panjang Jalan Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016-2020

Akses Terhadap Teknologi dan Informasi Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016-2020

Perkembangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016-2020

I1-3
I1-6

I1-9

I1-11

II-16

I1-18

11-24

I1-25
I1-25
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I1-26

I1-26
I1-27

I1-28

11-28

11-29
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Tabel 11.24

Tabel I11.25

Tabel I1.26

Tabel 11.27

Tabel 11.28
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Tabel I11.32

Tabel 11.33
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Tabel 11.35
Tabel I1.36

Tabel 11.37

Tabel 11.38

Tabel 11.39

Tabel 11.40

Tabel 11.41

Tabel 11.42

Tabel 11.43

Tabel 11.44

Tabel 11.45
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Investasi dan Daya Serap Tenaga Kerja PMDN Kabupaten
Kutai Kartanegara 2016-2020

Jumlah Proyek dan Investasi serta Daya Serap Tenaga Kerja
PMA Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020

Fasilitas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kutai
Kartanegara 2020

Seni dan Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020

Perkembangan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara
2016-2020

Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-
2020

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2020

Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung dan
Ubi Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018

Populasi Ternak Kabupaten Kutai Kartanegara 2020

Produksi Daging Ternak Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-
2020 (Kg)

Produksi Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2020
Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Menurut Daerah
Kota dan Pedesaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun
2019-2020

Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Kabupaten
Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020

Rasio Penduduk dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2020

Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara, 2016-2020

Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Fisik Perangkat Daerah
Kutai Kartanegara Sampai Dengan Triwulan 4 Tahun 2020
Rekapitulasi Capaian Program Prioritas RKPD Tahun 2020
Sampai Dengan Triwulan 4 Tahun 2020

Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Sasaran dan
Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara
Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara

Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang
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Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum,
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Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

Standar Pelayanan Minimal
Penataan Ruang

Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku menurut Pengeluaran
(Persen)

Asumsi Ekonomi Makro Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2022

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2014-2020 (Rp. miliar)

Realisasi dan Proyeksi /Target Pendapatan Kutai Kartanegara
Tahun 2019 s.d Tahun 2023

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan)

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2019 s.d Tahun
2023

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2019 s.d
Tahun 2023

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap PDRB
Harga Berlaku Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-
2019

Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2022 dan 2023

Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2022 dan 2023

Arah pembangunan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
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Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Kutai
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Sasaran, Prioritas dan Arah Kebijakan
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.
Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan
dari siklus perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun
rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan
pembangunan nasional. Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) untuk pembangunan 2005-2025 periode 20 tahun,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima)
tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai
tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RKPD dilaksanakan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah
yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan
Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan perencanaan
pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan
dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

RKPD Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan dan menindaklanjuti Pasal 147
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa untuk menjaga
kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/ kota,
penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD
kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan
pembangunan Daerah kabupaten/ kota dengan pembangunan Daerah provinsi. Dan Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/S] Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 bahwa
Penyusunan RPJMD berdasarkan Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih Tahun 2020
dengan berpedoman pada RPJPD 2005-2025, RPJMN 2020-2024, RPJMD Teknokratik dan
KLHS RPJMD, serta Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

-
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Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 disusun berdasarkan pendekatan
partisipatif, teknokratik, politis serta top-down dan bottom-up. Dalam pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, RKPD merupakan jembatan antara
perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan
yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka
ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 disusun untuk menjamin keterkaitan
dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan
mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam RPJMD. Namun
dikarenakan penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan pada tahun 2021,
beriringan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026.
Sehingga pada tahun transisi untuk penyusunan RKPD 2022 arah pembangunan tahunan
merujuk pada dokumen RPJPD tahapan pembangunan ke-IV.

Selanjutnya, rumusan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 akan menjadi
pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun 2022 termasuk penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2022.
Selain itu, RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP]) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD), sebagai salah satu evaluasi pembangunan tahun 2022 yang akan dilaksanakan
pada akhir periode pembangunan jangka menengah periode 2021-2026.

Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 disusun dengan tahapan
sebagai berikut:

Gambar .1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun

2022

Persiapan Penyusunan Perumusan Rancangan Akhir

b ¢ \
-

LT

"--.

Tahap 1
Tahap 3
Tahap 5

Tahap 2
Tahap 4

Tahap 6
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1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Adapun dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022
adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di
Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur
dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

- I
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Republik Indo-nesia Nomor 8 tahun 2002 Tentang Perubahan
Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 13);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai
Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
No.13);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun
2017);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

-
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017
Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
peraturan pelaksanaan PP 13/2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781)

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016 Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2);

28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan
Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur nomor 2);

29. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

30. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
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31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

32. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah
memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah
dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2022 untuk mewujudkan capaian visi
dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2022, yaitu:

a. Menyelaraskan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 dengan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 dalam upaya menjawab kebutuhan riil
masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2022;

c. Merupakan landasan evaluasi untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta
rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program dan kegiatan tahun
anggaran berikutnya; dan

d. Operasionalisasi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dalam rangka

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan
dokumen rencana maupun anggaran, terutama dengan RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, dan
RAPBD. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.2

berikut ini.
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Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

Visi & Misi Kepala
Daerah

istem Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Renstra OPD I I RPIMD

Renia OPD RKPD

Tahap
Penganggaran
Daerah

RKA-SKPD Rancangan APBD

DPA-SKPD

Berdasarkan gambar 1.2. di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu
kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, mencakup perencanaan pembangunan jangka
panjang, menengah, dan tahunan;

2. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu Kkesatuan dengan sistem
pembangunan nasional; serta

3. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem

pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarannya.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD
Sistematika RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 disusun sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BABI. Pendahuluan; memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan
tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPD.

BABIII. Gambaran Umum Kondisi Daerah; memuat gambaran umum kondisi daerah
(kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek
pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta
permasalahan pembangunan daerah selama ini.

BAB III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; memuat kondisi ekonomi

daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek

=
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BAB1V.

BAB V.

BAB VI.

BAB VII.

perekonomian daerah tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana,
proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan ekonomi
daerah (arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah,
serta arah kebijakan pembiayaan daerah).

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; mengemukakan pernyataan
tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis
terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak
di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta
kerangka pendanaan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; mengemukakan rencana kerja yang
berisi tentang program dan kegiatan prioritas daerah. Rencana program dan
kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; mengemukakan tentang
penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan
untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK)
pada akhir tahun perencanaan.

Penutup; mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD dan mekanisme

pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.




-BAB II-
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2022 merupakan
tahun pertama dilaksanakannya pembangunan secara penuh pada pembangunan daerah
periode 2022-2026. Sebagai batu pijakan pelaksanaan pembangunan, maka berbagai kebijakan
strategis dalam perwujudan visi dan misi pembangunan jangka menengah harus dilaksanakan
secara optimal sehingga pada pelaksanaan pembangunan lebih terarah di tahun-tahun
berikutnya. Terlebih lagi dengan adanya perwujudan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang
bertempat di perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara mengharuskan Kabupaten Kutai
Kartanegara memiliki kesiapan sebagai pendukung setiap aktivitas Ibu Kota Negara sebagai
pusat pemerintahan.

Sebagai daerah yang memiliki wilayah perdesaan cukup banyak dengan daerah-daerah
yang jangkauannya sulit, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki “pekerjaan rumah” dalam
melaksanakan pembangunan daerah yang merata dengan memfokuskan pada peningkatan
kualitas kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu saja menjadi suatu dorongan dalam
penyusunan setiap rumusan perencanaan pembangunan agar memiliki fokus dan arah yang
sama dalam menapaki koridor pembangunan baik daerah, Provinsi Kalimantan Timur maupun
Nasional.

Selain analisis dan data informasi pembangunan yang akan disajikan, evaluasi
pelaksanaan pembangunan daerah akan menjadi titik tolak dalam perencanaan pembangunan
berikutnya. Selain itu, pada gambaran umum kondisi daerah ini akan memberikan gambaran isu
strategis sekaligus capaian-capaian Standar Pelayanan Masyarakat maupun Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai pondasi dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan, maka perlu
ditelaah dan dikaji terkait fenomena-fenomena yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan
yang telah berlangsung sehingga dapat terlihat permasalahan yang nantinya akan diantisipasi
dan diselesaikan melalui pelaksanaan pembangunan daerah. Berikut berbagai analisis dan
kajian dalam meningkatkan kualitas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tahun

2022.

-
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2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI KUTAI KARTANEGARA
2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi
Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) zona,
yakni: pertama, zona hulu dengan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan
sungai dengan potensi ekonomi pertanian, perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya
perairan sungai, yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Tabang, Kembang
Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis. Kedua, zona tengah dengan
kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai, potensi ekonomi
didominasi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni,
Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan.
Ketiga, zona pesisir dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan
perairan laut dan muara, potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, terdiri dari
6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana,
Muara Jawa dan Samboja.

a. Letak, Batas, dan Luas Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 27.263,10 km? terletak antara 115226’
Bujur Timur dan 117236’ Bujur Timur serta diantara 1928’ Lintang Utara dan 1908 Lintang
Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara
dibagi menjadi 18 kecamatan. Kedelapan belas kecamatan tersebut adalah Samboja, Muara
Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Tenggarong,
Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marang Kayu, Muara Kaman, Kenohan,
Kembang Janggut dan Tabang.

Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai belasan sungai yang tersebar pada hampir
semua kecamatan dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan
sungai yang terpanjang Sungai Mahakam dengan panjang sekitar 920 kilometer.

Kutai Kartanegara merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bulungan,
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di sebelah utara, Selat Makassar sebelah timur,
Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kota Balikpapan di sebelah selatan, dan dengan Kabupaten

Kutai Barat di sebelah barat.
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Gambar I1.1
Peta Kabupaten Kutai Kartanegara

Peta Kab. Kutai Kartanegars:

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2020
Daratan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari gugusan gunung dan
pegunungan yang terdapat hampir di seluruh Kecamatan, yaitu ada sekitar 10 gunung. Gunung
yang paling tinggi di Kutai Kartanegara adalah Gunung Lengkup dengan ketinggian 485 meter
yang terletak di Kecamatan Loa Kulu. Danau di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 16 buah
dengan danau yang paling luas Danau Semayang sekitar 13.000 hektar.

Tabel 1.1
Luas wilayah berdasarkan kecamatan

Kecamatan Luas (Kmz2) Persentase (%)
1.Samboja 1,045.90 3,84
2.Muara Jawa 754.50 2,77
3.Sanga-Sanga 233.40 0,86
4.LoaJanan 644.20 2,36
5.Loa Kulu 1,405.70 516
6.Muara Muntai 928.60 3,41
7.Muara Wis 1,108.16 4,06
8.Kota Bangun 1,143.74 4,20
9.Tenggarong 398.10 1,46
10.Sebulu 859.50 3,15
11.Tenggarong Seberang 437.00 1,60
12.Anggana 1,798.80 6,60
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Kecamatan Luas (Kmz2) Persentase (%)
13.Muara Badak 939.09 3,44
14.Marang Kayu 1,165.71 4,28
15.Muara Kaman 3,410.10 12,51
16.Kenohan 1,302.20 4,78
17.Kembang Janggut 1,923.90 7,06
18.Tabang 7,764.50 28,48
Total 27,263.10 100,00

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2020
b. Topografi

Topografi wilayah sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kelerengan landai
sampai curam. Daerah dengan kemiringan datar sampai landai terdapat di beberapa bagian,
yaitu wilayah pantai dan daerah aliran sungai Mahakam. Pada wilayah pedalaman dan
perbatasan pada umumnya merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian antara 500
hingga 2.000 m di atas permukaan laut.

c. Geologi

Sesuai dengan kondisi iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tergolong dalam tipe
iklim tropika humida, maka jenis-jenis tanah yang terdapat di daerah ini pada umumnya
tergolong kedalam tanah yang bereaksi asam. Pada dasarnya jenis-jenis tanah di Kabupaten
Kutai Kartanegara terdiri dari: podsolik (ultisol), alluvial (entisol), gleisol (entisol), organosol
(histosol), lithosol (entisol), latosol (ultisol), andosol (inceptisol), regosol (entisol), renzina
(mollisol) dan mediteran (inseptisol).

Hampir seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartenagara didominasi oleh kompleks podsolik
merah kuning, dan organosol glei humus. Organosol glei humus terdapat di daerah cekungan di
sekitar Sungai Mahakam yang tergenang air, yaitu terdapat di Kecamatan Muara Muntai, Kota
Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong dan Loa Kulu. Tanah
podsolik merah kuning di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 8.618,63 Km2 atau 27,72% dari
luas wilayah. podsolik merah kuning terbentuk dari dari batuan beku dan endapan pada daerah
bukit dengan pegunungan lipatan.

d. Hidrologi

Potensi hidrologi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat besar terutama oleh adanya
aliran sungai utama (Sungai Mahakam) beserta anak-anak sungainya. Aliran Sungai Mahakam
yang lebar dan tenang memberikan pengaruh yang sangat besar terutama bagi kegiatan sosial
ekonomi masyarakat.

Besarnya potensi air sungai yang mengalir sepanjang sungai dan anak Sungai Mahakam ini
dapat diakibatkan oleh penggunaan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan

kawasan hutan, sehingga sangat berpotensiuntuk daya resap air (infiltrasi) di wilayah ini dan
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selanjutnya menghasilkan volume/debit air yang sangat besar di daerah hulu. Bagi kepentingan
sosial ekonomi masyarakat sungai/anak Sungai Mahakam hingga saat ini dimanfaatkan sebagai
air baku bagi penyediaan air minum penduduk di sepanjang wilayah yang dilaluinya, sedangkan
lebar dan dalamnya sungai dijadikan sarana esensial bagi kegiatan transportasi air sebagai
transportasi lokal maupun antar wilayah (transportasi regional).
e. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara beriklim tropis yang memilki dua musim yakni
musim penghujan dan musim kemarau, yang terlihat dari curah hujan yang tidak merata setiap
tahun, curah hujan tertinggi pada bulan Juni yaitu 263 mm dengan jumlah hari hujan 13 hari.
Wilayah kecamatan tertinggi curah hujan terdapat di Kecamatan Tabang sebesar 286 mm dan
terendah di Kecamatan Sanga-sanga 112 mm, sedangkan hari hujan terbanyak di Kecamatan
Marangkayu yakni 14 hari.

Gambar I1.2
Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019
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Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2020

f. Demografi

Penduduk merupakan titik sentral dalam proses pembangunan daerah, terutama terhadap
pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Penduduk merupakan subjek dan sekaligus
objek pembangunan, sehingga proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh kapasitas
penduduk yang bermukim di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah, pertumbuhan dan
pola sebaran penduduk menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan
daerah. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2020
sebanyak 729.382 jiwa.
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Gambar I1.3
Jumlah Penduduk (Jiwa)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

2016 2017

2018

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, 2020

Jika dilihat dari sebaran penduduk, maka cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan

dengan tingkat distribusi terbesar pada kecamatan Tenggarong sebesar 14.60 persen,

Tenggarong Seberang 9.31persen, Samboja 9.13 persen dan Loa Janan 9.25 persen.

Kepadatan penduduk di Kutai Kartanegara mencapai 26.75 jiwa per km2. Jika dilihat

kepadatan penduduk menurut kecamatannya, tertinggi di Kecamatan Tenggarong sebesar

267.47 jiwa per km?, diikuti Kecamatan Tenggarong Seberang 155 jiwa per km? dan Kecamatan

Loa Janan sebesar 104 jiwa per km2. Sedangkan terendah di kecamatan Tabang dengan

kepadatan penduduk sebesar 1.48 jiwa per km?2.
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Tabel I1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara

Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin 2020

KECAMATAN

MUARA MUNTAI

LOA KULU

LOA JANAN
ANGGANA

MUARA BADAK
TENGGARONG
SEBULU

KOTA BANGUN
KENOHAN
KEMBANG JANGGUT

Laki-laki
10.403
27.930
36.576
18.266
24,578
55.591
21.437
18.670

6.131
12.416

9.559
25.722
33.300
16.743
22.552
52.948
19.215
17.535

5.418
11.219

Perempuan Penduduk Total

19.962
53.652
69.876
35.009
47.130
108.539
40.652
36.205
11.549
23.635
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No KECAMATAN Laki-laki Perempuan Penduduk Total
11  MUARA KAMAN 22.365 19.708 42.073
12 TABANG 6.245 5.611 11.856
13 SAMBOJA 35.220 32.125 67.345
14 MUARA JAWA 21.767 20.011 41.778
15 SANGA SANGA 10.361 9.833 20.194
16 TENGGARONG SEBERANG 35.923 33.080 69.003
17 MARANG KAYU 13.957 12.945 26.902
18 MUARA WIS 4.866 4.259 9.125

JUMLAH  382.702 351.783 734.485

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, 2020

Jika dibandingkan se-Provinsi Kalimantan Timur, jumlah penduduk Kabupaten Kutai
Kartanegara menjadi yang terpadat kedua setelah Kota Samarinda. Sehubungan dengan hal
tersebut, tantangan lima tahun ke depan adalah penyediaan fasilitas publik; penguatan
solidaritas dan ketahanan sosial; dan peningkatan keterampilan dan keahlian menghadapi
persaingan penduduk dari luar dalam membangun Ibu Kota Negara.
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat akan menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan
Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
serta kesejahteraan sosial. Pada aspek ini akan terlihat sebuah “potret kehidupan” masyarakat
Kabupaten Kutai Kartanegara serta analisis dan kajian singkat terkait kehidupan sosial ekonomi
secara umum yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi maupun kesejahteraan
sosial.
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan
Kabupaten Kutai Kartanegara utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan
mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro
yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda
perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada hakekatnya,
pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi
pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan
perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat
berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan

pembangunan daerah.
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a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini masih sangat bergantung pada
sektor pertambangan yang mayoritas diekspor ke pasar global. Hal ini menyebabkan
perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dipengaruhi oleh perekonomian
global. Secara umum, perekonomian Kutai Kartanegara yang diukur berdasarkan besaran
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2020
sebesar Rp.149.057,81 miliar, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp.162.022,58 miliar di tahun 2019.

Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab Covid-19 pada awal
Maret 2020. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam
dampak dari pandemi Covid-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya
kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona.
Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas
pada perekonomian.

Kutai Kartanegara tahun 2020 pertumbuhan ekonomi dengan migas sebesar minus 4.44
persen dan tanpa migas minus 2.82 persen. Dari data yang mengalami kontraksi terdalam
adalah sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar minus 6.07 persen, sektor konstruksi
minus 4.01 persen, Industri Pengolahan sebesar minus 3.64 persen. Jasa Perusahan minus 3.62
persen. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib minus 3.69 persen.
Untuk sektor yang masih memberikan nilai positif, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
sebesar 17.89 persen. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 2.05 persen. Sektor Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0.21.

Gambar I1.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012-2020
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Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2021
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Ada empat sektor dominan yang berpengaruh tinggi terhadap PDRB dengan migas pada
tahun 2020 yaitu sektor Pertambangan (berperan 59,81 persen terhadap perekonomi Kutai
Kartanegara), sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan (14,92 persen), sektor
Konstruksi (8,56 persen) dan sektor industri pengolahan (4,49 persen). Sedangkan sektor-
sektor yang lain secara keseluruhan berperan sebesar 12,22 persen terhadap perekonomian
Kutai Kartanegara.

Sumbangan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara peringkat pertama dalam sumbangan
terhadap PDRB Kalimantan Timur. PDRB perkapita Kabupaten Kutai Kartanegara peringkat
ketiga setelah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Samarinda. Tantangan lima tahun ke depan
adalah optimalisasi manfaat kegiatan ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah dan
pendapatan masyarakat; memperluas akses masyarakat terhadap pengembangan Ibu Kota
Negara.

Nilai PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara peringkat pertama dibanding kabupaten dan kota
lainya di Kalimantan Timur. Laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) terhitung rendah dibanding
kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Tantangan lima tahun ke depan adalah optimalisasi
potensi desa dan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pemanfaatan aglomerasi
pengembangan Ibu Kota Negara.

Sedangkan jika dihitung dengan mengeluarkan sektor pertambangan dan penggalian, maka
pertumbuhan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara terlihat justru semakin rendah. Hal ini
menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang mempunyai
keterkaitan erat baik keterkaitan ke depan maupun ke belakang (Backward and backward
linkage). Pada tabel berikut akan ditunjukkan bagaimana pentingnya sektor pertambangan dan
penggalian pada perekonomian Kutai Kartanegara.

Tabel I1.3
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2020

LAPANGAN USAHA 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 11,36 13,10 12,89 12.90 13.41 14.92
2. Pertambangan dan Penggalian 67,79 64,44 65,58 65.37 63.26 59.81
3. Industri Pengolahan 3,37 4,07 4,10 4.08 4.26 449
4. Pengadaan Listrik Dan Gas 0,04 0,04 0,04 0.05 0.05 0.06
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang 0,03 0,03 0,03 0.03 0.03 0.04
6. Konstruksi 8,09 7,98 7,55 7.64 8.18 8.56
7. Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3,32 3,66 3,52 3.59 3.92 4.33
8. Transportasi dan Pergudangan 0,94 1,01 0,97 0.99 1.08 1.20
9..Penyed1aan Akomodasi & Makan 0,23 0,27 0,27 029 033 035
Minum
10. Informasi dan Komunikasi 0,62 0,68 0,64 0.65 0.73 0.86
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 0,30 0,32 0,30 0.31 0.33 0.38
12. Real Estate 0,51 0,52 0,47 0.46 0.48 0.53
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LAPANGAN USAHA 2015 2016 2017 2018 2019 2020

13. Jasa Perusahaan 0,03 0,03 0,03 0.03 0.03 0.04
14. Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib 1,75 1,87 1,65 1.57 1.67 1.76
15. Jasa Pendidikan 0,93 1,12 1,12 1.14 1.22 1.36
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 0,53 0,63 0,61 0.66 0.76 1.04
17.]Jasa Lainnya 0,17 0,22 0,22 0.23 0.26 0.28
Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 | 100,00 | 100,00 100,00 | 100,00

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2021

Dengan meningkatnya nilai PDRB Atas Dasar Harga berlaku setiap tahunnya, juga akan
mempengaruhi PDRB per kapita di setiap tahunnya dimana pada tahun 2019 mencapai 207,02
juta rupiah per kapita. Angka ini mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat
secara makro dikarenakan peningkatan daya beli masyarakat maupun pendapatannya. Pandemi
Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan PDRB per Kapita di Kabupaten Kutai Kartanegara
dimana pada tahun 2020 menurun menjadi 204,36 juta rupiah per kapita. Jika dibandingkan
dengan wilayah lain di Kalimantan Timur, PDRB per Kapita Kutai Kartanegara tergolong cukup
tinggi. Meskipun begitu, angka ini masih cukup luas untuk menginformasikan kesejahteraan
masyarakat secara mikro. Oleh karena itu, masih perlu kajian dan analisis terhadap indikator
lain untuk menyempurnakan analisis terkait kesejahteraan masyarakat. Meskipun begitu, angka
ini masih cukup luas untuk menginformasikan kesejahteraan masyarakat secara mikro. Oleh
karena itu, masih perlu kajian dan analisis terhadap indikator lain untuk menyempurnakan

analisis terkait kesejahteraan masyarakat.

Gambar I1.5
PDRB per Kapita
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020
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Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2021 (Data diolah)
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2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
a. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) dan
horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan
tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat,
berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder
maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia salah satunya dilakukan
dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh
wilayah Indonesia.

Perkembangan angka IPM di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 mengalami
penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2019. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Kutai
Kartanegara tercatat sebesar 73,59 dan Angka IPM 2019 sebesar 73.78

Gambar II.6
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2020

2016 2017 2018 2019

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2020
Penurunan IPM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dipengaruhi oleh
menurunnya Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan. Untuk komponen angka harapan
hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan tahun 2019.

Tabel 11.4
Indeks Pembangunan Manusia Beserta Indikator Kompositnya
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2020

Komponen 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Umur Harapan Hidup saat
lahir (UHH) (%) 71,60 71,64 71,68 71,93 72,21 72,34
Harapan Lama Sekolah 13,25 13,26 13,56 13,57 13,58 13,59

HEN
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Komponen 2015 2016 2017 2018 2019
Rata-rata Lama Sekolah 8,68 8,71 8,83 8,84 9,10
Pengeluaran Perkapita Riil 10.250 | 10.593 | 10.692 | 10.959 | 11.152
yang Disesuaikan
IPM 71,78 72,19 72,75 73,15 73,78
P(_armgkat IPM di Kalimantan 5 5 5 5 5
Timur

Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2020
Gambar. I1.7

Perbandingan IPM Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 9 Kabupaten/ Kota
di Provinsi Kalimantan Timur

Kota Samarinda | <011
Kota Bontang
Kota Balikpapan
Kalimantan Timur | 76,24 ---c-eveeeeeee
Berau

Kutai Kartanegara
Kutai Timur

Paser

Penajam Paser Utara
Kutai Barat

Mahakam Ulu

Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu kunci kemampuan daya saing
dan kemampuan menjaga kesinambungan pembangunan. Angka IPM Kutai Kartanegara pada
tahun 2020 berada pada nilai 73,59 atau berkategori “tinggi”. Namun angka ini masih berada
dibawah angka IPM Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 76,24 persen.

Tantangan lima tahun ke depan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang
unggul, profesional, terampil dan terdidik terutama yang menguasai pengetahuan dan
teknologi, dan keahlian manajemen keuangan, manajemen informasi, manajemen transportasi,
dan kemampuan manajerial lainnya, dan revitaliasi inovasi dan kewirausahaan di tingkat desa
dan kecamatan sebagai bagian utama dari pengembangan Ibu Kota Negara.

- Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing

sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas

maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki

kualitas kehidupan keluarga dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik,
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pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Beberapa indikator kinerja
pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada bidang pendidikan pada fokus
kesejahteraan sosial ini akan lebih menyoroti tentang Harapan Usia Lama Sekolah dan
Angka Rata-rata Lama Sekolah.

Pada tahun 2020, angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara
mencapai 9,22 tahun yang mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk yang berusia 25
tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga 9 tahun atau bersekolah hingga duduk di
jenjang awal Sekolah Menengah Atas.

Gambar I1.8
Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

16,00
13,26 13,56 13,57 13,58 13,59
14,00 o— —\ P PN ®
12,00
10,00
————o o —O0— O
8,00 9.22
8,71 8,83 8,84 9,10 ’
6,00
4,00
2,00
0,00
2016 2017 2018 2019 2020

—@— Harapan Lama Sekolah —@— Rata-rata Lama Sekolah
Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2021

Berbeda dengan rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah lebih mengarah
pada kondisi yang ingin diwujudkan dalam masyarakat mengenyam pendidikan. Nilai HLS
yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang
diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). Angka harapan
lama sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan secara linier dimana pada
tahun 2020 mencapai titik tertinggi dengan capaian 13,59 tahun, atau dapat dikatakan
mengenyam jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi.
Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kapasitas seseorang dalam
melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Dengan derajat kesehatan yang baik, maka
masyarakat mampu bekerja dengan optimal sehingga menghasilkan output yang
berkualitas. Dalam melihat derajat kesehatan masyarakat, terdapat beberapa indikator yang
mampu merepresentasikannya seperti Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan

indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka
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tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh

seseorang sejak lahir.

Gambar I1.9
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

72,40
72,20
72,00
71,80
71,60

71,64 71,68
71,40
71,20

2016 2017 2018 2019 2020

Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2021

Pada tahun 2020, Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 72,34
tahun yang berarti bayi yang lahir pada tahun 2020 akan mempunyai harapan hidup hingga
usia 72 tahun lamanya. Peningkatan angka usia harapan hidup dipengaruhi oleh berbagai
faktor penentu seperti lingkungan, sarana dan prasarana umum termasuk kesehatan. AHH
yang terus meningkat ini mengindikasikan tingkat kepedulian terhadap kesehatan
masyarakat, ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara semakin baik
dan lingkungan tempat tinggal yang semakin baik pula.

GambarlIl.10
Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Tahun 2020

Per 12.862 Kelahiran Hidup

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021
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Pada tahun 2020 angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih tinggi di
kabupaten Kutai Kartanegara dimana AKI sebesar 30 dan AKB sebesar 186 dari 12.862
jumlah kelahiran hidup. Masih tingginya AKI dan AKB dilatarbelakangi oleh 4T ( Terlalu
muda,terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu rapat) terhadap ibu maternal. Kondisi geografis
di Kabupaten Kutai Kartanegara terutama di daerah Hulu dan Pantai, masih menjadi
masalah serta budaya masyarakat yang sulit untuk menerima rujukan, yang memilih untuk
melahirkan atau proses persalinan di rumah menyebabkan masih tingginya angka-angka
tersebut, untuk itu penguatan kebijakan daerah melalui fokus skrining pada ibu maternal.

Gambar I1.11
Persentase Kasus Stunting Tahun 2019-2020

20%

19%

19%

19%

18%

18%

17,25%

17%

17%

16%
2019 2020

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021

Kasus stunting di kabupaten kutai kartanegara masih menjadi fokus pemerintah daerah.
Evaluasi Prevalensi Stunting Pada 21 desa/kelurahan lokus stunting 2020, terdapat 4 desa
yang angka prevalensi stuntingnya masih tinggi yaitu Jantur Baru, Sebemban, Muara
Enggelam dan Sallo Cela. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus melaksanakan
berbagai program untuk menurunkan angka kasus stunting.

b. Kemiskinan

Mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan
dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan
makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head

Count Index (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Data
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persentase penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah garis kemiskinan disajikan
pada Tabel dibawah ini.

Tabel IL.5.
Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020

Jumlah Persentase

Garis
Daerah/Tahun Kemiskinan Ptla\flli(illi?r:lk P;zli(;lll{?:k P1 P2
(Rp/Kap/Bln) (ribu) (Po)

(1) (2 (3 4 (5) (6)
2016 424,717 55.82 7.63 1.16 0.28
2017 450,581 56.57 7.57 1.50 0.44
2018 485,435 56.56 7.41 0.95 0.20
2019 503,968 56,34 7.20 0.95 0.19
2020 548,423 58.42 7.31 091 0.16

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara 2021

Target pengurangan kemiskinan juga menjadi prioritas di Kabupaten Kutai Kartanegara
karena kemiskinan memang merupakan masalah besar yang harus segera ditangani karena
kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai
persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Kondisi kemiskinan di
Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami perbaikan. Hal itu setidaknya bisa dilihat
dari 2 indikasi, yaitu seiring dengan meningkatnya garis kemiskinan, dan persentase jumlah
penduduk miskin terus menurun.. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks
keparahan kemiskinan (P2) dikutai Kartanegara rentang waktu 2016-2020 terus
mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk
miskin dan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga membaik. Angka yang
turun ini menjelaskan bahwa rata-rata pengeluaran diantara penduduk miskin juga semakin
tinggi. Namun Jika dibandingkan dengan tahun 2020 angka kemiskinan kukar mengalami
kenaikan jika dibandingkan pada 2019 dari 7,20 menjadi 7,31. Angka ini berada di atas
angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 6.10 persen. Fokus
pemerintah saat ini lebih ke arah bagaimana melindungi masyarakatnya dari pandemi
covid-19, fokus kepada bidang kesehatan. Sedangkan kemiskinan yang sifatnya multi
dimensi, dibutuhkan banyak treatment baik dari sisi pembangunan infrastruktur maupun
pemberian bantuan tepat sasaran.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 5,96 persen

pada tahun 2018 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 5,98 persen dari angkatan kerja

dan mencapai 5,70 tahun 2020. Angka ini merupakan yang tertinggi ketiga setelah Kota
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Balikpapan dan Kota Samarinda. Jika dilihat secara series. Selama 2018 dan 2019 ini, angka
pengangguran meningkat secara perlahan dan hal ini harus menjadi perhatian bagi
stakeholder terkait.

Kesiapan sumber daya manusia aparat, tenaga kerja, dan pelaku usaha merupakan salah
satu prasyarat dalam optimalisasi manfaat pembangunan Ibu Kota Negara. Tingkat
pengangguran terbuka di Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk peringkat menengah
dibanding kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga
termasuk menengah dibanding kabupaten/kota lainnya.

Tantangan lima tahun ke depan adalah penyiapan tenaga kerja terampil dan terdidik
terutama yang menguasai pengetahuan dan teknologi, dan keahlian manajemen keuangan,
manajemen informasi, manajemen transportasi, dan kemampuan manajerial lainnya, dan
revitaliasi inovasi dan kewirausahaan di tingkat desa dan kecamatan sebagai bagian utama
dari pengembangan Ibu Kota Negara.

Gambar I1.12
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2020

8,82
7,59

6,43
- 5,96 5,68

— 570
A / 5,32

2017 2018 2019 2020
Laki-Laki 4,36 5,23 6,03 5,32
Perempuan 8,82 7,59 5,89 6,43
Jumlah 5,72 5,96 5,98 5,70

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan dalam
bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Aspek pelayanan umum dibagi menjadi 2 (dua) urusan yakni urusan pelayanan wajib
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2.1.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan yang wajib diselenggarakan oleh setiap
pemerintah daerah tak terkecuali Kabupaten Kutai Kartanegara dengan fokus utama pada
penyempurnaan pelayanan dasar. Pencapaian kinerja pelayanan dasar di Kabupaten Kutai
Kartanegara masih perlu ditingkatkan melalui pengoptimalan aspek-aspek pelayanan kepada
masyarakat yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, keluarga berencana dan
keluarga sejahtera, serta urusan pembangunan lainnya. Berikut indikator kinerja hasil
pembangunan daerah yang merupakan gambaran pelayanan urusan wajib pemerintah hingga
saat ini.
a. Pendidikan

Gambaran perkembangan pelayanan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara secara
umum tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan, namun dibeberapa indikator
mengalami perkembangan yang baik, seperti tingkat angka putus sekolah yang semakin
menurun kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya-upaya pemerintah dalam mengurangi
angka putus sekolah cukup berhasil. Berikut Indikator capaian layanan pendidikan di
Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2020.

Tabel 11.6
Capaian Pelayanan Umum dan SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

Jenis Pelayanan . Tahun Capaian
No . Tingkat

Dasar/ Indikator SPM 2016 2017 2018 2019 2020
508 508 510 510 511
sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah

Tersedia satuan dengan dengan dengan dengan dengan

pendidikan dalam jarak SD/MI luas luas luas luas luas

yang terjangkau dengan wilayah wilayah wilayah wilayah wilayah

berjalan kaki yaitu 27.263 27.263 27.263 27.263 27.263

1 maksimal 3 km untuk km?2 km?2 km?2 km?2 km?2

SD/MI dan 6 km untuk 187 187 188 188 189

SMP/MTs dari sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah

kelompok permukiman dengan dengan dengan dengan dengan

permanen di daerah SMP/MTs | luas luas luas luas luas

terpencil wilayah wilayah wilayah wilayah wilayah
27.263 27.263 27.263 27.263 27.263
km?2 km?2 km?2 km?2 km?2

Jumlah peserta didik

dalam setiap SD 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%

rombongan belajar

untuk SD/MI tidak MI 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%

melebihi 32 orang, dan

o | untuk SMP/MTs tidak SMP 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%

melebihi 36 orang.

Untuk setiap

rombongan belajar

tersedia 1 (satu) ruang MTs 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%

kelas yang dilengkapi

dengan meja dan kursi

BEN



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022

No

Jenis Pelayanan
Dasar/ Indikator SPM

yang cukup untuk
peserta didik dan guru,
serta papan tulis;

Tingkat

Tahun Capaian

2016

2017 2018

2019 2020

Di setiap SMP dan MTs
tersedia ruang
laboratorium IPA yang
dilengkapi dengan meja
dan kursi yang cukup
untuk 36 peserta didik
dan minimal satu set
peralatan praktek IPA
untuk demonstrasi dan
eksperimen peserta
didik;

SMP/MTs

38.91%

40.15% 41.36%

42.63% 44.97%

Di setiap SD/MI dan
SMP/MTs tersedia satu
ruang guru yang
dilengkapi dengan meja
dan kursi untuk setiap
orang guru, kepala
sekolah dan staf
kependidikan lainnya;
dan di setiap SMP/MTs
tersedia ruang kepala
sekolah yang terpisah
dari ruang guru;

SD/MI

96.03%

97.13% 98.23%

99.41% 99.41%

SMP/MTs

100.00%

100.00% | 100.00%

100.00% | 100.00%

SMP/MTs

100.00%

100.00% | 100.00%

100.00% | 100.00%

Di setiap SD/MI
tersedia 1 (satu) orang
guru untuk setiap 32
peserta didik dan 6
(enam) orang guru
untuk setiap satuan
pendidikan, dan untuk
daerah khusus 4
(empat) orang guru
setiap satuan
pendidikan

SD

98.73%

98.73% 99.37%

99.79% 99.79%

MI

91.89%

91.89% 94.59%

94.59% 94.59%

Di setiap SMP/MTs
tersedia 1 (satu) orang
guru untuk setiap mata
pelajaran, dan untuk
daerah khusus tersedia
satu orang guru untuk
setiap rumpun mata
pelajaran;

SMP/MTs

67.68%

68.69% 68.69%

69.70% 71.21%

Di setiap SD/MI
tersedia 2 (dua) orang
guru yang memenuhi
kualifikasi akademik S1
atau D-1V dan 2 (dua)
orang guru yang telah
memiliki sertifikat
pendidik

SD

100.00%

100.00% | 100.00%

100.00% | 100.00%

MI

100.00%

100.00% | 100.00%

100.00% | 100.00%
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No

Jenis Pelayanan
Dasar/ Indikator SPM

Tingkat

Tahun Capaian

2016

2017

2018

2019

2020

Di setiap SMP/MTs
tersedia guru dengan
kualifikasi akademik S-
1 atau D-IV sebanyak
70% dan separuh
diantaranya (35% dari
keseluruhan guru) telah
memiliki sertifikat
pendidik, untuk daerah
khusus masing-masing
sebanyak 40% dan 20%

SMP

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

MTs

56.76%

62.16%

67.57%

70.27%

81.08%

Di setiap SMP/MTs
tersedia guru
kualifikasi akademik S-
1 atau D-IV dan
memiliki sertifikat
pendidik masing-
masing satu orang
untuk mapel
Matematika, IPA, B.
Indonesia, B. Inggris,
dan PKn

SMP

52.41%

54.48%

56.55%

58.62%

61.38%

Di setiap
Kabupaten/Kota semua
kepala SD/MI
berkualifikasi akademik
S-1 atau D-IV dan telah
memiliki sertifikat
pendidik

SD

95.14%

95.14%

95.14%

95.35%

95.35%

11

Di setiap kab/kota
semua kepala SMP/MTs
berkualifikasi akademik
S-1 atau D-IV dan telah
memiliki sertifikat
pendidik;

SMP

89.66%

89.66%

89.66%

91.03%

91.03%

12

Di setiap kab/kota
semua pengawas
sekolah/ madrasah
memiliki kualifikasi
akademik S-1 atau D-1V
dan telah memiliki
sertifikat Pendidik

SD/MI

95.52%

95.52%

95.52%

95.52%

95.52%

13

Pemerintah kab/kota
memiliki rencana dan
melaksanakan kegiatan
untuk membantu
satuan pendidikan
dalam mengembangkan
kurikulum dan proses
pembelajaran yang
efektif;

SD/MI

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

SMP/MTs

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

14

Kunjungan pengawas
ke satuan pendidikan
dilakukan satu kali

SD/MI

75.73%

77.69%

78.28%

80.23%

81.60%
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No

Jenis Pelayanan
Dasar/ Indikator SPM

setiap bulan dan setiap
kunjungan dilakukan
selama 3 jam untuk
melakukan supervisi
dan pembinaan;

Tingkat

Tahun Capaian

2016

2017

2018

2019

2020

SMP/MTs

65.66%

66.16%

67.17%

67.68%

68.69%

15

Setiap SD/MI
menyediakan buku teks
yang sudah ditetapkan
kelayakannya oleh
Pemerintah mencakup
mata pelajaran Bahasa
Indonesia, Matematika,
IPA, IPS dan PKn
dengan perbandingan
satu set untuk setiap
peserta didik

SD/MI

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

16

Setiap SMP/MTs
menyediakan buku teks
yang sudah ditetapkan
kelayakannya oleh
Pemerintah mencakup
semua mata pelajaran
dengan perbandingan
satu set untuk setiap
perserta didik;

SMP/MTs

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

17

Setiap SD/MI
menyediakan satu set
peraga IPA dan bahan
yang terdiri dari model
kerangka manusia,
model tubuh manusia,
bola dunia (globe),
contoh peralatan optik,
kit [PA untuk
eksperimen dasar, dan
poster/carta IPA;

SD

74.42%

74.84%

74.84%

75.69%

75.90%

18

Setiap SD/MI memiliki
100 judul buku
pengayaan dan 10 buku
referensi,dan setiap
SMP/MTs memiliki 200
judul buku pengayaan
dan 20 buku referensi;

SD/MI

38.16%

38.75%

38.75%

39.53%

39.53%

SMP/MTs

48.48%

49.49%

50.51%

51.52%

51.52%

19

Setiap guru tetap
bekerja 37,5 jam per
minggu di satuan
pendidikan, termasuk
merencanakan &
melaksanakan
pembelajaran, menilai
hasil pembelajaran,
membimbing atau
melatih peserta didik,
dan melaksanakan
tugas tambahan;

SD

89.64%

89.85%

90.49%

90.70%

90.70%

MI

81.08%

83.78%

83.78%

86.49%

86.49%

SMP/MTs

92.37%

92.56%

92.76%

92.76%

92.95%

El




RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022

No

Jenis Pelayanan
Dasar/ Indikator SPM

Tingkat

Tahun Capaian

20

Satuan pendidikan
menyelenggarakan
proses pembelajaran
selama 34 minggu per
tahun dengan kegiatan
pembelajaran sebagai
berikut :

a) Kelas I-II = 18 jam
per minggu; b) Kelas III
= 24 jam per minggu; c)
Kelas IV-VI = 27 jam per
minggu; atau d) Kelas
VII-IX = 27 jam per
minggu

SD/MIdan |

SMP/MTs

SD/MI

100.00%

%
[EnN

2017

00.00%

100.00%

100.00%

100.00%

SMP/MTs

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

21

Setiap satuan
pendidikan
menerapkan kurikulum
sesuai ketentuan yang
berlaku

SD/MI

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

SMP/MTs

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

22

Setiap guru yang
menerapkan Rencana
Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP)
yang disusun
berdasarkan silabus
untuk setiap mata
pelajaran yang
diampunya

SD/MI dan
SMP/MTs

89.01%

89.96%

91.93%

94.95%

96.73%

SD/MI

89.63%

90.02%

92.95%

93.93%

95.49%

SMP/MTs

88.38%

89.90%

90.91%

95.96%

97.98%

23

Setiap guru
mengembangkan dan
menerapkan program
penilaian untuk
membantu
meningkatkan
kemampuan belajar
peserta didik

SD/MI dan
SMP/MTs

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

SD/MI

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

SMP/MTs

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

24

Kepala sekolah
melakukan supervisi
kelas dan memberikan
umpan balik kepada
guru dua kali dalam
setiap semester

SD/MI

75.23%

76.89%

77.75%

80.67%

80.67%

SMP/MTs

80.23%

81.21%

82.19%

82.19%

84.15%

25

Setiap guru
menyampaikan laporan
hasil evaluasi mata
pelajaran serta hasil
penilaian setiap peserta
didik kepada Kepala
sekolah pada akhir
semester dalam bentuk

SD/MI dan
SMP/MTs

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

SD/MI

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

SMP/MTs

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%
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Jenis Pelayanan . Tahun Capaian
No . Tingkat
Dasar/ Indikator SPM 2016 2017 2018 2019 2020
laporan hasil presentasi
belajar peserta didik
Kepala sekolah atau
Madrasah SD/MI dan
menyampaikan laporan a 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%
. . SMP/MTs
hasil Ulangan Akhir
Semester (UAS) dan
Ulangan Kenaikan
Kelas(UKK) serta Ujian o o o o o
. Akhir(US, UN) kepada SD/MI 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%
orang tua peserta didik
dan menyampaiakan
rekapitulasinya kepada
Dinas Pendidikan
kabupaten/ kota atau SMP/MTs | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%
Kantor Kemenag Kab/
kota pada setiap akhir
semester
Memiliki
Laporan 77.25% 79.01% 80.46% 82.67% 82.67%
tahunan
Setiap satuan Memiliki
pendidikan rencana
27 | menerapkan prinsip- Keria 75.88% 76.88% 78.88% 80.22% 81.76%
prinsip Manajemen tah r]1 n
Berbasis Sekolah (MBS) anuna
Memiliki
Komite 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%
Sekolah
NO INDIKATOR PENDIDIKAN 2016 2017 2018 2019 2020
1 | APKPAUD 77.50 77.50 77,85 77,87 77,93
2 | APKSD/MI 100.06 99,74 99,85 107,77 102,00
3 | APKSMP/MTs 93,07 93,43 93,90 101,92 96,69
4 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi 80.37 76.46 81.94 82.53 83.87
(S1/D-1V)

Sumber: Dinas Pendidikan dan kebudayaan 2021

b. Kesehatan

Perkembangan penyelenggaraan urusan wajib kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara

dapat dilihat dari progres pencapaian Indikator kinerja kunci yang diasumsikan sebagai

representasi tingkat pelayanan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara umum

pelayanan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik, namun dibeberapa indikator mengalami

penurunan seperti cakupan kunjungan bayi dan pertolongan persalinan terhadap tenaga

kesehatan, kondisi ini menjadi salah satu perhatian serius dalam upaya menurunkan AKI dan

E
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AKB di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut perkembangan gambaran layanan kesehatan

tahun 2016-2020.

Tabel I1.7
Capaian Pelayanan Umum Bidang Kesehatan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

Indikator Pelayanan Umum

No . 2016 2017 2018 2019 2020
Bidang Kesehatan

1 | Rasio Posyandu Per 100 Balita 1,49 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan 2,87 2,87 18.8 21.7 17.4
Pustu Per Satuan Penduduk

3 Rasio Rumah Sakit Per Satuan 0,0041 0,0040 0,0039 0,0038 0,0038
Penduduk

4 Rasio Tenaga Medis/Keperawatan
Per 100.000 Penduduk
Dokter Spesialis 72 52 52 52 52
Dokter Umum 3,79 24,02 24,02 24,02 24,02
Bidan 94,18 85,08 85,08 85,08 85,08
Perawat 158,28 145,80 145,80 145,80 145,80

5 Cakupan Komplikasi Kebidanan 114 105 85.9 117 142
Yang Ditangani
Cakupan Pertolongan Persalinan

6 Oleh Tenaga Kesehatan 8 80 78 117 108

~ Cakupan Desa/Kelurahan 71 78 78.5 97 108
Universal Child Immunization

8 Cakupan Balita Gizi Buruk 100 100 100 100 100
Mendapat Perawatan
Jumlah balita gizi buruk mendapat
perawatan di sarana Pelayanan 88 73 73 69 76
Kesehatan
Jumlah seluru.h balita gizi buruk 38 73 73 69 76
buruk yang ditemukan
Cakupan Penemuan dan

9 | Penangananan Penderita 59,8 63,1 83,7 52,1 71,5
Penyakit TB BTA Positif (%)

Cakupan Penemuan dan

10 | Penanganan 100 100 100 100 100
Penderita Panyakit DBD (%)

Jumlah Penderita DBD yang 1.739 264 794 1074 307
ditangani sesuai SOP

]u'mlah Penderita DBD yang 1739 264 794 1075 307
ditemukan

Cakupan Pelayanan Kesehatan

11 | Rujukan Pasien Masyarakat 100 100 100 100 100
Miskin (%)

12 | Cakupan Kunjungan Bayi (%) 81,9 79,5 82,5 108,2 104,1
Jumlah kunjungan bayi yang 11482 | 11,942 | 12526 | 13,737 | 14.761
memperoleh pelayanan kesehatan

13 | Jumlah seluruh bayi lahir hidup 14.022 15.029 13.928 | 13.470| 12.862

Sumber : Dinas Kesehatan 2020
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Panjang dan Kondisi Jalan Daerah
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Panjang jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan atas status jalan terbagi atas; jalan
negara; jalan provinsi; dan jalan kabupaten, panjang jalan kabupaten sampai tahun 2020
mencapai 2,193.02 Km, dengan proporsi jalan dalam kondisi baik sebesar 49,32 persen, jalan
sedang 15,03 persen, jalan rusak sebesar 19,62 persen dan jalan rusak berat sebesar 16,03
persen. Kondisi ini menjadi gambaran pelayanan infrastruktur dasar terkait konektivitas di
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel I1.8
Status dan Panjang Jalan
Kabupaten Kutai Kartanegara

Panjang Jalan (Km)
No Status Jalan
2016 2017 2018 2019 2020
1 Jalan Negara 367,55 360,65 360,65 360,65 360,65
2 Jalan Provinsi 353,90 222,24 222,24 222,24 222,24
3 Jalan Kabupaten 2.193,02 2.193,02 2.193,02 2.193,02 2.193,02

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara 2020

- Kondisi Irigasi
Irigasi menjadi bagian penting dari proses pembangunan sektor pertanian, kondisi pelayanan
irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2020 dalam kondisi baik
mencapai 77,42 persen dengan total luas wilayah irigasi sebesar 23,154.13 Hektar.

Tabel I1.9 Kondisi Irigasi
Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020

URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi 14318 | 1635435 | 16.791,12 | 17.173,90 | 17.925.92
baik (ha)
Luas irigasi kabupaten (ha) 20.287,99 | 23,154.13 | 23,154.13 | 23,154.13 23,154.13
Lugs irigasi Kabupaten dalam kondisi 70,57 70.63 70,96 7117 77,42
baik (persen)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum 2020

- Penataan Ruang

Perhitungan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kutai Kartanegara , dihitung berdasarkan atas
luasan wilayah daratan yakni sebesar 27.263,10 km2. Sedangkan Luas Ruang Terbuka Hijau
pada tahun 2019 sebesar 7.450,18 km2.

Tabel I1.10
Ruang Terbuka Hijau
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

No Bidang Urusan / Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Rasio Ruang Terbuka Hijau per

Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 14.97 15.73 16.85 17.63 18.03

Luasan RTH publik sebesar 20%
2. dari luas wilayah kota/kawasan 58.68 59.88 62.17 64.35 65.81
perkotaan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020
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d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perkembangan layanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, secara umum terus
mengalami perbaikan, hal menandakan kesadaran masyarakat akan lingkungan perumahan
yang sehat telah mengalami peningkatan. Berikut gambaran perkembangan layanan umum
perumahan Kutai Kartanegara 2016-2020.

Tabel I1.11
Kondisi Fasilitas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020

No e 2016 2017 2018 2019 2020
Perumahan
1 ?()‘/f)r)nah Tangga Pengguna Air Bersih 89.57 83.7 84,02 85,39 87.90
2 | Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%) 91.97 85.29 85,98 86,52 81.71
3 ]((}/Z‘fkungan Pemukiman Kumuh 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01
4 | Rumah Layak Huni (%) 89.78 90.18 88,78 89,53 89.90
5 | Rasio rumah layak huni 0.252 0.252 0.241 0.231 0.249
6 Ef‘ll;‘i‘pan ketersediaan rumah layak 90.60 90.82 90.83 91.03 88.84
7 | Persentase lingkungan pemukiman 0.0063 0.0062 0.0059 0.0053 0.0053
kumuh
Persentase luasan permukiman
8 kumuh di kawasan perkotaan n/a 173 6.76 19.78 21.89
g | Proporsi rumah tangga kumuh 1.27 127 1.24 1.24 1.24
perkotaan

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, 2020

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan layanan urusan ketentraman dan ketertiban umum, diukur dengan
menggunakan pendekatan perhitungan resiko tindak kejahatan per 100.000 penduduk, yang
disebut dengan crime rate. Angka Crime Rate Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020
menurun dibanding tahun 2019, dengan angka 52,23, dengan interpretasi bahwa dari 100.000
penduduk terdapat 118-119 orang diantaranya beresiko untuk terkena tindak kejahatan,
walaupun di tahun 2020 mengalami penurunan, dengan ini tetap diperlukan kebijakan-
kebijakan terkait ketentraman dan ketertiban umum terus dilakukan dalam rangka mencegah
resiko tindak kejahatan di Kutai Kartanegara. Berikut perkembangan crime rate Kutai

Kartanegara 2016-2020.

Tabel I1.12
Crime Rate Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 | 2019 2020
Jumlah Penduduk 729.374 | 740.270 | 750.984| 761.493 | 729.382
Jumlah Tindak Kejahatan Yang
Dilaporkan (Crime Total) 763 889 488 494 381
Crime Rate/100.000 Penduduk 104,61 | 120,09 64,98 | 64,87 52,23

e
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Sumber : BPS, Kutai Kartanegara Dalam Angka 2021

f. Sosial

Masalah kesejahteraan sosial merupakan permasalahan yang cukup kompleks, banyak
faktor yang dapat memunculkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),
diantaranya adalah kemiskinan. Hal tersebut bukan sekedar disebabkan masalah keterampilan
dan lapangan kerja, tetapi yang faktor utama seseorang menjadi PMKS adalah masalah sikap
mental. Esensi dari permasalahan gelandangan adalah ketiadaan tempat tinggal bagi mereka
yang terpaksa harus tinggal di kawasan itu sehubungan dengan pekerjaan yang harus mereka
lakukan disekitar tempat tersebut. Penanganan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah melainkan masyarakat dan dunia usaha juga mempunyai andil dan
tanggung jawab dalam penanganan PMKS.

Data yang bersumber dari Dinas Sosial menyebutkan bahwa pada Tahun 2020 penanganan
PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 70.37 persen. Walaupun demikian kedepannya
Pemerintah dan Dinas Sosial tetap meningkatkan kinerjanya dengan mengurangi lebih banyak
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Salah satu yang dapat dijadikan solusi dalam
melakukan penanganan PMKS adalah dengan memberikan rehabilitasi sosial dengan sistem
balai, rehabilitasi ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan keterampilan.

Tabel 11.13
Kondisi Sosial
Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020

NO Indikator Layanan Sosial 2016 2017 2018 2019 2020
1 Persentase I?MKS yang memperoleh 60 68 70.27 70.32 70.37
bantuan sosial
2 Persentase PMKS yang tertangani 60 68 70.27 70.32 70.37
Persentase PMKS skala yang
3 memperoleh bantuan sosial untuk 60 68 70.27 70.32 70.37

pemenuhan kebutuhan dasar

Persentase panti sosial yang
4 menyediakan sarana prasarana 100 100 100 100 100
pelayanan kesehatan sosial

Persentase korban bencana yang
5 menerima bantuan sosial selama 100 100 100 100 100
masa tanggap darurat

Persentase penyandang cacat fisik
dan mental, serta lanjut usia tidak

6 . . na na na 23.89 80.13
potensial yang telah menerima
jaminan sosial
Garis Kemiskinan 424.717 | 450.581 485.435 503.968 548.423
8 Jumlah anak terlantar 1.905 1.905 679 679 679
9 Jumlah pekerja sosial masyarakat 216 216 216 216 46
(PSM)
10 | Jumlah organisasi sosial 17 17 17 18 19

Sumber : Dinas Sosial, 2020

-7 [
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2.1.3.2 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
a. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari proses pembangunan daerah, perluasan
lapangan pekerjaan dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten menjadi prasyarat
utama dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan. Angkatan Kerja (AK) Kutai
Kartanegara setiap tahun menunjukkan peningkatan, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK) yang berfluktuasi dan didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Berikut
perkembangan AK dan TPAK Kutai Kartanegara 2015-2018.

Tabel I11.14
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

JENIS 2016 2017 2018 I 2019 2020
KELAMIN AK TPAK AK TPAK AK TPAK AK TPAK AK TPAK
Laki-Laki 231.836 85,41 | 286.903 82,31 295.298 83,92 254.854 84,06 238.387 78,12

Perempuan 75.310 31,40 | 253.755 41,06 261.609 42,28 123.070 45,78 121.479 44,10

Jumlah

Total 307.146 60,07 | 540.658 62,95 556.907 64,36 377924 63,02 359.866 61,98

Sumber : BPS, 2019 *tahun 2016 non available, Kutai Kartanegara Dalam Angka 2021.

Dari pendekatan pencari kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai
Kartanegara, terjadi penurunan persentase daya serap pencari kerja atau pencari kerja yang
ditempatkan menurun pada tahun 2016 dan naik pada tahun 2018 dan terjadi Penurunan tahun
2019 kecenderungan tersebut karena aktivitas pertambangan dan penggalian di wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara yang berfluktuasi dan pada tahun 2020 terjadi karena dampak
pandemi Covid-19. Berikut perkembangan pencari kerja yang ditempatkan.

Tabel I1.15
Perkembangan Ketenagakerjaan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

NO Indikator Tenaga Kerja 2016 2017 2018 2019 2020

Angka sengketa pengusaha-

pekerja per tahun 77 71 38 46 49

Besaran kasus yang diselesaikan

dengan Perjanjian Bersama (PB) 77 71 38 46 49

Besaran pencari kerja yang

terdaftar yang ditempatkan 376 918 795 3343 >78

Besaran pekerja/buruh yang
4 menjadi peserta program - - 1689 1769 1810
Jamsostek

Perselisihan buruh dan
5 pengusaha terhadap kebijakan 161 153 107 130 121
pemerintah daerah

Besaran tenaga Kkerja yang
6 mendapatkan pelatihan berbasis 0 0 55 200 80
kompetensi

Besaran tenaga Kkerja yang
7 mendapatkan pelatihan berbasis 0 0 0 138 16
masyarakat

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2016 - 2020
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b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, merupakan salah satu gambaran
terhadap upaya perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara,
berdasarkan kasus yang terlaporkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, bahwa kasus kekerasan cenderung menurun, total kasus tertangani pada periode 2014-
2019 rata-rata 84,10 persen. Berikut data jumlah kasus periode 2014-2019.

Tabel I1.16
Perkembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

Indikator Pemberdayaan Perempuan

NO dan Perlindungan Anak

2016 2017 2018 2019 2020

1 Rasio KDRT 0.028 0.034 0.036 0.031 0.034

Cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas terlatih di dalam
unit pelayanan terpadu

100 100 100 100 100

Cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan layanan
3 kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di 100 100 100 100 100
Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan
PPT/PKT di Rumah Sakit

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial

4 terlatih bagi perempuan dan anak korban 100 100 100 100 100
kekerasan di dalam unit pelayanan
terpadu.

Cakupan penegakan hukum dari tingkat
penyidikan sampai dengan putusan
pengadilan atas kasus-kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak

98.15 84.73 95.65 98.35 96.95

Cakupan perempuan dan anak korban
6 kekerasan yang mendapatkan layanan 100 100 100 100 100
bantuan hukum

Cakupan layanan pemulangan bagi

perempuan dan anak korban kekerasan 100 100 100 100 100

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi

perempuan dan anak korban kekerasan 100 100 100 100 100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, tahun 2016 - 2020

Dalam hal penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah, saat ini dapat
diindikasikan dari pencapaian tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dan
partisipasi angkatan kerja, dengan memperhatikan capaian angka melek huruf perempuan,
secara umum dari ketiga indikator tersebut.
c. Pangan

Ketersediaan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup memadai hal ini terlihat dari
jumlah ketersediaan pangan setiap penduduk pertahun cukup besar, pada tahun 2016 pangan
nabati sebesar 94.61 kilogram per tahun per penduduk dan pangan hewani sebesar 122.12
kilogram per tahun per penduduk, trend mengalami naik turun setiap tahunnya lalu naik pada

tahun 2018 dann 2019, kemudian, pada tahun 2020 menurun pangan nabati mencapai 128.72
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kilogram per tahun per penduduk dan pangan hewani mencapai 123.34 kilogram per tahun per
penduduk. Dengan kondisi ini pemerintah harus mempunyai kebijakan tekait penyediaan
cadangan pangan. Berikut perkembangan ketersediaan pangan utama sampai dengan tahun
2020.

Gambar I1.13
Ketersediaan Pangan Utama (Kg) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019

160,00
1000 134,60 129,32 128,72
120.00 ’ 118,82 5 12
: 11 105,4

100,00 94,61

80,00

60,00

40,00

20,00

2016 2017 2018 2019 2020

B Pangan Hewani M Pangan Nabati

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2016-2019

d. Pertanahan

Tanda kepemilikan lahan menjadi bagian penting dari tertib hak kepemilikan lahan,
persentase luas lahan yang memiliki sertifikat di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai
dengan tahun 2020, sebesar 57 persen, dengan jumlah luas lahan sebesar 14,267,393.54 Ha,
terhadap luas lahan yang seharusnya bersertifikat sebesar 25,030,514.98 Ha. Sehingga masih
terdapat sekitar 43 persen yang belum memiliki sertifikat, hal ini perlu penggalakan kesadaran
masyarakat atas legalitas kepemilkan lahan yang lebih kuat.

Tabel 11.17
Perkembangan Pertanahan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

No Indikator Pertanahan 2016 2017 2018 2019 2020
Persentase luas lahan bersertifikat 0.043 0.64 0.22 1.2 0.57
Penyelesaian kasus tanah Negara - 69.23 95.83 91.89 100
Penyelesaian izin lokasi - 100 100 100 100

e. Lingkungan Hidup
Pengelolaan persampahan, penanganan sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara

mengalami perkembangan positif, volume sampah yang tercatat tahun 2020 sebanyak
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322.47ribu m3 telah tertangani sebesar 78.05persen penanganan sampah. Kondisi ini menurun
dari volume sampah pada tahun 2019, yang sebanyak 255,5 ribu m3 dan tertangani sebesar
81,25 persen. Kinerja penanganan sampah ini harus menjadi perhatian serius mengingat
volume sampah akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Tabel 11.18
Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2020

Tahun Volume (ribu m3) Persentase penanganan
2017 138,7 73,92
2018 146,04 74,79
2019 255,5 81,25
2020 322.47 78.05

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tahun 2017 - 2020

f. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Perkembangan Kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara setiap
tahun terus mengalami perkembangan positif, peningkatan jumlah penduduk dan proporsi
kepemilikan KTP menjadi bagian penting dari komitmen pelayanan tertib administrasi
kependudukan, hingga tahun 2016 mencapai 95,62 persen. Pada tahun selanjutnya, terjadi
penurunan kepemilikan KTP dikarenakan kekurangan dalam Proses Pencetakan KTP. Pada
Tahun 2020 Kepemilikan KTP sebesar 97.97 persen. Ke depan perbaikan sistem pelayanan
harus terus dilakukan agar seluruh warga Kutai Kartanegara dapat memiliki KTP dan akta
kelahiran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel I11.19
Capaian Pelayanan Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019

Indikator 2016 2017 2018 2019 2020
Kepemilikan KTP 95.62% | 89.77% | 68.83% | 87.58% | 97.97%
Jumlah penduduk yang memiliki KTP 424919 | 412.677 | 308.776 | 427.005 | 484,889

Jumlah penduduk wajib KTP
(>17 dan atau pernah/sudah menikah)

Kepemilikan Akta Kelahiran 89,04% | 90.80% | 92,64% | 93.75% | 96.14%

]umlah penduduk 657.796 | 674.759 | 677.755 | 692.776 | 729.382
Sumber : BPS, 2016-2020, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2020

444364 | 464.103 | 476.331 | 487.559 | 494,929

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tingkat pemberdayaan masyarakat, dalam pendekatan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat yang terbentuk di setiap desa dan kelurahan, dapat diukur melalui tingkat keaktifan
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang bertujuan untuk meningkatkan daya kreasi
masyarakat di desa/kelurahan dalam menopang perekonomian keluarga. Jumlah PKK yang

terbentuk di Kabupaten Kutai Kartanegara sejumlah 256 lembaga, dengan tingkat keaktifan 100
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persen. Selain daripada itu lembaga pemberdayaan yang perlu ditingkatkan adalah Pos
Pelayanan Terpadu Kesehatan (Posyandu), yang ditujukan untuk memberikan pelayanan
kesehatan yang dilakukan sendiri oleh masing-masing masyarakat desa/kelurahan yang
dibantu oleh petugas kesehatan. Keaktifan Posyandu dapat menggambarkan tingkat
keberhasilan pemberdayaan yang telah dilakukan, adapun jumlah posyandu tahun 2020 di
Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 760, dengan tingkat keaktifan mencapai 100 persen.
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata mencapai 2,13 persen
per tahun 2020. Tingginya angka pertumbuhan penduduk tersebut, salah satunya disebakan
karena tingginya angka kelahiran di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Keluarga Berencana
dalam jangka panjang menjadi bagian kebijakan pemerintah dalam menekan pertumbuhan
penduduk. Perkembangan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Kutai Kartanegara saat
ini masih dalam kategori baik, dimana tahun 2020 persentase peserta KB aktif mencapai 76.41
persen. kondisi sedikit meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 73.29 persen. Belum
optimalnya capaian program keluarga berencana ini disebabkan karena keterbatasan tenaga
penyuluh KB di setiap desa, dimana Tahun 2020 rasio petugas lapangan hanya sebesar 0,38,
atau terdapat beberapa desa/kel yang tidak memiliki tenaga penyuluh KB.

Tabel I1.20
Tingkat Capaian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2020

Indikator Keluarga Berencana 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020

Persentase peserta KB aktif 73,87 76,08 72,64 74,66 73.29 76.41

Ratio petugas lapangan KB/penyuluh

KB (PLKB/PKB)disetiap desa 3,05 2,90 0,34 0,38 0,36 0,40
Jumlah peserta program KB aktif 97.468 | 103.386 | 95.678 | 102.642 | 104.201 | 113.56
Jumlah pasangan usia subur 131.953 | 135.900 | 131.719 | 138.454 | 142.169 | 148.615

Sumber : LPPD, 2016-2020
i. Perhubungan

Aksesibilitas perhubungan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, saat ini secara umum
dilalui melalui dua jalur transportasi yakni jalan darat dan perairan, dari aspek kemudahan
aksesibilitas jalan darat menjadi pilihan terbaik, mengingat biaya dan waktu tempuh yang lebih
singkat, dengan demikian untukmemberikan pelayanan terhadap aksesibiltas masyarakat maka
keberadaan angkutan darat menjadi tolok ukur tingkat aksesibilitas masyarakat, jumlah
angkutan kendaraan Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2020 mencapai 446,882 unit
dengan jumlah panjang jalan 2,193.02 KM.
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Tabel 11.21
Jumlah Kendaraan dan Panjang Jalan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

NO URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020
1 | PanjangJalan (KM ) 2,193.02 | 2193.02 | 2193.02 | 2,193.02| 2193.02
2 | jumlah Kendaraan ( Unit) 379,904 | 403,811 | 430,209 | 434929 | 446,882
3 | Rasio Jumlah Kendaraan 17323 | 184.13 19617 | 19832 203.77
dibagi Panjang jalan

Sumber : Dinas Perhubungan, 2016-2020

j. Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan data BPS Kutai Kartanegara terkait dengan hal teknologi dan informasi, diketahui
data akses teknologi komunikasi dilakukan melalui telepon rumabh, telepon seluler, komputer
desktop, dan laptop. Rumah tangga yang memiliki akses telepon rumah di Kabupaten Kutai
Kartanegara pada tahun 2020, rumah tangga yang menggunakan telepon seluler dan rumah
tangga yang menggunakan komputer desktop dan laptop mengalami kecenderungan naik setiap
tahunnya ini disebabkan Akses dan sarana Telekomunikasi semakin baik.

Tabel 11.22
Akses Terhadap Teknologi dan Informasi
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

No. | [mdikatorKomunikasi | ., 2017 2018 2019 2020
dan Informatika
1 Cakupan Layanan 70,04% 70,04% 83,12% 88,61% 90,30%
Telekomunikasi (166/237) | (166/237) (197/237) | (210/237) | (214/237)
Persentase penduduk
2 yang menggunakan 0.6855 0.703 0.7202 n.a 0.8713
HP/telepon
g | Jumlah desa menerima 166 166 197 210 214
sinyal internet
Jumlah menara
4 telekomuniksasi BTS 206 206 206 206 298

Sumber : BPS, Statistik Daerah 2020

k. Koperasi dan UKM

Koperasi dan UKM merupakan penyangga perekonomian daerah yang memiliki peran
strategis dalam penguatan ekonomi kerakyatan, proporsi koperasi aktif sampai dengan tahun
2020 sebesar 82.11 persen. Sedangkan perkembangan usaha mikro dan kecil (UKM) hingga
tahun 2020 sebesar 96.77 persen. Kondisi ini menjadi bagian penting dalam proses penguatan
ekonomi berbasis masyarakat

Tabel 11.23
Perkembangan Koperasi dan UKM
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

Indikator Koperasi dan UKM 2016 2017 2018 | 2019 | 2020
Persentase koperasi aktif 76.79% | 77.13% | 81.30% | 81.85% | 82.11%
Persentase Usaha Mikro dan Kecil 97.45% | 97.10% | 97.16% | 97.03% | 96.77%
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Sumber : LPPD, 2016-2020

1.  Penanaman Modal

Investasi merupakan salah satu variabel pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat investasi
juga menjadi salah satu ukuran tingkat daya saing daerah dalam penciptaan lapangan pekerjaan
dan investasi yang kondusif. Perkembangan investasi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk
Penamaman Modal Dalam Negeri, hingga akhir tahun 2020 mengalami penurunan jika
dibanding tahun sebelumnya. Berbanding terbalik pada investasi pada penanaman modal asing
mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020. Semakin banyak penanaman modal
yang dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, akan semakin tinggi tingkat kesempatan kerja
masyarakat. Berikut perkembangan investasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan daya serap
tenaga kerja hingga tahun 2020.

Tabel 11.24
Investasi dan Daya Serap Tenaga Kerja PMDN
Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020

Jumlah Tenaga Kerja

Letium Proyek Modal (Rp) Indonesia Asing

2016 37 973.606.015.564 1.509 8

2017 108 2.273.427.091.953 1.762 523

2018 86 2.601.430.665.027 na na

2019 214 5,873,632,920,000.00 5,289 112

2020 466 2,284,878,700,000.00 3,674 9

Sumber : Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tabel I1.25
Jumlah Proyek dan Investasi serta Daya Serap Tenaga Kerja PMA
Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020
. Tenaga Kerja

Tahun Jumlah Proyek Investasi (US$) Indonesia Asing
2016 56 2.272.030.595.825 15.204 60
2017 146 925.060.848.968 3.207 21
2018 79 1.317.530.991.997 na na
2019 116 733,477,500,000.00 5,766 16
2020 136 947,851,500,000.00 965 20

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

m. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang
punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas
kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat
kesehatan. Pembangunan dan pembinaan olahraga disamping optimalisasi olahraga prestasi,
dilakukan juga upaya membangun budaya olahraga dalam masyarakat. Untuk meningkatkan
pembinaan olahraga dimaksud masih diperlukan dukungan sarana dan prasarana olahraga,

baik olahraga masyarakat maupun sarana olahraga terpadu dengan standar internasional.
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Sarana dan prasarana olahraga dan pemuda di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibangun
oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

Tabel I1.26
Fasilitas Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Kutai Kartanegara 2020

No Fasilitas Jumlah

1 Lapangan Sepakbola 244
2 Lapangan Basket 32
3 Lapangan Volley 433
4 Lapangan Bulu Tangkis 309
5 Kolam Renang 1
6 Lapangan Tenis 11
7 Lapangan Tenis Meja 1
8 Lapangan Sepak Takraw 0
9 Lapangan Futsal 1
10 | Gelanggang/Balai Remaja 0

Sumber : LPPD, 2020
n. Statistik

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan urusan statistik berdasarkan lampiran
Permendagri No 86 tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan, khususnya
publikasi dari instansi Badan Pusat Statistik. Beberapa publikasi yang menjadi landasan dalam
melihat indikator pembangunan daerah seperti:

1. Buku “Kabupaten Dalam Angka”
2. Buku “PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara”

Kedua dokumen di atas tersedia di Kabupaten Kutai Kartanegara dan disusun oleh Badan
Pusat Statistik Kutai Kartanegara yakni “Kutai Kartanegara Dalam Angka dan PDRB Kutai
Kartanegara Menurut Lapangan Usaha maupun Pengeluaran. Penyusunan kedua buku tersebut
penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan, dan
penyusunan program kegiatan.

0. Kebudayaan

Kebudayaan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah, khususnya dalam
rangka mengedepankan kearifan lokal daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah
yang memiliki catatan sejarah dan keunikan budaya saat ini menjadi ikon kekayaan budaya
daerah dan nasional, sehingga upaya pelestarian dan penguatan nilai-nilai budaya di Kabupaten
Kutai Kartanegara terus didorong dengan meningkatkan frekuensi penyelenggaraan festival
seni dan budaya, serta meningkatkan ketersediaan sarana penyeleggaraan seni dan budaya
daerah. Berikut perkembangan seni dan budaya Kutai Kartanegara tahun 2016 sampai dengan

2020.
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Tabel 11.27
Seni dan Budaya
Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020

Indikator Koperasi dan UKM 2016 2017 2018 2019 2020
Penyelenggaraan festival seni dan budaya - 7 10 13 2
Benda, situs dan kawasan cagar budaya 2 2 2 2 3
yang dilestarikan
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi 1 1 1 1 2
dan inventarisasi
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara 9 9 9 9 9
terpadu

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2016-2020

p- Perpustakaan

Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di
daerah. Dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator kinerja
pelayanan perpustakaan di daerah. Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan
ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai peluang untuk
meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan
mutu pendidikan. Data jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Kutai Kartanegara

dirinci per kunjungan setiap bulannya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 11.28
Perkembangan Perpustakaan
Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 241,246 | 270,790 | 199,166 | 231,688 9,140
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan 68,695 69,697 70,536 73,468 74,632
daerah
Rasio perpustakaan persatuan penduduk 0.48 0.54 0.4 0.46 0.02

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2016-2020
2.1.3.3 Urusan Pilihan
Urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut adalah urusan pilihan yang
merupakan bagian dari hasil pembangunan daerah dalam berbagai bidang.
a. Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup melimpah, yang
ditunjukkan dengan tingginya produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun budi daya,

hingga tahun 2020 produksi perikanan sebesar 202.277,3 Ton, sedangkan trend konsumsi ikan

Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya,
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yakni sebesar 70,00 Kg/Kapita. Namun demikian konsumsi ikan Kabupaten Kutai Kartanegara
di atas rata- rata konsumsi nasional yakni sekitar 56,39 Kg/Kapita.

Gambar I1.14
Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020
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Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016-2020

b. Pariwisata

Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong sektor pariwisata sebagai trigger dalam proses
transformasi struktur ekonomi dari dominasi sektor ekonomi tak terbarukan ke sektor ekonomi
terbarukan. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup memiliki potensi
yang berdampak pada percepatan perekonomian daerah. Obyek wisata yang menjadi tujuan
cukup menarik bagi para wisatawan yakni Pulau Kumala dengan kunjungan sebanyak 37.861
wisawatan; Ladaya (Ladang Buaya) dengan kunjungan sebanyak 118.297 wisatawan; dan
Pantai Pangempang Muara Badak dengan kunjungan sebanyak 79.795 wisatawan.

Tabel 11.29
Jumlah Kunjungan Wisata
Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020

. . Jumlah Kunjungan Wisatawan

Nama Objek Wisata 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 Bukit Bengkirai Samboja 35.016 30.520 22.063 20.522 10.671

Borneo Orang Utan
2 Survival (BOS) 3.460 2.820 3.058 3.760 591
3 Sungai Hitam Samboja 351 372 0 280 216
4 Museum Mulawarman 157.302 84.906 48.528 46.099 20.603
5 Ladaya (Ladang Buaya) 277.601 271.496 | 285.071 | 256.923 | 118.297
6 Lamin Etam Ambors 68.823 91.210 115.323 | 106.456 | 28.262
7 Pulau Kumala 377.597 389.243 | 287.595 | 174.036 | 37.861
8 Waduk Panji Sukarame 38.518 23.243 16.684 15.951 5.118
9 Pantai Tanah Merah 39.800 | 49.831 | 46.016 | 41.214 | 22.808

Samboja

=




RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022

. . Jumlah Kunjungan Wisatawan
hEL B E S 2016 2017 2018 | 2019 | 2020
10 | Pantai Ambalat 0 0 10.805 | 14.873 | 31.727
11 | PantaiPangempang 36.294 | 114903 | 62.593 | 126.903 | 79.795
Muara Badak
12 | PantaiSamberaMuara 0 0 43631 | 21.821 | 4.217
Badak
13 Pantai Pamedas 0 0 34.755 61.596 31.508
14 Planetarium Jagad Raya 32.066 9.792 13.464 4.257 2.679
Waterboom Mahalani
15 | Moorn Badak 0 0 11.311 | 2.395 0
16 Istana Bunga Jembayan 0 0 14.889 33.169 7.991
17 | Family Water Park 0 0 7334 | 5553 | 2.589
Tenggarong
18 Museum Kayu 18.691 7.025 6.687 6.383 1.331
19 |  Situs Makam RajaKutai | 155.355 | 145.892 | 142.441 | 138.639 | 28.118

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016-2020

Kekuatan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini terbagi menjadi 3 (tiga) kategori
daya tarik, yakni: daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan dan daya tarik wisata budaya.
Kunjungan wisatawan pada tahun 2020 terbesar pada destinasi wisata buatan sebesar 63
persen, disusul wisata budaya 31 persen dan wisata alam sebesar 6 persen. Adapun kontribusi
terbesar dalam kunjungan wisatawan terdapat pada Pulau Kumala dan Ladaya.
Pariwisata diupayakan akan menjadi penopang perekonomian daerah pada masa yang akan
datang, pendekatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menjadi salah satu bagian
penting dari keberhasilan pencapaian pembangunan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
Laju Pertumbuhan Ekonomi pariwisata tahun 2020 sebesar -0.99 persen kondisi ini menurun
dibanding tahun 2019 sebesar 7.28 persen. Diharapkan sektor pariwisata akan terus
berkembang dan memberikan pengaruh yang kuat terhadap perekonomian daerah, salah satu
kekuatan pariwisata yang terus didorong adalah dengan memperkuat ekonomi kreatif daerah
sebagai titik point krusial dalam proses pembangunan pariwisata daerah dengan laju
pertumbuhan ekonomi kreatif sebesar 4.44 persen pada tahun 2020.

Tabel I1.30
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata 13,35 8,27 7,54 7,28 -0,99
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif NA NA 6,85 7,41 4,44

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016-2020

c. Pertanian
1) Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

Sebagai daerah lumbung pangan Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara
dihadapkan pada tantangan yang besar dalam menyediakan pasokan pangan Kalimantan Timur.

Sektor pertanian setiap tahun cenderung meningkat yang ditunjukan dengan produksi beras
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pada tahun 2020 sebesar 153,599 ton, dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 121,203 ton.
Kenaikan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian beberapa tahun terakhir disebabkan karena
semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat produksi pertanian
berkembang dengan baik, sehingga produktivitas pertanian dapat terus dijaga. Kenaikan
tersebut terjadi pada berbagai komoditas pertanian, namun terdapat pula penurunan
produktivitas pertanian seperti pada komoditas beras. Komoditas unggulan sektor pertanian
yang menjadi perhatian saat ini selain beras adalah jagung dan ubi kayu. Berikut perkembangan
komoditas beras, jagung dan ubi kayu di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 11.31
Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2020

Uraian
Tahun
Luas Panen (Ha) Produktivitas (Kw/Ha) Produksi (Ton)
2020 35,042 43,83 153,599
2019 31,358 38,65 121,203
2018 29.214 46,96 137.196

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan, 2020

Tabel I1.32
Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung dan Ubi Kayu
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018

Jagung Ubi Kayu
Tahun PI.'::iesn Produktivitas | Produksi Pl;ll:laesn Produktivitas | Produksi
(Ha) (Kw/Ha) (Ton) (Ha) (Kw/Ha) (Ton)
2020 1,547 60,25 9,321 764 288,33 22,028
2019 3,882 60,25 23,391 807 288,33 23,268
2018 2.612,60 51,40 13.377 1.075,00 256,97 27.624
2017 11.139,80 50,81 56.597 3.628,10 236,88 85.944
2016 4.948,30 44,73 22.132 2.450,60 230,59 56.508

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan, 2020

2) Peternakan

Pembangunan peternakan, menjadi bagian penting dalam pencapaian pembangunan
pertanian dalam arti luas, peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum terus
meningkat, seiring dengan meningkatnya konsumsi daging di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dalam rangka mendorong swasembada ternak, maka diperlukan upaya-upaya konkrit dan
terobosan yang tepat dengan berpegang pada potensi pengembangan peternakan di masing-
masing kecamatan.

Pada populasi sapi potong terjadi penurunan dibandingkan tahun 2019, namun secara
umum mengalami kenaikan disbanding tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020

populasi sapi potong sebanyak 30.030 ekor, populasi kerbau sebanyak 2.728 ekor, populasi
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kambing sebanyak 12.370 ekor dan babi sebanyak 4.336 ekor. Berikut perkembangan produksi

ternak berdasarkan kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 11.33
Populasi Ternak Kabupaten Kutai Kartanegara 2020
Kecamatan Sapi Potong Kerbau Kambing Babi

SAMBOJA 8,307 299 1,529 521
MUARA JAWA 828 9 252 0
SANGA-SANGA 322 0 116 7
LOA JANAN 1,176 22 961 823
LOA KULU 4,298 17 1,370 131
MUARA MUNTAI 503 755 89 0
MUARA WIS 596 911 64 135
KOTA BANGUN 1,474 14 1,066 0
TENGGARONG 1,209 20 729 350
SEBULU 780 34 385 346
TENGGARONG SEBERANG 3,619 138 3,634 825
ANGGANA 591 37 450 0
MUARA BADAK 956 40 546 147
MARANG KAYU 1,701 169 268 270
MUARA KAMAN 2,002 222 572 0
KENOHAN 758 41 284 148
KEMBANG JANGGUT 503 0 17 13
TABANG 407 0 38 620
JUMLAH 30.030 2.728 12.370 4.336

Sumber : BPS, 2020

Dari sisi produksi daging ternak, daging sapi mengalami peningkatan di tahun 2020

dibanding tahun 2019, sedangkan untuk daging kerbau, kambing dan babi menunjukkan kinerja

lebih baik daripada tahun 2019. Berikut perkembangan produksi daging di Kabupaten Kutai

Kartanegara.
Tabel 11.34
Produksi Daging Ternak
Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020 (Kg)
Tahun Sapi Potong Kerbau Kambing Babi
2020 718,357 1,546 33,549 55,575
2019 526.475 13.529 22.352 26.021
2018 627.536 4.234 17.993 26.345
2017 892.919 13.146 51.070 198.731
2016 989.984 2.708 56.743 175.379

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2016-2020
3) Perkebunan

Potensi perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara cukup tinggi yang didominasi oleh
komoditas kelapa sawit, kelapa dalam dan karet. Sebagian besar komoditas terdapat pada
perkebunan rakyat, sedangkan untuk perkebunan besar terdapat komoditas karet dan kelapa

sawit. Produksi perkebunan hingga tahun 2020 mengalami perbaikan daripada tahun-tahun
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sebelumnya, sedangkan dari aspek penyerapan tenaga kerja, jumlah rumah tangga petani untuk
perkebunan rakyat memang menurun, namun dengan bantuan teknologi informasi maka
optimalisasi produksi perkebunan dapat ditingkatkan. Kondisi ini diharapkan akan terus
meningkat seiring dengan penguatan subsektor perkebunan sebagai bagian dari sasaran proses
transformasi struktur ekonomi daerah.

Tabel 11.35
Produksi Perkebunan

Kabupaten Kutai Kartanegara 2020

Komoditi Crops Llll)all;nAt?:ial Produksi Produktivitas | Jumlah Petani
Area (Ha) (Ton) (Kg/Ha) (Farmer)

Kelapa Sawit 28,291.65 274,235.71 14,348.76 12,990
Karet 17,686.74 11,974.28 1,225.00 8,688
Lada 3,804.99 1,085.07 348.47 1,940
Kelapa Dalam 7,977.02 11,513.34 1,956.85 4,874
Kopi 70.00 11.31 538.43 125
Kakao 71.25 62.66 1,519.10 63
Aren 246.69 487.53 3,322.40 515
Kemiri 52.15 8.73 307.94 165

Kutai Kartanegara 58,200.49 299,378.62 7,853.20 29,360

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2020
d. Perdagangan

Urusan perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara jika dilihat dari kinerja Nilai Tambah
Bruto Kategori Perdagangan, mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar -99,31 persen.
Pertumbuhan NTB perdagangan ini menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan
ekonomi daerah. Dalam perspektif pengembangan ekonomi regional nilai eksport barang dan
jasa menjadi bagian penting dari pengukuran tingkat keunggulan komparatif dan kompetitif
komoditi eksport daerah. Nilai ekspor bersih Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020
mencapai $.2.073.658.433,16,-, sedangkan Tahun 2019 sebesar $.4.133.140.826,46,-, sehingga
mengalami penurunan sebesar 2 milyar dollar.

e. Perindustrian

Dalam upaya penguatan struktur ekonomi daerah, sektor industri menjadi fokus
pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam konteks peningkatan nilai tambabh.
Berdasarkan data BPS dalam PDRB Kutai Kartanegara Menurut Lapngan Usaha bahwa secara
nominal, Industri Pengolahan pada tahun 2020 sebesar 6,68 trilyun menurun di bandingkan
pada tahun 2019 sebesar 6,90 trilyun.

f. Transmigrasi

Transmigrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah sebesar 63.616 orang, sedangkan

untuk transmigrasi swakarsa setiap tahunnya sekitar 24,4 ribu orang. Transmigrasi swakarsa

merupakan transmigrasi yang dilakukan karena keinginan sendiri, tanpa adanya paksaan. Hal
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ini menggambarkan bahwa Kutai Kartanegara dianggap cukup baik dalam melakukan

pelayanan bagi seluruh transmigran.

2.1.4. ASPEK DAYA SAING
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita)

Konsumsi rumah tangga per kapita adalah pengeluaran rumah tangga yang digunakan
untuk keperluan makanan dan bukan makanan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
dapat menggambarkan pendapatan suatu rumah tangga, sehingga dengan kata lain pengeluaran
konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan suatu rumah tangga.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga di negara berkembang seperti Indonesia banyak
digunakan untuk kategori makanan, berbeda dengan di negara maju yang pengeluaran untuk
makanan lebih sedikit.

Seperti dipublikasikan oleh BPS, pada tahun 2020 sebagian besar pengeluaran penduduk di
Kabupaten Kutai Kartanegara digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan daripada non
makanan (perumahan, sandang, aneka barang dan jasa, dan lain-lain). Hal ini berbeda dengan
kondisi tahun 2019 yaitu pengeluaran untuk kebutuhan non makanan lebih besar daripada
makanan. Hal ini dapat dilihat dari persentase pengeluaran penduduk bulanan dimana
masyarakat pada tahun 2020 menghabiskan 46,83 persen dari pengeluarannya untuk makanan,
dan 53,17 persen untuk non makanan. Sedangkan pada tahun 2019, pengeluaran untuk
kebutuhan makanan sebesar 48,06 persen dan pengeluaran non makanan sebesar 51,94 persen.

Tabel 11.36
Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Menurut Daerah Kota dan Pedesaan
Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2019-2020

Sektor Ekonomi 2019 2020
Rp % Rp %
1 2 3 4 5
Kota/Urban
a, Makanan 569 482 48,06 2726213 46,83
b, Bukan Makanan 615488 51,94 3095227 53,17
¢, Jumlah 1184970 100,00 5821440 100,00
Pedesaan/Rural
a, Makanan 614715 49,13
b, Bukan Makanan 636586 50,87
¢, Jumlah 1251300 100,00
Kota + Pedesaan/Urban + Rural
a, Makanan 597155 48,73 679 460 4837
b, Bukan Makanan 628395 51,27 725376 51,63
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Sektor Ekonomi 2019 2020
Rp % Rp %
1 2 3 4 5
¢, Jumlah 1225550 100,00 1404836 100,00

Sumber : Kabupaten Kutai Kartanegara dalam angka, 2020

b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP), yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima
petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persen), merupakan salah satu
indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani atau untuk melihat
tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukan daya tukar
(termoftrade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk
biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya
beli petani.

Pada tahun 2020 Nilai Tukar Petani (NTP) Kutai Kartanegara sebesar 95.97 persen. Ini
berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan
dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari
pengeluarannya.
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus kedua yang dibahas dari aspek daya saing daerah adalah folus fasilitas
wilayah/infrastruktur. Fokus ini menganalisa upaya penyedian sarana dan prasarana oleh
pemerintah daerah dalam rangka menarik investor usaha agar berinvestasi dan membuka
usahanya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari data yang tersedia untuk menganalisa fokus
fasilitas wilayah/infrastruktur diukur dari sub fokus otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang
didetailkan lagi pada Jenis, kelas dan jumlah kamar hotel. Ketersediaan infrastruktur
merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah.
Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi
berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah
akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan.

a. Perhubungan

1) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Status jalan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari Jalan Kabupaten sepanjang
2.193,02 km, Jalan Provinsi Berdasarkan Pergub No. 622 Tahun 2018 tentang Jalan Provinsi
yang berada di Kabupaten Kutai Kertanegara adalah sepanjang 180 km, dan Jalan Nasional
Berdasarkan Kep.Men PUPR 290/2015 tentang Jalan Nasional yang berada di Kabupaten Kutai

Kertanegara adalah sepanjang 295 km. Sehingga jumlah total panjang jalan di Kabupaten Kutai
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Kartanegara tahun 2020 adalah sepanjang 2.668,02 km. Rasio panjang jalan per jumlah
kendaraan dari tahun ke tahun semakin bertambah, artinya bahwa dengan panjang jalan yang
ada, jumlah kendaraan semakin bertambah, kepadatan kendaraan semakin bertambah. Jumlah
kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan yang sangat cepat
yaitu sebesar 379,904 unit di Tahun 2016 dan meningkat tajam pada tahun 2020 sebanyak
446,882.

Tabel 11.37
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan
Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020

NO URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020
1 | PanjangJalan (KM ) 2,193.02 | 2,193.02 | 2193.02 | 2,193.02| 2,193.02
2 | jumlah Kendaraan ( Unit) 379,904 | 403,811 | 430,209 | 434,929 | 446,882
3 gis;‘éilgﬁ;‘;;’;giraan 17323 | 184.13 19617 | 19832 203.77

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara
2) Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga

Transportasi air di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui 10 buah dermaga yang tersebar di
beberapa kecamatan, mengalami penurunan jumlah orang dan barang yang tiba dan berangkat
melalui dermaga dengan angkutan sungai selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2016
terangkut sebanyak 212.246 orang dan 96.887 barang, sedangkan tahun 2019 terangkut
sebanyak 119.483 orang dan 90.717 barang. Data tahun 2019 menunjukkan penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya.
b. Perumahan dan Pemukiman

Kebutuhan akan air bersih merupakan hal penting yang harus diperhatikan
ketersediaannya, mengingat sumber air baku di Kabupaten Kutai Kartanegara bersumber dari
Sungai Mahakam yang di dalamnya juga mengalir air limbah baik dari perusahaan maupun dari
limbah rumah tangga. Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih akan
dapat menunjukkan gambaran tentang kondisi kesehatan suatu daerah. Sumber air bersih
diantaranya adalah air dalam kemasan, air isi ulang, air leding, pompa, mata air terlindung dan
sumur terlindung. Dengan melihat sumber air minum ini akan dapat menggambarkan tingkat
kesehatan rumah tangga/masyarakat suatu daerah. Sesuai data terbaru, jumlah rumah tangga
pengguna air bersih meningkat seiring dengan peningkatan jumlah total rumah tangga yang ada

di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan tersebut menyebabkan rasio rumah tangga

pengguna air bersih juga mengalami peningkatan.
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Tabel 11.38
Rasio Penduduk dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) 89,57 83,70 84,88 85,39 87.90
Jumlah Total Rumah Tangga 196.390 | 199.166 | 209.119 | 222.503 | 228.867
Penduduk Berakses Air Minum 419.652 | 439.516 | 464.612 | 486,220 | 508.700
Jumlah Penduduk 657.796 | 674.759 | 677.755 | 761.493 | 729.382
Rasio (%) 57,09 65,13 68,55 63,85 69,74

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Fokus terakhir yang dibahas pada aspek daya saing daerah adalah iklim berinvestasi.
Fokus iklim berinvestasi melihat kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara apakah kondusif dalam
mendukung investasi riil yang masuk ataukah tidak. Penilaian fokus berinvestasi didukung oleh
data angka kriminalitas yang dijabarkan dibawah ini. Peluang investasi di Kutai Kartanegara
masih sangat terbuka, khususnya potensi investasi pangan (pertanian dalam arti luas) dan
potensi investasi sektor energi (batubara dan migas). Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya
minat para investor untuk menanamkan modalnya di Kutai Kartanegara.

a. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan
dalam periode 1 (satu) tahun. Angka kriminalitas juga dapat diartikan rata-rata kejadian
kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Kegiatan yang termasuk tindak kriminal
adalah curanmor (pencurian motor), pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan lain
sebagainya. Angka kriminalitas bermanfaat untuk menilai tingkat keamanan di Kabupaten Kutai
Kartanegara, karena semakin tinggi angka kriminalitas maka Kabupaten Kutai Kartanegara
semakin tidak aman, dan semakin rendah angka kriminalitas maka Kabupaten Kutai
Kertanegara semakin aman. Dalam masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka
semakin tinggi rasa aman yang dimiliki masyarakat, dimana hal ini sangat diperlukan dalam
menjamin iklim berinvestasi.

Dari pendekatan perhitungan angka kriminalitas (crime rate) Kabupaten Kutai Kartanegara
termasuk daerah yang aman mengingat angka kriminalitasnya rendah, dimana pada tahun 2020
memiliki capaian angka kriminalitas sebesar 52,23 persen yang artinya resiko tindak kriminal
penduduk pada tahun tersebut dari crime rate/100.000 penduduk. Angka ini menurun
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019 bahkan mencapai angka

kriminalitas sebesar 64,87.
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Gambar. I1.15

Angka Kriminalitas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2020
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Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019

b. Kualitas Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja terdaftar diKabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan data Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 yang belum

ditempatkan ada sebanyak 6,914 orang, Bila dirinci berdasarkan jenis kelamin 4,730 orang

tercatat berjenis kelamin laki-laki dan 2,184 orang yang berjenis kelamin perempuan, jumlah ini

meningkat dari tahun 2019 dimana jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebanyak 6,354 orang yang terdiri dari

4,425 orang laki-laki dan 1,929 orang perempuan. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat

Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 disajikan dalam tabel dibawabh ini:

Tabel I1.39

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi yang . Penggangguran Bukan Angkatan
Ditamatkan G Terbuka Jumlah Kerja
1) @) 3) (4) (5)

Tidak/Belum pernah sekolah 39285 930 40215 28160
Tidak/belum tamat SD 85076 1883 86959 53 847
SD 61545 2052 63 597 66 950
SMP 82 779 9918 92 697 45 589
SMA 32562 4315 36 877 16 805
SMK 6127 352 6479 3681
Diploma LIL11I/Akademi 678 308 986 -
Universitas 31317 739 32056 5735
Kutai Kartanegara 339369 20497 359866 220767

Sumber: BPS 2020

Adapun capaian indikator kinerja daerah berdasarkan urusan sampai dengan tahun

2020 disajikan pada tabel berikut:
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Tabel 11.40
a Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016-2020

Capaian Indikator Kiner

No Indikator Kinerja Satuan Capaian
Daerah 2016 | 2017 2018 2019 2020
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
I Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
01.01 Laju Per'Fumbuhan % -1,97 1,63 2,16 3,83 -4,44
Ekonomi
01.02 Tingkat inflasi % 3,6 3,76 3,27 2,21 1,33
01.03a PDRB ADHB Milyar Rp 127.869,34 149.220,00 161.920,39 | 162.022,59 | 149.057,82
01.03b PDRB Per Kapita Juta Rp 173.968 198.407 210.467 206.104 185.649
01.04 Indeks gini % 0,27 0,29 0,30 0.278 0.294
Persentase Penduduk di 7,63 7,57 7,41 7,20 7,31
01.05 . o %
Atas Garis Kemiskinan
Persentase Tindak
01.06 Kejahatan Yang % 67,76 77,39 64,98 64,87 52,23
Diselesaikan
01.07 Tingkat pengangguran % 5,72 5,96 5,98 5,7 5,72
01.08.a Jumlah Penduduk (ribu) Jiwa 657.796 674.759 677.755 761.493 729.382
01.08.b Pertumbuhan Penduduk % 2,4 2,32 2,29 2,18 2,13
01.09 Konsumsi perkapita Ribu Rp 10.593 10.692 10.959 11.152 10.72
01.10 IPM % 72,19 72,75 73,15 73,78 73,59
II Fokus Kesejahteraan Sosial
02.01 Pendidikan
02.01.02 | Angka melek huruf % 99,90 99.9 99.93 99.93 99.94
02.01.03 Angka rata-rata lama Tahun 8,71 13.560 13.600 13.580 13.590
sekolah
02.01.4a Angka Partisipasi Kasar % 77.5 77.5 77.85 77.87 79.3
PAUD
Angka Partisipasi Kasar 100.06 99.74 99.85 107.77 102
02.01.4b SD/MI/SDLB %
Angka Partisipasi Kasar 93.07 93.43 93.9 101.92 96.69
02.014¢ | opp/mTs/SMPLB %
Angka Partisipasi Murni 99.65 99.75 99.86 96.98 96.72
02.01.5a SD/MI/SDLB %
Angka Partisipasi Murni 91.19 93.44 93.91 77.51 86.19
02.01.5b SMP/MTs/SMPLB %
02.02 Kesehatan
Angka Kelangsungan per 1.000 13194 13855 13928 13470 12862
02.02.01 ) . .
Hidup Bayi kelahiran
02.02.02 Angka Kematian Bayi per 1'.000 58 166 178 46 186
kelahiran
02.02.03 | Angka Harapan Hidup Tahun 71.64 71.68 71.93 72.21 72.34
Jumlah Balita Gizi 88 73 73 69 76
02.02.04 kurang mendapat Balita
perawatan
02.03 Pertanahan
02.03.01 Persent.a.se Luas Lahan % 0.043 0.64 0.22 1.2 0.57
Bersertifikat
0203.02 | Penvelesaian Kasus % 85,70 69.23 95.83 91.89 100
Tanah Negara
02.03.03 | Penyelesaian Izin Lokasi % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
02.04 Ketenagakerjaan
02.04.01 Rasio penduduk yang % na na na 84% 94,3%
bekerja
020402 | Jwmlah penduduk yang orang 320.865 | 337.050 | 355317 | 339.369
bekerja
02.04.03 | Jumlah Angkatan Kerja orang 307.146 540.658 556.907 377924 359.866

111

Fokus Budaya dan Olahraga

Bzl
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No

Indikator Kinerja
Daerah

Satuan

Capaian

2016

2017

2018

2019

03.01

Kebudayaan

03.01.01

Penyelenggaraan
festival seni dan budaya

Event

10

13

03.01.02

Benda, Situs dan
Kawasan Cagar Budaya
yang dilestarikan

unit

03.01.03

Jumlah karya budaya
yang direvitalisasi dan
inventarisasi

unit

03.01.04

Jumlah cagar budaya
yang dikelola secara
terpadu

unit

Aspek Pelayanan Umum

A

Urusan Pemerintahan Wajib

1

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan

Pelayanan Dasar

01.01

Urusan Pendidikan

1.1.1a

Angka Partisipasi
Sekolah SD/MI

%

100.2

100.21

102.04

103

100.99

1.1.1b

Angka Partisipasi
Sekolah SLTP/MTS

%

99.87

101.78

100.67

107.91

100.2

1.1.2a

Rasio ketersediaan
sekolah SD/MI dan
SLTP/MTs

per 10.000

Rasio Ketersediaan
Sekolah Terhadap
Penduduk Usia Sekolah
SD / MI

Rasio

1:183

1:177

1:160

1:171

1:193

Rasio Ketersediaan
Sekolah Terhadap
Penduduk Usia Sekolah
SMP / MTs

Rasio

1:268

1:303

1:326

1:218

1:287

1.1.3a

Rasio Murid terhadap
Guru SD

Per 1 guru

1.1.3b

Rasio Murid terhadap
Guru SLTP/MTs

Per 1 guru

1.1.5a

Angka Putus Sekolah
SD/MI/SDLB

%

65

194

1.1.5b

Angka Putus Sekolah
SMP/MTs/SMPLB

%

98

79

158

68

145

1.1.6a

Angka Kelulusan
SD/MI/SDLB

%

100

100

99.14

100

100

1.1.6b

Angka Kelulusan
SMP/MTs/SMPLB

%

99.45

99.98

99.95

98.73

99.56

1.1.7.a

Angka Melanjutkan
SD/MI ke SLTP/MTs

%

99.89

100

99.98

91.02

99.05

1.1.7.b

Angka Melanjutkan
SLTP/MTs ke
SLTA/MA/SMK

%

88.82

89.12

88.23

89.45

90.01

1.1.8.a

Guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D-IV

%

80.37

76.46

81.94

82.53

83.87

1.1.9

Harapan Usia Lama
Sekolah

Tahun

13,26

13,56

13,57

13,58

13.59

01.02

Urusan Kesehatan

01.02.01

Rasio posyandu per
satuan balita

Unit/Jiwa

1,49

1,00

1,00

1,00

1,00

Jumlah balita

Jiwa

54.623

68.713

74.900

74983
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RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022

No Indikator Kinerja Satuan Capaian
Daerah 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Posyandu Unit 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00
Rasio Puskesmas,
Poliklinik dan Pustu Per | - oF 10000 2,87 2,87 188 21.7 17.4
Satuan Penduduk penduduk
01.02.02 g‘anvl\}:?ll;:;kesmas Unit 14 14 14 14 14
gla“x::llizgkesmas Non Unit 18 18 18 18 18
01.02.03 Jumlah Poliklinik Unit 40 40 40 40 40
Jumlah Pustu Unit 177 177 177 177 177
01.02.04 | Jumlah Penduduk Jiwa 657.796 674.759 677.755 761.493 729.382
Jumlah Rumah Sakit
(RS Umum Pemerintah Unit 3 3 3 3 3
01.02.05 | dan RS Khusus)
Rasio Rumah Sakit per Unit/Jiwa
satuan penduduk (per 1.000) 0,0041 0,0040 0,0039 0,0038 0,0038
Jumlah Dokter Umum Jiwa 122 182 182 182 182
01.02.06 Jumlah Dokter Spesialis 72 52 52 52 52
?:Zt;’ugitter per satuan DOktZr/ Jiw 3,79 24,02 24,02 24,02 24,02
Jumlah tenaga medis .
(Bidan + Perawat) Jiwa 1.654 1.743 1.743 1.743 1.743
L‘;g;lih Tenaga Medis Juwa 617 646 646 646 646
L‘le‘:ﬁlazenaga Medis Jiwa 1.037 1.097 1.097 1.097 1.097
Rasio tenaga medis Tenaga
01.02.07 | bidan per satuan Medis/Jiwa 0,44 0,43 0,43 0,43 0,43
penduduk
Rasio Tenaga Medis Per
Bidan 100.000 94,18 85,08 85,08 85,08 85,08
Penduduk
Rasio Tenaga Medis Per
Perawat 100.000 158,28 145,80 145,80 145,80 145,80
Penduduk
01.02.08 Jumlah Kematian Bayi 1/1000 KH 58 166 178 46 186
Jumlah Kematian Balita 1/1000 KH 15 14 14,4 14,6 16,3
01.02.09 | Jumlah Kematian Ibu 1/101((;000 32 35 22 24 30
Cakupan komplikasi 114 105 85.9 117 142
01.02.11 | kebidanan yang %
ditangani
Cakupan
Desa/kelurahan
01.02.12 Unive/zrsal Child % 71 78 78.5 97 108
Immunization (UCI)
Cakupan penemuan dan
01.02.13 | penanganan penderita % 59.8 63.1 83.7 52.1 715
penyakit TBC
Cakupan Balita Gizi
01.02.14 Buruk mendapat % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
perawatan
Cakupan penemuan dan
01.02.15 | penanganan penderita % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
penyakit DBD
01.02.16 Egls‘;‘}f’;zfiziizi“ % 100,00 100,00 100,00 | 100,00 | 100,00
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RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022

No Indikator Kinerja Satuan Capaian
Daerah 2016 2017 2018 2019 2020

pasien masyarakat
miskin

01.02.17 | Cakupan kunjungan bayi % 819 79.5 82.5 108.2 104.1

01.02.18 | Penemuan Kasus HIV Kasus 40 60
Cakupan balita 61,7% 48.15% 16.7% 26.1% 15,9%

01.02.19 | pneumonia yang %
ditangani

01.02.20 P.enanganan penderita % 78,2% 70.4% 57.6% 51.7% 77,2%
diare

01.03 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status

01.03.01 Jalan Nasional Km 367,55 360,65 360,65 360,65 360,65
Jalan Propinsi Km 353,90 222,24 222,24 222,24 222,24
Jalan Kabupaten Km 2.193,02 2.193,02 2.193,02 2.193,02 2.193,02
Proporsi panjang 83.75 91.03 48.79 101.47 46.97

01.03.02 | jaringan jalan dalam %
kondisi baik
Persentase irigasi

01.03.04 | kabupaten dalam % 66.93 70.63 73.01 74.18 77.42
kondisi baik

01.04 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

01.0401 | Rumah tangga pengguna % 89.57 83.7 84,02 85,39 87.90
air bersih
Rumah tangga ber

01.04.03 o % 91.97 85.29 85,98 86,52 81.71
sanitasi

01.04.04 Elel;sientase rumah layak % 0.252 0.252 0.241 0.231 0.249

01.03.11 | Fersentase pemukiman % 0.0063 | 00062 | 00059 | 00053 | 0.0053
kumuh
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan

01.05
Masyarakat
Persentase Tindak

01.05.01 | Kejahatan Yang % 82 78 95 97 99
Diselesaikan

01.05.02 | umiah kejahatan yang na 1.057 606 619 460
dilaporkan

01.06 Urusan Sosial

01.06.01 ]u.mlz.ih penduduk jiwa 55,82 56,57 56,56 56,34 58,42
miskin

01.06.02 PMKS yg me.mperoleh % 60 68 70.27 70.32 70.37
bantuan sosial
Penanganan 60 68 70.27 70.32 70.37
penyandang masalah %

01.06.03 | kesejahteraan sosial
{Emlah lanjut usia >60 orang 55525 | 21735 53740 | 58055 | 55.525

2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar

02.01 Urusan Tenaga Kerja

02.01.01 | lingkatpartisipasi % 60,07 62,95 64,36 62,95 61,98
angkatan kerja
Angka sengketa

02.01.02 pefgusahag-pekerja per Jumlah 77 71 38 46 49

sengketa

tahun

0201.03 | |ingkatpengangguran % 7.70 5.72 5.96 5.98 5.70
terbuka

02.01.04 | Penduduk bekerja Orang 275.749 320.865 337.050 320.863 339.369
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RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022

No Indikator Kinerja Satuan Capaian
Daerah 2016 2017 2018 2019 2020

02.01.05 | Jumlah Angkatan Kerja Orang 307.146 540.658 556.907 377.924 359.866

02.02 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase partisipasi

02.02.01 | perempuan di lembaga % 8.89 8.89 8.89 15.56 15.56
pemerintah

02.02.03 | Rasio KDRT % 0.028 0.034 0.036 0.031 0.034

020205 | Partisipasiangkatan % 31,40 41,06 42,28 45,78 44,10
kerja perempuan
Penyelesaian pengaduan

02.02.06 | Perlindungan % 100 100 100 100 100
perempuan dan anak
dari tindakan kekerasan

02.03 Urusan Pangan

02.03.01 Ketersediaan Pangan Kg/Tahun 94,61 118,82 133,05 129,32 128,72

02.03.02 | Jumlah produksi padi Ton 147.284 180.110 137.196 121,203 153,599
Jumlah Produksi

02.03.03 | Komoditas Pangan Ton 989.984 892.919 627.536 | 526.475 718,357
Hewani (Sapi)

02.03.05 Regulasi ketahanan - 1 regulasi 1 regulasi 1regulasi | 1regulasi | 1regulasi
pangan
jumlah konsumsi kalori

02.03.06 . na 2084 1687 1851 1.983,50
perkapita

02.04 Urusan Pertanahan

02.04.01 Persent.a.se luas lahan % 0.043 0.64 0.22 1.2 0.57
bersertifikat

02.04.02 Penyelesaian kasus % - 69.23 95.83 91.89 100
tanah Negara

02.04.03 Penyelesaian izin lokasi % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

02.05 Urusan Lingkungan Hidup

02.05.01 | fersentase penanganan % na 50.98 72.12 77.15 78.05
sampah

02.05.02 | Indeks Kualitas udara % 76.63 89.93 69.51 91.68 85.94

02.05.04 | LuasRuang Terbuka Ha 58.68 59.88 62.17 64.35 65.81
Hijau Publik

02.05.05 ?Z;Zif:ﬁ;ﬁa;ﬁﬂfﬁlg % 14.97 15.73 16.85 17.63 18.03

02.06 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

020601 | Kepemilikan Akta % 89,04% | 90.80% | 92,64% | 93.75% | 96.14%
Kelahiran

02.06.02 | Kepadatan penduduk org/ha 27 27 28 29 30

02.06.03 Laju pertumbuhan % 2,4 2,32 2,29 2,18 2,13
penduduk

02.07 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

02.07.01 | Indeks Desa nilai NA 0.582 0.582 0.642 0.685
Membangun

02.08 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

02.08.01 gii‘i‘f‘pan peserta KB pasangan 76,08 72,64 74,66 73.29 76.41

02.08.02 Egt/‘gf;;fjﬁ E‘ganga“ Rasio 2,90 0,34 0,38 0,36 0,40

02.09 Urusan Perhubungan

02.09.01 | Jumlah angkutan darat Unit 57 57 57 57 57

02.09.02 | Jumlah ijin trayek Trayek 13 13 13 15 15

02.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

02.10.01 | Indeks SPBE | Indeks | Na | 3.94 3.20 2.21 2.97

02.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

02.11.01 | Persentase koperasi | % | 7679% | 77.13% | 81.30% | 81.85% | 82.11%

HEl




RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022

No Indikator Kinerja Satuan Capaian
Daerah 2016 2017 2018 2019 2020
aktif
02.11,02 | Fersentase Usaha Mikro % 97.45% | 97.10% | 97.16% | 97.03% | 96.77%
dan Kecil
02.12 Urusan Penanaman Modal
02.12.01 | Nilai Investasi
Nilai Investasi Dalam Rp 973.606.0 | 2.273.427 | 2.601.43 gg;ggg ;igggg
Negeri 15.564 | .091.953 | 0.665.027 0.00 0.00
Nilai I tasi Asi Uss 2.272.030. | 925.060. | 1.317.530 2333(7)3 Zggggé
ralfivestast Asing 595.825 | 848.968 | .991.997 U U
00 00
02.13 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
02.13.01 Jumlah organisasi Organisasi 143 143 143 58 53
pemuda
02.13.02 Jumlah organisasi Organisasi 51 51 51 30 57
olahraga
02.13.03 Jumlah kegiatan Kegiatan 4 6 6 8 11
kepemudaan
02.13.04 Jumlah kegiatan Kegiatan 9 9 9 12 19
olahraga
Gelanggang / balai 187 187 187 187 187
02.13.05 | remaja (selain milik Unit
swasta)
02.13.06 Lapangan olahraga Unit 1,342 1,342 1,342 544 753
02.14 Urusan Statistik
02.14.01 Buku Kutai Kartanegara i 1 1 1 1 1
Dalam Angka
02.14.02 | BukuPDRB Kutai . 2 2 2 2 2
Kartanegara
02.15 Urusan Perpustakaan
Pertumbuhan
02.16.01 | Kunjungan Masyarakat % n.a 1091 -35.96 14.04 | -2434.88
Ke Perpustakaan
02.16 Urusan Kearsipan
Persentase Perangkat
02.17.01 | Daerah yang mengelola % 61.39 68.97 77.59 100 100
arsip secara baku
B Urusan Pemerintahan Pilihan
1 Urusan Kelautan dan Perikanan
01.01 Nilai tukar nelayan % 101.3 102 103 103 100.3
01.02 Produksi Ikan Ton 151.958.7 158.644.3 177.305.9 189.974.2 202.277.3
2 Urusan Pariwisata
02.01 Jumlah kunjungan Orang 1822.286 | 1795245 | 1720217 | 1596777 | 693246
wisatawan
02.01.01 Pert_umbuhar_l % 3395 148 -4.36 -7.73 -130.33
kunjungan wisata
3 Urusan Pertanian
03.01 Produksi padi ton 147.284 180.110 137.196 121,203 153,599
4 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
05.01 Jumlah pengguna listrik jumlah 144.317 144.557 163.615 190.085 194.685
05.02 Rasio Elektrifikasi % 0.6943 0.6953 0.7375 0.8959 0.9012
5 Urusan Perdagangan
06.01 Prasarana Pasar 39 40 40 40 40
06.02 Cakupan bina kelompok % 3,440 3,710 3,710 4,939 4,939
pedagang (%)
06.03 Ketersediaan lokasi PKL wilayah 4 4 4 4 4
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RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022

No Indikator Kinerja Satuan Capaian
Daerah 2016 | 2017 2018 2019 2020

6 Urusan Perindustrian
Kontribusi sektor

07.01 Industri Pengolahan % 4,07 4,10 4.08 4.26 4.49
terhadap PDRB

0702 | Fertumbuhanindustri % 8,59 4,24 6,33 3,88 -3.22
Pengolahan

07.03 Jumlah IKM IKM 8.906 8.906 4.775 4.777 2.523

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN

BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Pada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD ini mencakup telaahan terhadap
hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Hasil evaluasi ini
merupakan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan
realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat
Daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang
berkenaan.

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, pemantauan (monitoring) memegang
peranan yang strategis, yaitu dalam memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang
telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif. Disamping itu, hasil pemantauan dapat
digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur sejauhmana pelaksanaan program dan

kegiatan telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

A. Capaian Kinerja Output dan Realisasi Keuangan

Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian RKPD sampai dengan Triwulan Empat Tahun 2020
rata-rata kinerja output mencapai 92.75 %, realisasi keuangan mencapai 67.64% atau sekitar
Rp. 2.305.163.413.032 dari pagu setelah perubahan APBD 2020 sebesar Rp. 3.407.918.777.070.
Dengan demikian secara umum capaian kinerja output sudah sangat baik walau dari sisi
realisasi keuangan termasuk dalam kategori rendah, Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Fisik
Perangkat Daerah Kutai Kartanegara sampai dengan Triwulan Empat Tahun 2020 dapat dilihat
pada tabel berikut :

Tabel 11.41
Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Fisik Perangkat Daerah
Kutai Kartanegara Sampai Dengan Triwulan 4 Tahun 2020

REALISASI REALISASI
(Rp.) (%)
1 010101 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 443.492.898.407 258.844.306.108 58,36 78,56%
2 010201 - Dinas Kesehatan 284.215.540.552 174.045.081.147 61,24 78,99%
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RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022

REALISASI REALISASI
NO. NAMA OPD PAGU (Rp.) KEUANGAN Keuangan | Fisik (%)
(Rp.) (%)

3 010202 - RSUD Aji Muhammad Parikesit 268.720.719.363 42.374.736.735 15,77 106,90%

4 010203 - RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti 84.871.757.361 45.113.604.199 53,16 96,51%

5 010204 - RSUD Dayaku Raja 77.781.800.350 50.651.097.515 65,12 84,33%

6 010301 - Dinas Pekerjaan Umum 700.569.504.671 490.445.925.352 70,01 92,90%

7 010401 - Dinas Perumahan dan Kawasan 278.289.346.100 207.865.098.816 74,69 91,55%
Permukiman

8 010501 - Satuan Polisi Pamong Praja 16.595.610.947 15.511.551.227 93,47 95,03%

9 010502 - Badan Penanggulangan Bencana 26.065.318.936 20.675.245.191 79,32 91,13%
Daerah

10 010503 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7.264.723.943 6.865.374.494 94,50 96,26%

11 010601 - Dinas Sosial 12.370.491.294 9.431.256.989 76,24 89,07%

12 020101 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 6.944.822.030 5.435.421.316 78,27 90,91%

13 020201 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 4.541.822.422 3.948.997.982 86,95 87,44%
Perlindungan Anak

14 020301 - Dinas Ketahanan Pangan 6.813.153.914 5.506.507.004 80,82 96,91%

15 020401 - Dinas Pertanahan dan Penataan 49.394.145.010 41.483.704.515 83,99 93,43%
Ruang

16 020501 - Dinas Lingkungan Hidup dan 20.671.275.814 17.206.717.998 83,24 89,80%
Kehutanan

17 020601 - Dinas Kependudukan dan Catatan 19.706.000.726 18.260.970.614 92,67 106,59%
Sipil

18 020701 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 12.321.403.287 10.155.553.419 82,42 94,43%
Desa

19 020801 - Dinas Pengendalian Penduduk dan 11.947.913.995 8.599.966.963 71,98 82,41%
Keluarga Berencana

20 020901 - Dinas Perhubungan 35.949.593.943 32.203.026.985 89,58 97,43%

21 021001 - Dinas Komunikasi Dan Informatika 22.458.810.966 17.697.923.256 78,80 91,26%

22 021101 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 5.562.891.048 4.283.917.794 77,01 96,18%
Menengah

23 021201 - Dinas Penanaman Modal dan 11.184.678.933 10.536.001.369 94,20 94,81%
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

24 021301 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 36.826.936.891 25.943.677.955 70,45 93,65%

25 021801 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 5.450.614.020 5.221.726.621 95,80 99,13%

26 030101 - Dinas Kelautan dan Perikanan 44.328.271.687 32.446.237.407 73,20 92,29%

27 030201 - Dinas Pariwisata 31.141.307.137 19.164.692.695 61,54 80,36%

28 030301 - Dinas Pertanian dan Peternakan 84.059.808.094 55.630.265.890 66,18 66,53%

29 030302 - Dinas Perkebunan 24.234.095.504 21.580.022.604 89,05 94,62%

30 030501 - Dinas Energi dan Sumber Daya 24.072.608.626 22.764.170.241 94,56 99,08%
Mineral

31 030701 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan 30.045.889.068 25.898.161.237 86,20 87,57%

32 040101 - Badan Perencanaan Pembangunan 20.207.780.098 17.154.454.774 84,89 88,89%
Daerah

33 040201 - Badan Pendapatan Daerah 18.069.213.181 14.962.170.550 82,80 89,08%

34 040202 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset 25.588.209.931 19.386.517.060 75,76 87,62%
Daerah

35 040301 - Badan Kepegawaian dan 13.599.482.215 10.003.669.380 73,56 89,48%
Pengembangan Sumber Daya Manusia
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RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022

REALISASI REALISASI
NO. NAMA OPD PAGU (Rp.) KEUANGAN [ Keuangan | Fisik (%)
(Rp.) (%)
36 040403 - Badan Penelitian dan Pengembangan 5.017.894.484 4.716.886.526 94,00 94,16%
Daerah
37 040501 - Sekretariat Daerah 109.676.284.890 84.398.899.774 76,95 87,50%
38 040604 - Sekretariat DPRD 91.227.608.954 82.246.827.411 90,16 91,60%
39 040701 - Inspektorat Kabupaten 15.802.148.755 13.371.310.815 84,62 99,13%
40 040806 - Kecamatan Tenggarong 75.296.307.328 53.368.870.656 70,88 90,88%
41 040807 - Kecamatan Tenggarong Seberang 27.100.732.485 26.477.486.100 97,70 98,00%
42 040808 - Kecamatan Loa Kulu 33.258.396.814 32.760.296.263 98,50 100,00%
43 040809 - Kecamatan Loa Janan 19.180.111.047 17.807.927.437 92,85 96,49%
44 040810 - Kecamatan Muara Badak 20.631.578.458 14.928.292.633 72,36 85,21%
45 040811 - Kecamatan Marang Kayu 9.377.558.170 9.265.862.519 98,81 99,07%
46 040812 - Kecamatan Muara Jawa 60.458.150.776 49.055.017.989 81,14 83,26%
47 040813 - Kecamatan Samboja 87.712.703.341 66.488.609.006 75,80 95.92%
48 040814 - Kecamatan Sebulu 8.239.184.757 7.780.316.361 94,43 94,69%
49 040815 - Kecamatan Muara Kaman 12.632.742.890 11.523.053.579 91,22 99,42%
50 040816 - Kecamatan Kota Bangun 11.397.602.139 11.037.831.067 96,84 99,31%
51 040817 - Kecamatan Muara Muntai 3.331.445.557 2.567.500.190 77,07 96,95%
52 040818 - Kecamatan Kenohan 4.204.731.548 3.799.587.362 90,36 94,20%
53 040819 - Kecamatan Kembang Janggut 6.476.638.820 6.171.221.150 95,28 95,72%
54 040820 - Kecamatan Tabang 2.652.377.322 2.438.397.615 91,93 95,46%
55 040821 - Kecamatan Muara Wis 4.401.226.307 4.318.559.111 98,12 100,00%
56 040822 - Kecamatan Sanga-Sanga 17.396.814.081 16.812.410.912 96,64 98,34%
57 040823 - Kecamatan Anggana 14.560.418.647 14.168.441.668 97,31 97,67%
58 040905 - Sekretariat DP. Korpri 2.527.679.038 2.362.053.486 93,45 98,83%
TOTAL 3.407.918.777.070 | 2.305.163.413.032 67,64 92,75%

Sumber : e-pantau Kutai Kartanegara Tahun 2020

B. Capaian Program Prioritas RKPD

Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang

merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian

prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta

syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan

daerah. Hal

tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil

identifikasi

permasalahan yang dihadapi. Rekapitulasi Capaian Program Prioritas RKPD Tahun 2020 sampai

dengan Triwulan IV disajikan pada tabel berikut :
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Tabel 11.42
Rekapitulasi Capaian Program Prioritas RKPD Tahun 2020 Sampai Dengan
Triwulan 4 Tahun 2020

PROGRAM

INDIKATOR
PROGRAM

SATUAN

TAHUN 2020

CAPAIAN

TARGET

KINERJA (%)

Program Pemantapan
Reformasi Birokrasi

Tingkat Ketepatan
Struktur dan ukuran
Organisasi

Persen

96,55

74,50 77,16

Indeks Pelayanan
Publik PD Predikat A

Persen

60,00

60,00 100,00

Persentase Nilai SAKIP
PD Predikat A

Persen

43,00

43,00 100,00

Nilai Rata-rata
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah

nilai Rata-
Rata

85,00

70,70 83,18

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur (Kabupaten)

Persentase ASN yang
mengikuti
penjenjangan, teknis
fungsional dan
sertifikasi

Persen

70,00

71,14 101,63

Tingkat
pengembangan
kompetensi ASN

Persen

39,00

19,70 50,51

Program perencanaan,
pengendalian
pembangunan daerah

Tingkat kesesuaian
Program antara
RPJMD-RKPD

Persen

100,00

100,00 100,00

Presentase Konsistensi
Kegiatan RKPD dengan
APBD

Persen

99,00

99,00 100,00

Program Penelitian Umum

Cakupan Inovasi di
bidang Teknologi

Persen

67,00

67,00 100,00

Cakupan Penelitian
bidang Sosial Budaya
dan Kemasyarakatan

Persen

69,00

69,00 100,00

Cakupan Penelitian
bidang Ekonomi dan
Pembangunan

Persen

71,00

71,00 100,00

Cakupan Penelitian
dibidang
Pemerintahan

Persen

71,00

65,00 91,55

Program peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan keuangan
Daerah (BPKAD)

Penyampaian LKPD
tepat waktu

Persen

100,00

100,00 100,00

Penetapan APBD dan
APBD Perubahan

Persen

100,00

100,00 100,00

Penerbitan SP2D tepat
Waktu

Persen

90,00

258,09 286,76

Program Pembinaan dan
Pengelolaan Kearsipan

Persentase OPD yang
menerapkan Arsip
secara baku

Persen

80,00

100,00 125,00

Cakupan PD yang
terkoneksi dengan
sistem informasi
kearsipan

Persen

2,00

Jumlah dokumen arsip
yang diselamatkan dan
dilestarikan

dokumen

10.867,00

10.867,00 100,00

Program Penataan
Administrasi
Kependudukan

Rasio Pasangan Non
Muslim berAkta Nikah

Persen

86,00

40,78 47,42

5o [
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PROGRAM

INDIKATOR
PROGRAM

SATUAN

TAHUN 2020

TARGET

KINERJA

CAPAIAN
(%)

Persentase
Kepemilikan Akta
Kelahiran

Persen

98,00

97,04

99,02

Cakupan KTP
Elektronik

Persen

98,00

98,00

100,00

Persentase Pelayanan
Akta Kematian

Persen

100,00

100,00

100,00

Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa

Cakupan Layanan
Sistem Informasi yang
terintegrasi

Persen

46,00

38,00

82,61

Cakupan Sistem
Informasi E-
Government yang aktif

Persen

100,00

100,00

100,00

Cakupan Pengelolaan
dan Layanan Informasi
Publik

Persen

62,00

90,00

145,16

Cakupan Layanan
Internet di Kecamatan,
Desa dan Kelurahan

Persen

90,00

90,00

100,00

Program pencegahan dini
dan penanggulangan
korban bencana alam

Jumlah
Desa/Kelurahan
Tangguh Bencana

Desa/Kel

6,00

6,00

100,00

Cakupan Layanan
Informasi Rawan
Bencana

persen

100,00

16,66

16,66

Program Pendidikan Anak
Usia Dini

Indeks Mutu
Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD)

skors

3,00

5,39

179,67

Persetase sekolah
PAUD terakreditasi

persen

67,00

73,30

109,40

Angka Partispasi Kasar
PAUD

Persen

78,00

79,30

101,67

Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun

Angka Partisipasi
Kasar SMP/MTs

persen

96,75

100,97

104,36

Angka Partisipasi
Murni SMP/MTs

persen

99,70

100,00

100,30

Indeks Mutu
Pendidikan SMP

skor

5,40

5,55

102,78

Angka Partisipasi
Kasar SD/MI

persen

100,00

100,00

100,00

Angka Partisipasi
Murni SD/MI

persen

99,70

100,00

100,30

Indeks Mutu
Pendidikan SD

skor

5,50

5,75

104,55

Program Pendidikan Non
Formal

Angka Melek Huruf

persen

99,61

99,94

100,33

Cakupan
penyelenggara
Pendidikan Kecakapan
Hidup yang aktif

Persen

60,61

88,90

146,68

Cakupan Penanganan
Putus Sekolah

persen

50,00

52,00

104,00

Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Indeks Standar
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

skor

510

5,10

100,00

Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan

Rasio pengunjung
perpustakaan per
tahun

Rasio

0,59

0,02

3,39

Persentase
perpustakaan desa /

Persen

35,00

35,00

100,00
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TAHUN 2020

INDIKATOR CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM YOG TARGET KINERJA (%)
taman baca yang aktif
Program Upaya Kesehatan Persentase capaian 12 Persen 100,00 76,00 76,00
Masyarakat Indikator SPM
Terlaksananya edukasi persen - 100,00 100,00
tentang pelayanan
kesehatan yang akan
diberikan
Tingkat kepuasan Persen 100,00 100,00 100,00
Pasien
Program Pengadaan Persentase persen 85,00 85,00 100,00
Peningkatan dan Perbaikan | pemenuhan sarana,
Sarana dan Prasarana prasarana dan alat
Puskesmas/ Puskesmas kesehatan puskesmas
Pembantu dan Jaringannya | dan jaringannya
Program pengadaan, Persentase Peralatan Persen 70,00 100,00 142,86
peningkatan saranadan Sesuai Standar Rumah
prasarana rumah sakit/ Sakit Kelas C
rumah sakitjiwa/ rumah
sakit paru-paru/ rumah
sakitmata. (RSUD DAYAKU
RAJA
Program obat dan Persentase persen 100,00 97,78 97,78
perbekalan Kesehatan penggunaan obat
generik di Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Persentase persen 80,00 100,00 125,00
ketersediaan
perbekalan kesehatan
di Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama
(FKTP)
Program Pembinaan Cakupan pelayanan persen 95,00 103,71 109,17
Pelayanan Kesehatan [bu kesehatan ibu bersalin
dan Reproduksi
Cakupan pelayanan persen 95,00 95,17 100,18
kesehatan ibu hamil
Program Perbaikan Gizi Prevalensi Balita persen 9,00 7,21 80,11
Masyarakat Kurus
Prevalensi Balita Gizi persen 17,00 11,75 69,12
Kurang
Prevalensi Balita persen 28,00 16,19 57,82
Stunting
Persentase Ibu Hamil persen 95,00 98,41 103,59
KEK mendapat PMT
Persentase balita Gizi persen 100,00 100,00 100,00
Buruk mendapat
perawatan
Program Pembinaan Cakupan Pencari Kerja Persen 27,00 43,68 161,78
Pemberdayaan dan yang Terdaftar
Perluasan Kesempatan ditempatkan
Kerja
Program peningkatan Presentase Pemuda Persen 13,22 98,00 741,30
upaya penumbuhan yang menjadi
kewirausahaan dan wirausaha
kecakapan hidup pemuda
Program pengembangan Jumlah Kelompok Kelompok 160,00 20,00 12,50
lembaga ekonomi pedesaan | Usaha Ekonomi
Masyarakat
Prosentase Persen 75,00 75,00 100,00
Perkembangan
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PROGRAM

INDIKATOR
PROGRAM

SATUAN

TAHUN 2020

TARGET

KINERJA

CAPAIAN
(%)

BUMDes aktif

Jumlah Pengurus
Pengelola Pasar Desa
yang aktif

Kelompok

65,00

99,00

152,31

Program Rehabilitasi Sosial
Bagi PMKS

Persentase
penyandang cacat fisik
dan mental, serta
lanjut usia tidak
potensial yang telah
menerima jaminan
sosial

persen

3,00

3,00

100,00

Persentase PMKS yang
tertangani

persen

100,00

100,00

100,00

Program Perlindungan dan
Jaminan Sosial

Persentase korban
bencana dan kelompok
rentan yang menerima
bantuan dan jaminan
pada masa tanggap
darurat

persen

100,00

74,00

74,00

Persentase Keluarga
Penerima Manfaat
(KPM) yang
memperoleh bantuan
sosial untuk
pemenuhan kebutuhan
dasar

persen

100,00

100,00

100,00

Program Pemberdayaan
Sosial

Persentase Potensi
Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS)
Kelembagaan yang
berperan Aktiv dalam
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

persen

10,00

10,00

100,00

Presentase pihak pihak
yang berperan aktiv
dalam pelestarian nilai
nilai kepahlawanan,
keperintisan,
kesetiakawanan dan
restorasi Sosial.

Persen

26,00

26,00

100,00

Persentase Potensi
Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS)
Perorangan yang
berperan Aktiv dalam
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

Persen

20,00

20,00

100,00

Prosentase Veteran
dan Janda veteran
yang menerima
Santunan

Persen

100,00

100,00

100,00

Program Pengembangan
Usaha Mikro Masyarakat
Miskin Produktif

Cakupan fasilitasi
masyarakat miskin
usia produktif untuk
menjadi wirausaha
baru

Orang

300,00

290,00

96,67

Program Penanggulangan
Kemiskinan Bidang
Pertanian

Cakupan petani miskin
yang mendapat
bantuan modal usaha

persen

26,00

Program Penanggulangan
Kemiskinan Bidang

Jumlah Pekebun
Miskin yang Mendapat

Orang
Pekebun

12,00

12,00

100,00
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TR INDIKATOR SRS TAHUN 2020 CAPAIAN
PROGRAM TARGET KINERJA (%)
Perkebunan Bantuan
Program Ketahanan dan Cakupan Keluarga Persen 87,15 62,32 71,51
Pemberdayaan Keluarga Anggota BKL yang ber-
KB
Cakupan PUS Peserta Persen 40,59 57,70 142,15
KB Anggota Usaha
Peningkatan
Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) yg
Ber-KB Mandiri
Cakupan Keluarga Persen 93,59 83,68 89,41
Anggota BKR yang ber-
KB
Cakupan Keluarga Persen 87,15 71,32 81,84
Anggota BKB yang ber-
KB
Program Bedah Rumah Cakupan rumah tidak Persen 56,17 74,05 131,83
layak huni yang
direnovasi
Program Peningkatan Persentase perempuan Persen 26,24 25,40 96,80
Kualitas Hidup dan di legislatif dan
Perlindungan Perempuan Eksekutif
Program Pemberdayaan Persentase Pelaku persen 8,84 8,84 100,00
Ekonomi Perempuan Usaha Perempuan
yang mendapatkan
pembinaan
Program Pemenuhan Hak- Kecamatan Layak Anak Persen 55,60 66,67 119,91
Hak Anak
Program Pengendalian Persentase Perusahaan persen 10,18 10,00 98,23
Penanaman Modal PMDN/PMA yang
patuh melaporkan
Realisasi Investasi
secara Periodik
(LKPM)
Program Peningkatan Jumlah Investor jumlah 44,00 44,00 100,00
Promosi dan Kerjasama PMDN/PMA investor
Investasi
Program Peningkatan dan Rata-rata Lama Jam 1,00 1,00 100,00
Kemudahan Pelayanan Pengurusan Perizinan
Perizinan dan dan Nonperizinan
Nonperizinan
Program Pengembangan Penilaian Kepuasan Skor 85,00 85,00 100,00
sistem Evaluasi dan Masyarakat dan Pelaku
Advokasi Layanan Dunia Usaha terhadap
Pelayanan
Program Peningkatan Pertumbuhan pajak Persen 50,00 46,41 92,82
Pendapatan Asli Daerah
Pertumbuhan Persen 32,00 - -
pengelolaan kekayaan
daerah yang
dipisahkan
Pertumbuhan retribusi Persen 15,00 (36,30) (242,00)
Program Peningkatan Persentase Persen 85,00 94,75 111,47
Kelayakan Pengoprasian peningkatan retribusi
Kendaraan Bermotor sektor perhubungan
(PKB, Parkir, Tambat
Kapal,dll)
Program Pengembangan Penguatan Cadangan Ton 25,00 25,00 100,00
Ketersediaan Pangan dan Pangan (beras)
Sistem Distribusi Pangan

_i-c0 [l
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TR INDIKATOR SRS TAHUN 2020 CAPAIAN
PROGRAM TARGET KINERJA (%)

Koefisien variasi Persen 10,00 0,80
pangan (beras) di 1.250,00
tingkat konsumen (CV)
<10%
Terbentuknya Kelompok 3,00 3,00 100,00
Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat
Prosentase Persen 133,00 112,00 84,21
Ketersediaan pangan
(Beras) %

Program Revolusi Jagung Produktivitas Jagung Kw/Ha 43,49 53,43 122,86
(kw/ha)
Pertumbuhan persen 75,00 53,43 71,24
Produksi tanaman
jagung

ProgramProgram Padi Sawah (Kwt/Ha) kwt/ha 57,13 52,39 91,70

Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Pertanian
Padi Ladang (Kwt/Ha) kwt/ha 37,13 37,89 102,04
Kedelai (Kwt/Ha) kwt/ha 14,85 16,70 112,46
Kacang Tanah kwt/ha 13,01 14,30 109,92
(Kwt/Ha)
Ubi Kayu (Kwt/Ha) kwt/ha 309,00 257,30 83,27
Ubi Jalar (Kwt/Ha) kwt/ha 118,51 148,30 125,14
Padi Sawah (Ton) Ton 248.179,00 119.318,90 48,08
Padi ladang (Ton) Ton 18.565,00 17.254,75 92,94
Kedelai (ton) Ton 543,01 13,00 2,39
Kacang Tanah (Ton) Ton 668,00 368,00 55,09
Ubi Kayu (Ton) Ton 59.678,00 22.244,00 37,27
Ubi Jalar (Ton) Ton 6.044,00 6.444,00 106,62
Tanaman Buah (Ton) Ton 64.875,08 95.671,00 147,47
Tanaman Sayuran Ton 36.275,78 46.774,00 128,94
Dataran Rendah (Ton)

Program Pengembangan Persentase Luas Persen 25,00 2,51 10,04

dan Pengelolaan Jaringan cakupan irigasi yang

Irigasi, Rawa dan Jaringan dipelihara

Pengairan Lainnya
Persentase Luas Persen 78,25 77,42 98,94
cakupan irigasi yang
diairi

Program Pemberdayaan Peningkatan Kelas Kelompok 40,00 40,00 100,00

dan Pengembangan Kelompok Masyarakat

Sumberdaya Masyarakat Kelautan dan

KP Perikanan

Program Peningkatan Jumlah TPI Beroperasi Unit 1,00 1,00 100,00

Produksi & Produktifitas

Perikanan
Produksi Budidaya Ton 112.630,00 124.508,00 110,55
Perikanan
Produksi Perikanan Ton 80.213,00 77.768,50 96,95
Tangkap

Program Peningkatan Cakupan Nilai Rupiah 59,00 50,00 84,75

Pemasaran Hasil Produksi Pemasaran Hasil

Pertanian / Peternakan Pertanian Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Pertumbuhan Nilai persen 12,45 12,00 96,39
pemasaran komoditi
pertanian

Peningkatan Produksi Produksi Komoditi Ton 56,00 42,00 75,00

Perkebunan Perkebunan - Kakao
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TR INDIKATOR SRS TAHUN 2020 CAPAIAN
PROGRAM TARGET KINERJA (%)
Produksi Komoditi Ton 12.400,00 19.621,00 158,23
Perkebunan - Karet
Rakyat
PAD Kebun Dinas Rp 415.000.000,00 | 148.050.000,00 35,67
Perkebunan
Produksi Komoditi Ton 4.170,00 1.817,00 43,57
Perkebunan - Lada
Produksi Komoditi Ton 33,00 17,00 51,52
Perkebunan - Kopi
Produksi Komoditi Ton 1.956.894,00 3.370.994,00 172,26
Perkebunan - Sawit
PBS
Produksi Komoditi Ton 588,00 566,00 96,26
Perkebunan - Aren
Produksi Komoditi Ton 741,00 1.846,00 249,12
Perkebunan - Karet
PBS
Produksi Komoditi Ton 5.800,00 7.337,00 126,50
Perkebunan - Kelapa
Produksi Komoditi Ton 290.000,00 231.873,00 79,96
Perkebunan - Sawit
Rakyat
Program Peningkatan Harga Pasar Komoditi Rp/Kg 26.000,00 27.276,00 104,91
Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan - Kopi
Perkebunan
Harga Pasar Komoditi Rp / Kg 1.050,00 1.168,00 111,24
Perkebunan - Sawit
Rakyat
Harga Pasar Komoditi Rp/Kg 20.000,00 19.523,00 97,62
Perkebunan - Aren
Harga Pasar Komoditi Rp/Kg 7.050,00 6.251,00 88,67
Perkebunan - Karet
Harga Pasar Komoditi Rp/Kg 4.500,00 3.827,00 85,04
Perkebunan - Kelapa
Harga Pasar Komoditi Rp/Kg 23.000,00 28.071,00 122,05
Perkebunan - Kakao
Harga Pasar Komoditi Rp/Kg 1.600,00 1.330,00 83,13
Perkebunan - Sawit
PBS
Harga Pasar Komoditi Rp/Kg 100.000,00 46.534,00 46,53
Perkebunan - Lada
Program Pencegahan dan Persentase Penurunan Persen 15,00 29,07 51,61
Penanggulangan Penyakit
Ternak
Program Peningkatan Pertumbuhan populasi persen 14,00 2,10 15,00
Produksi Hasil Peternakan ternak sapi
Pertumbuhan persen 15,00 12,00 80,00
Produksi telur
Pertumbuhan persen 15,00 4,50 30,00
Produksi daging
ternak
Program Peningkatan Koperasi Berprestasi Persen 5,00 - -
Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Koperasi Melakukan Persen 31,00 15,60 50,32
RAT
Cakupan Bina Koperasi Persen 3,64 16,20 445,05
Program Pengembangan Cakupan Bina UMKM Persen 25,00 - -

Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
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TR INDIKATOR SRS TAHUN 2020 CAPAIAN
PROGRAM TARGET KINERJA (%)
Persentase Persen 33,00 28,40 86,06
Implementasi
Kerjasama Koperasi
Program Pengembangan Pertumbuhan Usaha Persen 3,20 3,24 101,25
Kewirausahaan dan Mikro dan Kecil
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Pertumbuhan Omzet Persen 3,28 3,24 98,78
Usaha Mikro
Program Peningkatan Persentase realisasi Persen 40,00 - -
Efisiensi Perdagangan kerjasama
Dalam Negeri
Pertumbuhan Ekspor Persen 2,67 80,00
2.996,25
Pertumbuhan Persen 0,58 26,12
pedagang sektor 4.503,45
perdagangan besar
dan kecil
Program Pemberdayaan pertumbuhan persen 19,90 34,49 173,32
dan Pengembangan Pasar pendapatan pasar
Indeks kepuasaan persen 70,00 72,44 103,49
pelayanan pasar
Indeks Kualitas Pasar Indeks 80,15 43,00 53,65
Program Pengembangan Cakupan Sertifikasi persen 27,00 20,00 74,07
Industri Kecil dan produk IKM
Menengah
Jumlah Sentra kawasan [KM 1,00 - -
Pertumbuhan omzet persen 2,50 1,44 57,60
IKM
Pertumbuhan IKM persen 2,40 (89,33)
(3.722,08)
Program Pengembangan Jumlah Daya Tarik ODTW 6,00 6,00 100,00
Destinasi Pariwisata Wisata Yang
Dikembangkan
Presentase Kontribusi Persen 11,00 1,00 9,09
PAD Sektor Pariwisata
Program Pengembangan Jumlah kunjungan orang 2.201.783,00 693.246,00 31,49
Pemasaran Pariwisata wisatawan
Jumlah analisis pasar dokumen 3,00 3,00 100,00
pariwisata
Cakupan Layanan Data data dan 4,00 2,00 50,00
dan Informasi informasi
Pariwisata
Program Pengembangan Jumlah fasilitasi kegiatan 5,00 8,00 160,00
Ekonomi Kreatif kerjasama
pengembangan
ekonomi kreatif
Jumlah Aktifitas kali 10,00 9,00 90,00
Ekonomi kreatif
berbasis Media, Desain
dan Iptek
Jumlah Aktifitas kali 110,00 52,00 47,27
Ekonomi kreatif
berbasis seni budaya
Program Pengembangan Jumlah Mitra Kelompok 41,00 38,00 92,68
Kemitraan Kelompok
Program Pembangunan Jumlah sarana unit 28,00 41,00 146,43
Sarana Prasarana prasarana
Kepariwisataan kepariwisataan
Program Pelestarian Cagar Cakupan Pelestarian Persen 100,00 100,00 100,00

63 [
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PROGRAM

INDIKATOR
PROGRAM

SATUAN

TAHUN 2020

CAPAIAN

TARGET

KINERJA (%)

Budaya dan Budaya Daerah

Budaya Daerah

Cakupan cagar budaya
dan Museum yang
dilestarikan dan
dikelola

Persen

69,20

73,20 105,78

Program Pengelolaan
Sumber Daya Air

Persentase Luasan
Sumber Daya Air yang
dikelola

Persen

38,00

24,84 65,37

Program
Pembangunan/Peningkatan
Jalan dan Jembatan

Jumlah Jembatan yang
ditingkatkan/dibangun

Unit

6,00

5,00 83,33

Panjang Jalan dalam
kondisi rusak ringan
dan rusak berat

Kilometer

620,90

767,16 123,56

Program Pengendalian
Banjir

Luas wilayah banjir
yang direduksi

Ha

150,00

502,59 335,06

Program Perencanaan Tata
Ruang

Persentase rencana
umum dan rencana
rinci tata ruang yang
disusun menjadi
peraturan daerah

Persen

70,00

70,00 100,00

Program Rehabilitasi Dan
Pemeliharaan Prasarana
Fasilitas LLA]

Persentase jumlah
Prasarana dan fasilitas
perhubungan yang
dilakukan rehabilitasi
dan pemeliharaan

Persen

84,00

100,00 119,05

Program pembangunan
sarana dan prasarana
Perhubungan

Persentase
ketersediaan sarana
dan prasarana
perhubungan

Persen

94,00

68,33 72,69

Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup

Jumlah kerusakan
tanah untuk produksi
biomassa

1.500,00

480,00 32,00

Persentase kualitas air
dan udara sesuai baku
mutu

Persen

52,00

91,68 176,31

Persentase ketaatan
pelaku usaha/kegiatan
terhadap peraturan
perundangan-
undangan lingkungan
hidup

Persen

100,00

76,00 76,00

Persentase pelaku
usaha/kegiatan yang
mempunyai dokumen
lingkungan

Persen

100,00

100,00 100,00

Jumlah rekomendasi
izin

Rekomendasi

85,00

68,00 80,00

Sumber : e-pantau Kutai Kartanegara Tahun 2020

Dari Tabel Rekapitulasi di atas terdapat Program dan Indikator yang tidak tercapai sesuai

dengan target yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kabupaten) dengan Indikator

Tingkat Pengembangan Kompetensi ASN target sebesar 38% dengan realisasi 19.70% atau
capaiannya sebesar 50.51%. Hal ini disebabkan Terkendala UU Pilkada Nomor 10 Tahun

2016. Aturan ini menyebutkan, para gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati,
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maupun wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum masa
penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan. Sehingga tidak dapat dilakukan
pengisian/penempatan Jabatan-jabatan yang kosong karena Pensiun dan meninggal dunia
sehingga berpengaruh terhadap Tingkat Pengembangan Kompetensi ASN Kukar

Program Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan dengan Indikator Cakupan PD yang
terkoneksi dengan sistem informasi kearsipan target sebesar 2% dengan realisasi 0. Hal ini
disebabkan karena terkendala dengan sarana pendukung Sistem Informasi Kearsipan
(Server). Koordinasi lebih lanjut dengan Kominfo terkait penyediaan space untuk server
sistem. Jika kurang maka akan dilakukan penambahan kapasitas server di Kominfo.

Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Indikator Rasio Pasangan Non
Muslim berAkta Nikah. Target sebesar sebesar 86% dengan realisasi 40.78% atau
capaiannya sebesar 47.42%. Hal ini disebabkan Terjadi peningkatan kualitas data walaupun
secara capaian masih dibawah 50%, dimana diharapkan untuk tahun mendatang harus
dilakukan survey secara intensif di kecamatan yang banyak penduduk non muslim (Tabang
dan Kembang Janggut) jadi tidak hanya terpusat di Kecamatan Tenggarong.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan indikator Rasio
pengunjung perpustakaan per tahun. Target sebesar 0.59 dengan realisasi 0.02 atau
capaiannya sebesar 3.39%. Hal ini disebabkan Pandemi COVID-19 berdampak pada
kunjungan masyarakat ke Perpustakaan. Selama COVID-19 dilakukan penutupan
Perpustakaan Daerah dan perpustakaan keliling. Kedepannya untuk lebih mengoptimalkan
Perpustakaan digital dengan pengembangan sistem dan penambahan koleksi buku digital.
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dengan indikator Jumlah Kelompok
Usaha Ekonomi Masyarakat Ayng diberikan pelatihan/BIMTEK. Target 160 kelompok
dengan realisasi 20 kelompok atau capaiannya sebesar 12.50%. Kegiatan strategis dalam
rangka pencapaian indikator program tidak dapat dilakukan secara maksimal, karena ada
penolakan dari desa atau kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat terkait dengan Pandemi
COVID-19. Disarankan untuk menyusun konsep dan strategi kedepannya. Dimana
pembinaan yang dilakukan tidak harus bertemu langsung. Memanfaatkan teknologi dan
informasi sehingga kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat di Kutai
Kartanegara tetap dapat berjalan

Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian dengan indikator Cakupan petani
miskin yang mendapat bantuan modal usaha. Target 26% dengan realisasi 0. Hal ini
disebabkan Petani miskin yang akan mendapatkan bantuan harus melengkapi administrasi
(proposal dsb) terkait dengan Perbup No. 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian
Hibah Bansos.
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7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan indikator Koperasi
Berprestasi. Dengan target 5% dan realisasi 0. Hal ini disebabkan tidak dapat dilakukan
penilaian disebabkan karena rata-rata koperasi yang ada tidak dapat jalan atau beraktivitas
karena Pandemi COVID-19, sehingga dana yang ada dilakukan refocusing.

8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
dengan indikator Cakupan Bina UMKM. Target sebesar 25% dengan realisasi 0. Hal ini
disebabkan Kegiatan strategis pembinaan UMKM tidak dilakukan karena Pandemi COVID-
19, disarankan untuk menyusun konsep dan strategi kedepannya. Dimana pembinaan yang
dilakukan tidak harus bertemu langsung. Memanfaatkan teknologi dan informasi sehingga
kegiatan Pembinaan UMKM di Kutai Kartanegara tetap dapat berjalan.

9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan indikator Persentase
realisasi kerjasama. Target sebesar 40% dengan realisasi 0. Hal ini disebabkan Kegiatan
strategis Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri tidak dapat dilaksanakan karena karena
Pandemi COVID-19, disarankan untuk menyusun konsep dan strategi kedepannya. Dimana
Kerjasama yang dilakukan tidak harus bertemu langsung. Memanfaatkan teknologi dan
informasi.

10. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan indikator Jumlah Sentra IKM.
Target sebesar 1 Sentra IKM dengan realisasi masih 0. Kawasan IKM Rumput Laut Muara
Badak pada tahun 2020 masih dalam tahap proses Pembangunan (pematangan lahan,
pemasangan pondasi, tiap dan atap). Untuk tahun 2021 baru dilakukan pembangunan
secara menyeluruh.

11. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan indikator Jumlah kunjungan
wisatawan. Hal ini didebabkan Pandemi COVID-19 berdampak pada kunjungan wisatawan
ke Kutai Kartanegara. Dimana hanya 693.246 atau sekitar 31.49% dari target sebesar
2.201.783. Selama COVID-19 dilakukan penutupan obyek-obyek wisata di Kutai Kartanegara
untuk mengurangi penyebaran penularan COVID-19.

12. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan dengan indikator Jumlah Jembatan
yang ditingkatkan/dibangun. Target sebesar 6 unit jembatan dengan realisasi 5 unit
jembatan atau capaiannya sebesar 83%. Hal ini disebabkan Indikator Program Jumlah
Jembatan yang ditingkatkan/dibangun tidak tercapai disebabkan ada jembatan yang masih
dalam proses penyelesaian 50 hari kerja (Jembatan Muai). Disarankan untuk kegiatan fisik
yang memerlukan kemampuan teknis tinggi tidak boleh Anggarkan di APBD Perubahan tapi
di APBD Murni.

13. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan indikator
Jumlah kerusakan tanah untuk produksi biomassa. Target sebesar 1500Ha dengan realisasi

sebesar 480Ha atau capaiannya sebesar 32%. Hal ini disebabkan karena pada saat awal
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menetapkan target berdasarkan permohonan masyarakat. Selama 2020 permohonan
masyarakat yang masuk dan tervalidasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluar
480 Ha. Kedepan harus ada perubahan penetapan target dimana tidak lagi berdasarkan
usulan masyarakat.

14. Program Peningkatan Produksi Perkebunan dengan indikator = PAD Kebun Dinas
Perkebunan. Target sebesar Rp. 415.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 148.050.000 atau
capaiannya sebesar 35.67%. Hal ini disebabkan karena Dinas Perkebunan masih
membangun pola dan kemitraan (indikator baru 2020), keterlamatan dalam pelabelan
bibit/sertifikat oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim. Untuk tahun 2021 akan lebih
dioptimalkan terutama dalam memasarkan hasil bibit ke konsumen yang sudah dilakukan
pelabelan.

15. Program Peningkatan Produksi Perkebunan dengan indikator Produksi komoditi lada.
Target 4.170 ton dengan realisasi sebesar 18.17 ton atau capaiannya sebesar 43.57%. Hal
ini disebabkan karena turunnya harga lada di pasaran sehingga tidak menarik minat petani
untuk melakukan panen lada. Lahan yang semakin berkurang dan tanaman yang sudah tua
juga berpengaruh terhadap produksi lada. Dinas Perkebunan sudah melakukan langkah-
langkah strategis dengan melakukan program peremajaan tanaman lada petani dan
membantu proses pemasaran panen lada.

16. Program Peningkatan Produksi Perkebunan dengan indikator produksi komoditi kopi.
Target sebesar 33 ton dengan realisasi 17 ton atau capaiannya sebesar 51.52%. hal ini
disebabkan kopi yang dihasilkan masyarakat masih kopi lokal sehingga tidak dapat bersaing
dengan kopi luar. Lahan yang semakin berkurang dan tanaman yang sudah tua juga
berpengaruh terhadap produksi kopi masyarakat. Dinas Perkebunan sudah melakukan
langkah-langkah strategis dengan melakukan program peremajaan tanaman kopi petani
dengan jenis yang lebih berkualitas. Sehingga dapat bersaing dengan kopi dari luar Kutai
Kartanegara.

C. MAPPING PERMASALAHAN

Permasalahan merupakan kendala yang dihadapi oleh pelaksana program dan kegiatan yang

dapat diselesaikan sesuai dengan jenjang rentang kendali penanggung jawab. Sehingga tidak

seluruh permasalahan yang harus ditindaklanjuti pada tingkat Kabupaten. Mapping

Permasalahan Pencapaian Output dan program dalam pelaksanaan RKPD 2020 Triwulan IV

dapat dilihat pada grafik berikut :
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Gambar Il.16
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Sumber : e-pantau kutaikartanegara 2020

Dari grafik di atas terlihat permasalahan utama Berdasarkan Katagori Pencapaian Output

dalam pelaksanaan RKPD 2020 Triwulan IV adalah sebagai berikut :

1. Waktu sebesar 47%. Untuk Katagori waktu ada 4 sub katagori antara lain, waktu
pelaksanaan terkendala dengan Wabah COVID-19 sebesar 47%, Waktu pengurusan
SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa sebesar 26% dan Waktu pelaksanaan
kurang sebsar 4%. Waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana sebesar 23%. Solusi
yang dapat dilakukan dimana untuk Kkegiatan yang tidak memerlukan koordinasi
langsung/tatap muka dapat dilakukan dengan melakukan Video Conference (Vidcon) dan
media lainnya. Sedang kegiatan yang mengharuskan ke lapangan seperti survey dan
pengumpulan data disarankan untuk melakukan rescheduling jadwal kegiatan.

2. Kemudian permasalahan Katagori Anggaran sebesar 15%. Untuk Katagori Anggaran ada 3
sub katagori antara lain Anggaran Kurang terhadap target output sebesar 40,52%, Salah
dalam Penyusunan Alokasi sebesar 57,20% dan Anggaran melebihi kebutuhan sebesar
2,28%. Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan revisi target output atau
penambahan alokasi dana jika memungkinkan ada penambahan pendapatan dan revisi
terhadap alokasi belanja dalam DPA Perubahan Tahun 2020.

3. Permasalahan Katagori ASN sebesar 4%. Untuk Katagori ASN ada 3 sub katagori antara lain
SK Terlambat sebesar 77,43%. SDM tidak ada/kurang sebesar 19,23% dan SDM tidak sesuai
kualifikasi sebesar 3,34%. Solusi yang dapat dilakukan adalah penerbitan SK Kegiatan
dilakukan di awal tahun anggaran sehingga tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan

Kegiatan. Peningkatan Kinerja Pembangunan melalui peningkatan kapasitas Aparatur dalam
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Proses Perencanaan dan Pengelolaan Kegiatan sesuai dengan Peraturan perundang-
undangan.

4. Permasalahan Katagori Cara Pelaksanaan sebesar 8%. Untuk Katagori Cara Pelaksanaan ada
3 sub katagori, Pelaksanaan terkendala regulasi sebesar 60,29%, Pelaksanaan terkendala
batas kewenangan sebesar 33,58% dan Pelaksanaan berbeda dengan Juklak/Juknis sebesar
6,13%. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena terkendala dengan Regulasi,
misalkan dengan kegiatan hibah barang vyang diserahkan ke masyarakat.
Mengkomunikasikan dengan pihak pengusul, khususnya dalam upaya melengkapi
keperluan administrasi kegiatan pendukung, khususnya belanja yang diserahkan kepada
masyarakat.

5. Permasalahan Katagori Gagasan sebesar 5%. Untuk Katagori Gagasan ada 3 sub katagori
Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit sebesar 44,25%, Rencana tidak sesuai dengan
kondisi di lapangan sebesar 36,82% dan Rencana tidak sesuai dengan keluaran yg
diharapkan sebesar 18,93%. Salah satu yang harus diperbaiki adalah proses perencanaan di
OPD/Organisasi Perangkat Daerah. Sebelum pelaksanaan kegiatan harus dilakukan proses
survey lapangan sehingga menghasilkan data valid dan akurat. Sehingga kendala yang

terkait dengan keluaran dan kondisi lapangan dapat diminimalkan.

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berisi uraian rumusan
umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah,
dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Permasalahan ini nantinya akan menjadi bagian dari
bahan untuk merumuskan berbagai kebijakan pembangunan khususnya program dan kegiatan
pembangunan agar tepat sasaran.
1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan
tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari
kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory. Tak terkecuali dalam pelaksanaan
pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022, dalam perencanaan
pembangunan RKPD 2022 dirumuskan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan
dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah khususnya permasalahan yang sedang
terjadi maupun akan terjadi. Berikut faktor penghambat (permasalahan pembangunan)

Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Tahapan Pembangunan Daerah Tahun 2022:
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Tabel 11.43

Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan

Kabupaten Kutai Kartanegara

Sasaran Pembangunan Prioritas RKPD Permasalahan
Pembangunan
Melaksanakan manajemen berbasis kinerja
Meningkatnya kinerja ke dalam seluruh ASN Pemerintah Kab. Masih rendahnya

Kukar scr konsisten

penyel.e negraan Memperkuat sinergi antar OPD dan antara akunta.blhtas kinerja
pemerintahan Pemerintah Kab. Kukar dengan Pemerintah pemerintah daerah
Prov. dan Pusat
Meningkatkan kapasitas aparatur
pemerintah desa, kecamatan dan OPD dalam
Meningkatnya kualitas penguasaan bidang ilmu pengetahuan Masih rendahnya

penyelenggaraan pelayanan
publik

Revitalisasi Kecamatan Sebagai Pusat
Perubahan

Penataan dan Pengembangan Tata Kelola
Pemerintahan dan Pelayanan Publik

kualitas layanan
publik

Meningkatnya
penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN

Menerapkan sistem informasi perencanaan,
penganggaran, pengadaan, pengendalian dan
evaluasi (e-Gov) secara konsisten

Belum optimalnya
pengelolaan
keuangan daerah

Meningkatnya kualitas dan
pemerataan pendidikan

Memantapkan pengembangan sumberdaya
manusia dengan meningkatkan jangkauan
dan mutu layanan Pendidikan

Masih rendahnya
pemerataan dan
kualitas pelayanan
pendidikan

Meningkatnya derajat
Kesehatan masyarakat

Memantapkan pengembangan sumberdaya
manusia dengan meningkatkan jangkauan dan
mutu layanan Kesehatan

Belum optimalnya
pemerataan dan
kualitas pelayanan
kesehatan daerah

Meningkatnya pemerataan
pembangunan desa

Percepatan Pembangunan Desa dan Kawasan
Perdesaan

Belum meratanya
kualitas
pembangunan di
seluruh desa

Meningkatnya Pembangunan
infrastruktur daerah &
pedesaan

Mempercepat penyediaan infrastruktur
strategis terutama pembangunan Pelabuhan,
jalan dan jaringan infrastruktur pendukung
pengembangan pertanian, perikanan dan
pariwisata

Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN

Pengembangan Konektivitas dan Pembangunan
Infrastruktur Secara Terpadu dan Merata

Pembangunan Wilayah Kecamatan

Belum Meratanya
Pembangunan dan
Layanan Infrastruktur
Dasar Dan
Konektivitas Wilayah

Meningkatnya Pembangunan
lingkungan hidup yang
berkelanjutan

Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Secara Lestari dan Berkelanjutan

Belum optimalnya
Pemanfaatan dan
Pengelolaan
Sumberdaya Alam dan

Lingkungan
Minimnya
. . . pemberdayaan
Meningkatnya pertumbuhan Meningkatkan kapasitas peran Pemerintah masyarakat dalam
. . Desa dan kecamatan dalam pengembangan
komoditas ekonomi daerah pengembangan

komoditas unggulan desa

komoditas unggulan

desa
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Sasaran Pembangunan

Prioritas RKPD

Permasalahan
Pembangunan

Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang
Unggul, Bernilai Tambah dan Berkelanjutan

Belum kondusifnya
iklim investasi dan
pengembangan dunia
usaha

Lambatnya aktivitas
perekonomian daerah

Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi sektor pariwisata

Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan
dari jasa pariwisata dan memperluas jaringan
pemasaran

Belum optimalnya
pengelolaan sektor
pariwisata daerah

Meningkatnya kualitas
tenaga kerja

Pengembangan Sumber Daya Manusia
Produktif dan Terampil

Masih rendahnya
kualitas daya saing
tenaga kerja

Meningkatnya daya beli
masyarakat

Meningkatkan produksi dan produktivitas nilai
tambah dan pendapatan dari sektor pertanian
dan perikanan

Belum optimalnya
pengelolaan produksi
sektor pertanian dan
produk olahan hasil
pertanian

Memberdayakan dan menguatkan usaha mikro

dan koperasi terutama dari akses permodalan, | UMKM dalam

manajemen usaha, teknologi produksi, meningkatkan

informasi dan pemasaran perekonomian
kerakyatan

Belum optimalnya
peran Koperasi dan

2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan selalu diiringi oleh permasalahan

pembangunan baik permasalahan global maupun permasalahan khas di setiap daerah. Hal
tersebut menjadi perlu sebagai bahan untuk melakukan berbagai antisipasi maupun
minimalisasi dampak negatif dari permasalahan pembangunan meskipun dalam realitanya
permasalahan pembangunan terkadang tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu satu atau
dua periode pembangunan saja.

Selain dilihat permasalahan dari sudut sasaran pembangunan daerah sehingga menjadi
permasalahan yang prioritas untuk diselesaikan, perumusan masalah juga dirunut berdasarkan
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Permasalahan pada bagian ini merupakan
permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan
tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Identifikasi permasalahan
menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi
yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten
dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja

Perangkat Daerah.
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Tabel 11.44

Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara

Urusan

. Permasalahan
Pemerintahan

Upaya Penyelesaian Masalah

Urusan Pemerintahan Wajib (Berkaitan dengan pelayanan dasar)

Masih belum meratanya sarana dan
prasarana fisik pendidikan

Peningkatan kuantitas dan kualitas
sarana prasarana pendidikan dasar

Pendidikan Masih belum meratanya kualitas dan
kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru
sekolah negeri dan swasta pada setiap
sekolah

Peningkatan kualitas dan
pemerataan penempatan tenaga
pendidik dan kependidikan

Belum optimalnya pelayanan rumah sakit
sesuai standar pelayanan sebagaimana yang
telah ditetapkan

Rendahnya akses terhadap pelayanan
kesehatan terutama pada masyarakat
terpencil

Kurang optimalnya pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan

Cakupan Layanan asuransi/jaminan
kesehatan bagi masyarakat belum optimal

Peningkatan mutu pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan

Kesehatan Distribusi tenaga medis dan paramedis yang
belum merata

Masih terbatasnya keterlibatan stakeholders
dalam menunjang pencapaian tujuan
pembangunan kesehatan

Pemerataan tenaga medis dan
paramedis dengan sistem
manajemen kesehatan yang lebih
baik

Kurang sehatnya lingkungan dan pola hidup
masyarakat yang sehingga rentan terhadap
penyebaran penyakit

Peningkatan kualitas pengetahuan
mayarakat terhadap kesehatan

Belum optimalnya penanganan Pandemi
COVID-19

Peningkatan kualitas pelayanan
penanganan Pandemi COVID-19

Pekerjaan Umum Kondisi Jalan yang sebagian besar masih
dan Penataan Ruang | rusak

Peningkatan kualitas dan kuantitas
infrastruktur dasar khususnya jalan

Perumahan Rakyat

dan Kawasan Masih banyaknya rumah tidak layak huni di

Pemerataan dan pengembangan
kawasan pemukiman sehat dan

Permukiman perdesaan layak huni

Belum memadainya data daerah rawan Melakukan deteksi dini terhadap
Ketentraman, bencana dan geologi lingkungan bencana alam yang akan terjadi
Ketertiban Umum, Meningkatkan peran serta
dan Perlindungan Belum optimalnya cakupan penanganan masyarakat dalam menjaga
Masyarakat ketentraman dan ketertiban masyarakat ketentraman dan ketertiban

lingkungan

Eeil;;?i;;)ggz?ya pelayanan sosial Meningkatkan kemandirian PMKS
Sosial Bantuan dan p.erllmdungan so§1al bagi Meningkatkan kualitas daftar

masyarakat miskin belum optimal dan tepat

sasaran rumahtangga sasaran

Urusan Pemerintahan Wajib (Tidak berkaitan dengan pelayanan dasar)

Masih terbatasnya peluang dan kesempatan
Tenaga Kerja kerja bagi tenaga terdidik dan terampil

Perluasan kesempatan kerja

Masih rendahnya kreativitas dan

Mengoptimalkan peran serta BLK
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Urusan

Pemerintahan Permasalahan Upaya Penyelesaian Masalah
produktivitas angkatan kerja dalam dalam meningkatkan kompetensi
menciptakan lapangan usaha baru dan kreativitas angkatan kerja

Memberi kesempatan kepada
Pemberdayaan Rendahnya pemberdayaan perempuan perempuan dalam partisipasi

Perempuan dan
Perlindungan Anak

pembangunan daerah

Belum optimalnya cakupan penanganan
perlindungan anak dari tindak kekerasan

Pembinaan kepada masyarakat
dalam perlindungan anak

Belum dkembangkannya pasca panen

Intensifikasi dan ekstensifikasi

P
angan produk sumber karbohidrat non beras sektor pertanian
. e Memudahkan masyarakat dalam
Belum optimalnya sertifikasi tanah el s
Pertanahan melakukan sertifikasi tanah tanpa
masyarakat
melanggar peraturan yang berlaku
. . Kualitas penanganan sampah dan sanitasi Meningkatkan kualitas penanganan
Lingkungan Hidup .
masih rendah sampah rumahtangga
Administrasi Data kependudukan belum akurat dan Melakukan 5051allsasll kep.'?lda
Kependudukan dan mutakhir masyarakat akan arti pentingnya
Pencatatan Sipil pemutakhiran data kependudukan
Pemberdayaan Belum optimalnya fungsi kelembagaan Meningkatkan kualitas aparatur
Masyarakat dan
pemberdayaan masyarakat desa desa
Desa
Mendorong pengembangan
Masih terdapat 21 desa tertinggal yang komoditas unggulan daerah dan
tersebar di beberapa kecamatan produk unggulan desa dan kawasan
perdesaan
Pengendalian Masih belum optimalnya partisipasi Memberi penyuluhan dan sosialisasi
Penduduk dan masyarakat sebagai peserta Keluarga tentang berbagai program Keluarga

Keluarga Berencana

Berencana

Berencana dan manfaatnya

Perhubungan

Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan
transportasi antar dan intra wilayah

Meningkatkan kualitas jaringan
transportasi

Komunikasi dan
Informatika

Sarana komunikasi belum memadai di
daerah terpencil

Pemerataan akses komunikasi yang
berkualitas

Koperasi, Usaha
Kecil, dan Menengah

Belum optimalnya pemberian bantuan
modal terhadap pengusaha UMKM

Melakukan kerjasama dengan
lembaga keuangan untuk
perbantuan modal masyarakat

Belum maksimalnya pengelolaan
manajemen kelembagaan koperasi

Memberikan bimbingan terhadap
pengelola koperasi

Penanaman Modal

Belum optimalnya promosi dalam menarik
investor dan perwujudan kondusitivitas
iklim investasi daerah

Memperkuat struktur kelembagaan
penanaman modal daerah

Kepemudaan dan

Partisipasi pemuda dalam geliat
pembangunan daerah masih kurang optimal

Memberikan dorongan dan reward
kepada pemuda berprestasi

Belum optimalnya prestasi cabang olahraga

Meningkatkan kapasitas

Olahraga dan belum maksimalnya langkah-langkah kelembagaan pergngkat .
daerah/organisasi yang bergerak di
memasyarakatkan olahraga .
bidang olahraga
- Masih belum optimalnya kelengkapan, Melakuk-an- koordinasi dengz.m
Statistik . e . berbagai pihak untuk mewujudkan
kemutakhiran dan validitas data dari OPD .
Satu Data Indonesia
Belum optimalnya partisipasi masyarakat Melakukan kerjasama untuk
Kebudayaan dalam pengelolaan budaya dan pelestarian meningkatkan pengelolaan budaya
tradisi dan pelestarian tradisi
Perpustakaan Rendahnya minat baca masyarakat karena Memberikan program minat baca
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Urusan

Pemerintahan Permasalahan Upaya Penyelesaian Masalah
belum tertanamnya budaya gemar membaca | kepada penduduk yang masih
bersekolah
Layanan perpustakaan belum merata dan Meningkatkan sarana dan prasarana
belum menjangkau seluruh wilayah perpustakaan daerah
Memberikan pelatihan kearsipan
Kearsipan Belum optimalnya kualitas SDM kearsipan kepada setiap OPD Kutai

Kartanegara

Urusan Pemerintahan Pilihan

Kelautan dan

Potensi unggulan di sektor perikanan yang

Memberikan penyuluhan terkait

Perikanan banyak yang belum tergarap dengan baik perikanan budidaya
Belum maksimalnya pengembangan Peningkatan kualitas dan daya tarik
Pariwisata pariwisata yang terintegrasi dengan obyek wisata khususnya wisata
kebudayaan budaya
Peningkatan nilai tambah pada
. Belum optimalnya nilai tambah dari potensi | semua rantai produksi komoditi
Pertanian . .
unggulan di sektor pertanian unggulan daerah khususnya
pertanian
Meningkatkan pengawasan
Kehutanan Kurangnya perhatian kepada hutan akibat terhadap berbagai aktivitas

dari aktivitas pertambangan dan penggalian

perusahaan pertambangan dan
penggalian

Energi dan Sumber
Daya Mineral

Masih minimnya kapasitas dan ketersediaan
sumberdaya tenaga listrik di daerah
terpencil

Meningkatkan ketersediaan
sumberdaya listrik non PLN

Masih rendahnya cakupan layanan air
bersih

Memeratakan cakupan layanan air
bersih

Belum optimalnya pengembangan iklim

Meningkatkan pengawasan

Perdagangan usaha perdagangan yang kondusif dan terhadap pelaksanaan regulasi
memadai sektor perdagangan
Lambatnya pengembangan industri

. . . . . Pemantapan pengembangan

Perindustrian pengolahan hasil pertanian, perikanan dan o
. . . agribisnis
industri kreatif

. . Melakukan MoU dengan
, . Belum optimalnya kerjasama dalam .
Transmigrasi kementerian atau lembaga dalam

pengelolaan wilayah transmigrasi

melaksanakan transmigrasi daerah
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2.4. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan analisa data aspek pembangunan daerah dan rumusan permasalahan
pembangunan daerah, maka isu strategis pembangunan tahun 2022 di Kabupaten Kutai
Kartanegara adalah sebagai berikut.

6. Belum optimalnya dukungan persiapan pembangunan IKN

a. Belum siapnya perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pembangunan
kawasan di lokasi IKN;

b. Belum siapnya perubahan tata guna lahan di lokasi IKN;

c. Belum optimalnya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kapasitas sumber daya
manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung persiapan dan
pelaksanaan pembangunan IKN;

d. Belum optimalnya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya
kesiapan mental dan perilaku hidup yang lebih sehat, maju, produktif, aman, modern
dan bermartabat sebagai dasar transformasi dan percepatan pembangunan sosial,
budaya dan ekonomi, serta pengembangan peradaban baru.

7. Belum optimalnya penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik

a. Belum optimalnya layanan pemerintahan terutama dalam memberikan layanan
publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu;

b. Kurang kuatnya koordinasi, kerjasama dan kemitraan antarperangkat daerah
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat kemajuan desa dan
kecamatan;

c. Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan;

d. Belum tertatanya manajemen aset daerah;

e. Belum berkembangnya manajemen pengetahuan sebagai pondasi kemajuan daerah.

8. Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia

a. Belum meratanya akses layanan pendidikan yang bermutu disebabkan antara lain
oleh kurangnya prasarana dan sarana, terbatasnya jumlah dan mutu tenaga pengajar,
serta belum meratanya persebaran tenaga pengajar;

b. Belum meratanya akses layanan kesehatan yang bermutu sebagai akibat terbatasnya
prasarana dan sarana layanan kesehatan, belum meratanya jumlah dan persebaran
tenaga kesehatan, serta kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat;

c. Dari sisi kesehatan, isu strategis yang tengah dialami oleh seluruh Negara, temasuk
Indonesia adalah adanya Pandemi COVID-19. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, berbagai
penanganan untuk pencegahan COVID-19 dilakukan demi meminimalisir pasien positif

COVID-19. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibentuk untuk
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melaksanakan tugas dalam pencegahan penyebaran virus Corona dengan dibantu oleh
masyarakat melalui berbagai program, khususnya physical distancing dan Pola Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS).

Memudarnya penerapan nilai-nilai sosial budaya daerah dalam kehidupan
kemasyarakatan;

Belum berkembangnya semangat kewirausahaan di kalangan pemuda dan pemudi;
Rendahnya penguasaan teknologi komunikasi dan informasi yang dipengaruhi oleh
terbatasnya jumlah dan mutu sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi; rendahnya budaya masyarakat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi;
dan belum optimalnya sinergi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi.

Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah

a.

Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari

pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan;

. Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari

perikanan;

Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari
pariwisata;

Belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan,
dan kehutanan;

Belum tertatanya manajemen dan kelembagaan BUMD, Usaha Mikro Kecil Menengah
dan Koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah;

Belum berkembangnya kegiatan penanaman modal dalam mendukung penguatan
usaha masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah sebagai akibat adanya hambatan
status lahan, belum terciptanya iklim usaha yang kondusif, lemahnya promosi daerah,
dan terbatasnya kerjasama antardaerabh;

Belum berkembangnya layanan perbankan dalam mendukung penguatan usaha
masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah;

Belum berkembangnya kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah dan swasta

dalam pembangunan daerah.

Belum tertatanya infrastruktur daerah

a.

Terbatasnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat permukiman dan
pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
Belum meratanya penyediaan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang

sehat, layak dan aman;
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c. Belum meratanya pembangunan jalan arteri primer (jalan utama), jalan lingkungan dan
arteri sekunder yang menghubungkan antardesa dan antarkecamatan;
d. Terbatasnyajumlah dan mutu sarana prasarana ketenagalistrikan dan telekomunikasi.
11. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
a. Kurangnya kerjasama dan kemitraan para pemangku kepentingan dalam pelestarian
lingkungan;
b. Meningkatnya konflik pemanfaatan lahan;
c. Menurunnya daya dukung lingkungan;
d. Belum optimalnya mitigasi dan penanggulangan bencana.
12. Belum optimalnya transformasi dan percepatan pembangunan desa dan kecamatan
a. Belum optimalnya Kinerja pelayanan pemerintahan terutama di desa dan kecamatan;
b. Belum optimalnya pelaksanaan otonomi desa dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa dan percepatan pembangunan desa;
c. Belum tuntasnya pendelegasian sebagian kewenangan dari OPD/Dinas kepada
Kecamatan dan Pemerintah Desa;
d. Belum siapnya penguatan peran kecamatan sebagai sebagai pusat data, informasi dan
pengetahuan; pusat pemberdayaan masyarakat; pusat inovasi dan kewirausahaan;

pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; dan pusat pertumbuhan.

2.5. CAPAIAN PENYELENGGARAAN SPM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,
menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan
ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan
Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud
adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar
dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang
diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.
Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi
jenis SPM terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, Ketertiban umum dan
perlindungan masyarkat, dan Sosial.

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-
kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan
kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara

pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait
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dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri

dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Adapun petunjuk teknis Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan

dasar yaitu:
1.

SPM terkait urusan sosial melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018
Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial di Daerah Provinsi dan Di daerah Kabupaten/Kota.

SPM terkait Urusan Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

SPM terkait Pekerjaan Umum sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar
Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

SPM terkait Urusan Pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar

Pelayanan Minimal Pendidikan.

Ke depan, perlu untuk menterjemahkan dan mengintergrasikan SPM kedalam Renstra dan

Renja terutama bagi OPD pengampu urusan wajib pelayanan dasar dan melaksanakan Evaluasi

Capaian SPM secara berkala. Capaian pelaksanaan SPM yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:
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Tabel 11.45
Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
o q - Capaian
Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator SPM Tingkat 2016 2017 ZI(,) 18 2019 2020
Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau 508 seig?ah 510 se!ls(é?ah 511
dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI ilil;(g;'r}; dengan s&il;ogl;r}; dengan 3‘21;(2;}11
dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman SD/MI luas wﬂg,sah luas w%g;/sah luas
permanen di daerah terpencil wilayah wilayah wilayah
27.263 km2 212;12123 27.263 km2 21212123 27.263 km2
187 188 188 189
187 sekolah sekolah sekolah sekolah
sekolah dengan dengan dengan dengan
SMP/MTs d?lrllgsan willl;asah w%ﬁ;\asah w%ﬁ;\asah w%ﬁ:lasah
wilayah 27.263 27.263 27.263 27.263
27.263 km?2 km?2 km2 km?2
km?2
Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak MI
melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi SMP
yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis; 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
MTs
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang
dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36
peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA SMP/MTs
untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
38.91% 40.15% 41.36% 42.63% 44.97%
Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang SD/MI
dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, 96.03% 97.13% 98.23% 99.41% 99.41%
kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs
SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
ruang guru; SMP/MTs
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. q . Capaian
No Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator SPM Tingkat 2016 2017 2018 2019 2020
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
5 | Disetiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32
peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan SD 98.73% 98.73% 99.37% 99.799% 99.79%
pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru
. 1 MI
setiap satuan pendidikan 91.89% 91.89% 94.59% 94.59% 94.59%
6 | Disetiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap
mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang SMP/MTs
guru untuk setiap rumpun mata pelajaran; 67.68% 68.69% 68.69% 69.70% 71.21%
7 | Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenubhi D
kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
yang telah memiliki sertifikat pendidik MI
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
8 | Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi SMP
akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki
sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing MTs
sebanyak 40% dan 20% 56.76% 62.16% 67.57% 70.27% 81.08%
9 | Disetiap SMP/MTs tersedia guru kualifikasi akademik S-1
atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik masing-masing SMP
satu orang untuk mapel Matematika, IPA, B. Indonesia, B.
Inggris, dan PKn 52.41% 54.48% 56.55% 58.62% 61.38%
Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI
berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki SD
sertifikat pendidik 95.14% 95.14% 95.14% 95.35% 95.35%
11 | Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi
akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat SMP
pendidik; 89.66% 89.66% 89.66% 91.03% 91.03%
12 | Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah
memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah SD/MI
memiliki sertifikat Pendidik 95.52% 95.52% 95.52% 95.52% 95.52%
13 | Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan SD/MI
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No Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator SPM Tingkat 2016 2017 C;%T;n 2019 2020
kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang SMP/MTs
efektif; 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

14 | Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu SD/MI
kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 75.73% 77.69% 78.28% 80.23% 81.60%
jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan; SMP/MTs

65.66% 66.16% 67.17% 67.68% 68.69%

15 | Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan
kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran
Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan SD/MI
perbandingan satu set untuk setiap peserta didik

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

16 | Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah
ditetapkarll kelayakannya oleh P?merintah mencakup se.mua SMP/MTs 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap
perserta didik;

17 | Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga [PA dan bahan
yang te.rdiri dari model kerangka manusia, model jcubqh D 74,420 7484% | 74.84% 75 69% 75 90%
manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA
untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;

18 | Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 SD/MI
buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku 38.16% 38.75% 38.75% 39.53% 39.53%
pengayaan dan 20 buku referensi; SMP/MTs

48.48% 49.49% 50.51% 51.52% 51.52%

19 | Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan D
pendidikan, termasuk merencanakan & melaksanakan 89.64% 89.85% 90.49% 90.70% 90.70%
pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau MI
melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan; 81.08% 83.78% 83.78% 86.49% 86.49%

SMP/MTs 92.37% 92.56% 92.76% 92.76% 92.95%

20 | Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran SD/MI dan
selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran SMP/MTs
sebagai berikut : SD/MI

s [
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. q . Capaian
No Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator SPM Tingkat 2016 2017 2% 18 2019 2020
a) Kelas I-1I = 18 jam per minggu; b) Kelas III = 24 jam per 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
minggu; c) Kelas IV-VI = 27 jam per minggu; atau d) Kelas SMP/MTs
VII-IX = 27 jam per minggu 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
21 | Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai SD/MI
ketentuan yang berlaku 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%
SMP/MTs
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
22 | Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan SD/MI dan
Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk SMP/MTs 89.01% 89.96% 91.93% 94.95% 96.73%
setiap mata pelajaran yang diampunya SD/MI
89.63% 90.02% 92.95% 93.93% 95.49%
SMP/MTs 88.38% 89.90% 90.91% 95.96% 97.98%
23 | Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program SD/MI dan
penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan SMP/MTs 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
belajar peserta didik SD/MI
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
SMP/MTs
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
24 | Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan SD/MI
umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester 75.23% 76.89% 77.75% 80.67% 80.67%
SMP/MTs
80.23% 81.21% 82.19% 82.19% 84.15%
25 | Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata SD/MI dan
pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada SMP/MTs 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan SD/MI
hasil presentasi belajar peserta didik 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
SMP/MTs 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
26 | Kepala sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil SD/MI dan
Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan SMP/MTs 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Kelas(UKK) serta Ujian Akhir(US/ UN) kepada orang tua SD/MI
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

52 [
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. q . Capaian
No Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator SPM Tingkat 2016 2017 2018 2019 2020
peserta didik dan menyampaiakan rekapitulasinya kepada
Dinas Pendidikan kabupaten/ kota atau Kantor Kemenag SMP/MTs
Kab/ kota pada setiap akhir semester 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%
27 | Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Memiliki
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Laporan
77.25% 79.01% 80.46% 82.67% 82.67%
tahunan
Memiliki
rencana kerja
75.88% 76.88% 78.88% 80.22% 81.76%
tahunan
Memiliki
Komite
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Sekolah
Tabel 11.46
Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Capaian
No Bidang Urusan/Indikator Satuan
8 / 2016 2017 2018 2019 2020
URUSAN KESEHATAN
Persentase ibu hamil mendapatkan
1 . . Persen 79,03 73,59 89,96 95,17
pelayanan ibu hamil
Persentase ibu bersalin
2 . Persen 80,22 71,35 96,61 103,71
mendapatkan pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir (0-28
3 hari) mendapatkan pelayanan Persen
) ; 74,46 84,42 90,27 90.84
kesehatan bayi baru lahir
Persentase anak usia 0 - 59 bulan
4 dapatk 1 P
yang men apz?l an pe _a yanan ersen 46,89 49,56 60,75 48,21
kesehatan balita sesuai standar
Persentase anak usia pendidikan
5 Persen
dasar (kelas 1 dan 7) yang 95,94 98,83 97,52 97,89
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No

Bidang Urusan/Indikator

Satuan

Capaian

2016

2018

2019

2020

mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar

Persentase warga negara usia 15 -
59 tahun mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar

Persen

19,13

23,80

56,20

Persentase warga negara usia 60
tahun ke atas mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar

Persen

6,38

43,68

37,47

34,15

Persentase penderita hipertensi
mendapat pelayanan kesehatan
sesuai standar

Persen

23,47

27,42

26,91

22,20

Persentase penyandang Diabetes
Melitus yang mendapat pelayanan
kesehatan sesuai standar

Persen

62,43

38,05

87,74

82,42

10

Persentase ODG]J (Orang Dengan
Gangguan Jiwa) berat yang
mendapat pelayanan kesehatan jiwa
sesuai standar

Persen

100,2

100

52,78

84,20

11

Persentase orang dengan TB yang
mendapat pelayanan TB sesuai
standar

Persen

92,37

103

112,61

51,25

12

Persentase orang berisiko terinfeksi
HIV mendapatkan pemeriksaan HIV
sesuai standar

Persen

46,72

69,61

122,96

94,36
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Tabel 11.47
Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan
Perlindungan Masyarakat (Penanggulangan Bencana)

Capaian
Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan
bencana yang memperoleh informasi rawan Persen
P . 0, 0, 0, 0, 0,
bencana sesuai jenis ancaman bencana 5.00% 16% 35% 35% 35%
Persentase penyelesaian dokumen Kajian Resiko Persen
Bencana 0% 0% 0% 0% 100%
Persentase jumlah aparatur yang mendapat
. Persen 5% 5% 8% 8% 8%
pelatihan
Persentase jumlah masyarakat / relawan yang Persen
mendapat pelatihan 14% 22% 35% 35% 40%
Persentase jumlah anak sekolah yang mendapat Persen
pelatihan 1% 1% 2% 2% 2%
Persentase jumlah masyarakat yang mendapat
layanan pusdalop dan sarana prasarana Persen
0, 0, 0, 0, 0,
penanggulangan bencana 0% 0% 0% 0% 0%
Persentase penilaian dan pendataan kerusakan
. Persen
akibat bencana 55.00% 51.20% 56.80% 66.10% 57.25%
Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam Persen
untuk setiap status darurat bencana 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase jumlah petugas dalam penanganan
Persen
darurat bencana 72% 72% 78% 78% 78%
Persentase jumlah korban yang dievakuasi Persen
terhadap kejadian bencana 100% 100% 100% 100% 100%
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Tabel 11.48
Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal
Urusan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)

No Indikator Satua Capaian
i uan
2016 2017 2018 2019 2020
Cakupan Penegakan peraturan
Persen
Daerah dan peraturan Kepala Daerah 100 100 100 100 100
Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kali/hari
ketentraman Masyarakat 4 4 4 4 4
Cakupan rasio Petugas perlindungan orang/lingk /dusun
Masyarakat 2 2 2 2 2
Tabel 11.49

Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Bidang
Kebakaran Daerah Kab/Kota (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018)

. Capaian
Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Utama Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran
a. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan %
Evakuasi 100 100 100 100 100
b. Layanan Pemadaman yang Dilakukan oleh %
Relawan Kebakaran yang dibentuk 23 22 25 22 21
Indikator Penunjang Layanan Capaian SPM
a. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada %
Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi 100 100 100 100 100
Darurat Non Kebakaran)
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Tabel I1.50
Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial
. Capaian
No Indikator Satuan 2016 2017 2018 | 2019 | 2020
SOSIAL
1 Rehabilitasi sosial dasar penyadang disabilitas Persen
terlantar terlantar di Luar Panti 100 100
2 Rehabilitasi sosial dasar penyadang disabilitas Persen
anak terlantar terlantar di Luar Panti 100 100
3 Rehabilitasi sosial dasar penyadang disabilitas Persen
lanjut usia terlantar di Luar Panti 100 100
Rehabilitasi sosial dasar penyadang disabilitas Persen
4 serta gelandangan pengemis di luar panti 100 100
5 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Persen 100 100 100 100 100
6 Perlindungan Sosial Korban Sosial Persen 100 100 100 100 100
Tabel I1.51
Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
) Standar Pelayanan Minimal Capaian
No Jenis Pelayanan Dasar ;
Indikator 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Prioritas Utama Penyediaan air Tersedianya air baku untuk
1. Sumber Daya Air y 1. | memenuhi kebutuhan pokok n/a n/a n/a 98.83 87.9

untuk kebutuhan masyarakat .. Sy
minimalsehari hari

Tersedianya air irigasi untuk
2. | pertanian rakyat pada sistem 0.669 0.706 0.730 0.741 0.774
irigasi yg sudah ada 3 3 1 3 2

Tersedianya Jalan yang
menghubungkan pusat-pusat
kegiatan dalam Wilayah
Kabupaten/kota

2. Jalan Jaringan Aksesibilitas | 3. 78.34 85.55 86.44 | 90.79
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No

Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal

Capaian

Indikator

2016

2017

2018

2019

2020

Mobilitas

Tersediannya jalan yang
memudahkan masyarakat
perindividu melakukan
perjalanan

Keselamatan

Tersedianya jalan yang
menjamin pengguna jalan
berkendara dengan selamat

Ruas Kondisi Jalan

Tersediannya jalan yang
menjamin kendraan dapat
berjalan dengan selamat dan
nyaman

Kecepatan

Tersedianya Jalan yang
menjamin Perjalanan dapat
dilakukan sesuai dengan
kecepatan rencana

Air minum

Tersedianya akses air minum
yg aman melalui sistem
Penyediaan Air minum
dengan jaringan perpipaan
dan bukan jaringan perpipaan
terlindungi dengan kebutuhan
pokok minimal 60
liter/orang/hari

n/a

80.08

84.88

Pemenuhan kebutuhan

pokok air minum sehari-hari

98.83

87.9

Penataan Ruang:
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Standar Pelayanan Minimal Capaian

Jenis Pelayanan Dasar :
Indikator 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Tersedianya informasi
mengenai Rencana Tata
Ruang (RTR) Wilayah
Kabupaten/Kota beserta
rencana rincinya melalui peta
analog dan peta Digital

Informasi Penataan Ruang 9.

Terlaksanannya Penjaringan
aspirasi masyarakat melalui
forum Konsultasi Publik yg
memenuhi Syarat Inklusif
Pelibatan Peran Masyarakat 10 dalam Proses penyusunan
dalam proses Penyusunan RTR " | RTR dan Program
Pemanfaatan Ruang, yang
dilakukan minimal dua kali
setiap disusunnya RTR dan
Program pemanfaatan Ruang

Terlayaninya masyarakat
dalam pengurusan izin
pemanfaatan ruang sesuai
[zin Pemanfaatan Ruang 11. | dengan peraturan Daerah
tentang RTR Wilayah
Kabupaten/Kota beserta
rencana rincinya
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2.6. CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah
perlu untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable
Development Goals (TPB/SDGs) ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang
merupakan Dokumen dengan muatan tujuan dan sasaran Global.

Pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan
kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen
global dan nasional dalam upaya untuk menyejahteraan masyarakat masyarakat mencakup 17
(tujuh belas) tujuan. Upaya Pencapaian Target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional,
yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan pemerintah daerah
kabupaten/kota sehingga ke depannya dapat menerapkan pembangunan dengan menjaga
keberlangsungan kehidupan masa mendatang. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, maka
dirumuskanlah target indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan pada tabel

berikut.
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TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN

TARGET
. PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
Target TPB Indikator TPB (PERPRES 2015 2016 2017 2018 2019
59/2017)
1.2 | Pada tahun 2030, mengurangi 1.2.1* Persentase Menurunnya Rp 489.195 Rp 424.717 Rp 450.581 Rp 485.435 Rp 503.968
setidaknya setengah proporsi penduduk yang tingkat
laki-laki, perempuan dan anak- hidup di bawah kemiskinan 7,98% 7,63% 7,57% 7,41% 7,20%
anak dari semua usia, yang garis kemiskinan pada tahun
hidup dalam kemiskinan di nasional, menurut 2019 menjadi 7-
semua dimensi, sesuai dengan jenis kelamin dan 8% (2015:
definisi nasional. kelompok umur. 11,13%).
1.3 | Menerapkan secara nasional 1.3.1.(a) | Proporsi peserta Meningkatnya 100% 100% 100% 100% 100%
sistem dan upaya perlindungan jaminan kesehatan persentase
sosial yang tepat bagi semua, melalui SJSN Bidang | penduduk yang
termasuk kelompok yang Kesehatan. menjadi peserta
paling miskin, dan pada tahun jaminan
2030 mencapai cakupan kesehatan
substansial bagi kelompok melalui SJSN
miskin dan rentan. Bidang
Kesehatan
menjadi
minimal 95%
pada tahun
2019
1.3 | Menerapkan secara nasional 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Meningkatnya 100% 100% 100% 100% 100%
sistem dan upaya perlindungan Program Jaminan Kepesertaan
sosial yang tepat bagi semua, Sosial Bidang Program Sistem
termasuk kelompok yang Ketenagakerjaan. Jaminan Sosial
paling miskin, dan pada tahun Nasional (S]SN)
2030 mencapai cakupan Bidang
substansial bagi kelompok Ketenagakerjaan
miskin dan rentan. pada tahun
2019 menjadi
62,4 juta pekerja
formal dan 3,5
juta pekerja
informal (2014:
Formal 29,5
juta; Informal
1,3 juta).
1.3 | Menerapkan secara nasional 1.3.1.(c) | Persentase Meningkatnya 100% 100% 100% 100% 100%
sistem dan upaya perlindungan penyandang persentase
sosial yang tepat bagi semua, disabilitas yang penyandang
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TARGET PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
Target TPB Indikator TPB (PERPRES
2015 2016 2017 2018 2019
59/2017)
termasuk kelompok yang miskin dan rentan difabilitas
paling miskin, dan pada tahun yang terpenuhi hak | miskin dan
2030 mencapai cakupan dasarnya dan rentan yang
substansial bagi kelompok inklusivitas. menerima
miskin dan rentan. bantuan
pemenuhan
kebutuhan dasar
pada tahun
2019 menjadi
17,12% (2015:
14,84%).
1.3 | Menerapkan secara nasional 1.3.1.(d) | Jumlah rumah Menurunnya 45 104 104
sistem dan upaya perlindungan tangga yang jumlah keluarga
sosial yang tepat bagi semua, mendapatkan sangat miskin
termasuk kelompok yang bantuan tunai yang
paling miskin, dan pada tahun bersyarat/Program | mendapatkan
2030 mencapai cakupan Keluarga Harapan. bantuan tunai
substansial bagi kelompok bersyarat
miskin dan rentan. menjadi 2,8 juta
pada tahun
2019 (2015: 3
juta).
1.4 | Pada tahun 2030, menjamin 1.4.1.(j) | Persentase Kepemilikan 76% 65% 69% 97% 97%
bahwa semua laki-laki dan penduduk umur 0- akte lahir untuk
perempuan, khususnya 17 tahun dengan penduduk 40%
masyarakat miskin dan rentan, kepemilikan akta berpendapatan
memiliki hak yang sama kelahiran. terbawah pada
terhadap sumber daya tahun 2019
ekonomi, serta akses terhadap menjadi 77,4%.
pelayanan dasar, kepemilikan
dan kontrol atas tanah dan
bentuk kepemilikan lain,
warisan, sumber daya alam,
teknologi baru, dan jasa
keuangan yang tepat, termasuk
keuangan mikro.
1.4 | Pada tahun 2030, menjamin 1.4.1.(k) | Persentase rumah Meningkatnya 89,58% 110,59%
bahwa semua laki-laki dan tangga miskin dan akses
perempuan, khususnya rentan yang sumber | penerangan
masyarakat miskin dan rentan, penerangan untuk penduduk
memiliki hak yang sama utamanya listrik 40%
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TARGET

Target TPB Indikator TPB (PERPRES
59/2017)

terhadap sumber daya baik dari PLN dan berpendapatan
ekonomi, serta akses terhadap bukan PLN. terbawah
pelayanan dasar, kepemilikan menjadi 100%
dan kontrol atas tanah dan pada tahun
bentuk kepemilikan lain, 2019.
warisan, sumber daya alam,
teknologi baru, dan jasa
keuangan yang tepat, termasuk
keuangan mikro.

1.4 | Pada tahun 2030, menjamin 1.4.1.(a) | Persentase Meningkatnya
bahwa semua laki-laki dan perempuan pernah cakupan
perempuan, khususnya kawin umur 15-49 persalinan di
masyarakat miskin dan rentan, tahun yang proses fasilitas
memiliki hak yang sama melahirkan pelayanan
terhadap sumber daya terakhirnya di kesehatan untuk
ekonomi, serta akses terhadap fasilitas kesehatan. 40% penduduk
pelayanan dasar, kepemilikan berpendapatan
dan kontrol atas tanah dan terbawah pada
bentuk kepemilikan lain, tahun 2019
warisan, sumber daya alam, menjadi 70%
teknologi baru, dan jasa
keuangan yang tepat, termasuk
keuangan mikro.

1.4 | Pada tahun 2030, menjamin 1.4.1.(b) | Persentase anak Meningkatnya
bahwa semua laki-laki dan umur 12-23 bulan cakupan
perempuan, khususnya yang menerima imunisasi dasar
masyarakat miskin dan rentan, imunisasi dasar lengkap pada
memiliki hak yang sama lengkap. anak usia 12-23
terhadap sumber daya bulan untuk
ekonomi, serta akses terhadap 40% penduduk
pelayanan dasar, kepemilikan berpendapatan
dan kontrol atas tanah dan terbawah pada
bentuk kepemilikan lain, tahun 2019
warisan, sumber daya alam, menjadi 63%.
teknologi baru, dan jasa
keuangan yang tepat, termasuk
keuangan mikro.

1.4 | Pada tahun 2030, menjamin 1.4.1.(c) | Prevalensi Meningkatnya
bahwa semua laki-laki dan penggunaan metode | cakupan angka
perempuan, khususnya kontrasepsi (CPR) pemakaian
masyarakat miskin dan rentan, semua cara pada kontrasepsi

PEMENUHAN
2015

63,5%

PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN

2016

67%

2017

65%

PEMENUHAN

2018 2019
71% 74%
89,2%
76,40%
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Target TPB

Indikator TPB

TARGET
(PERPRES
59/2017)

memiliki hak yang sama
terhadap sumber daya

Pasangan Usia
Subur (PUS) usia

semua cara pada
perempuan usia

PEMENUHAN
2015

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN

ekonomi, serta akses terhadap 15-49 tahun yang 15-49 tahun
pelayanan dasar, kepemilikan berstatus kawin. untuk 40%
dan kontrol atas tanah dan penduduk
bentuk kepemilikan lain, berpendapatan
warisan, sumber daya alam, terbawah pada
teknologi baru, dan jasa tahun 2019
keuangan yang tepat, termasuk menjadi 65%.
keuangan mikro.

1.4 | Pada tahun 2030, menjamin 1.4.1.(d) | Persentase rumah Meningkatnya 73,53% 83,70% 84,88% 85,39%
bahwa semua laki-laki dan tangga yang akses air minum
perempuan, khususnya memiliki akses layak untuk
masyarakat miskin dan rentan, terhadap layanan 40% penduduk
memiliki hak yang sama sumber air minum berpendapatan
terhadap sumber daya layak dan terbawah pada
ekonomi, serta akses terhadap berkelanjutan. tahun 2019
pelayanan dasar, kepemilikan menjadi 100%.
dan kontrol atas tanah dan
bentuk kepemilikan lain,
warisan, sumber daya alam,
teknologi baru, dan jasa
keuangan yang tepat, termasuk
keuangan mikro.

1.4 | Pada tahun 2030, menjamin 1.4.1.(e) | Persentase rumah Meningkatnya 89,78% 90,18% 90,91% 89,53%
bahwa semua laki-laki dan tangga yang akses sanitasi
perempuan, khususnya memiliki akses layak untuk
masyarakat miskin dan rentan, terhadap layanan 40% penduduk
memiliki hak yang sama sanitasi layak dan berpendapatan
terhadap sumber daya berkelanjutan. terbawah pada
ekonomi, serta akses terhadap tahun 2019
pelayanan dasar, kepemilikan menjadi 100%.
dan kontrol atas tanah dan
bentuk kepemilikan lain,
warisan, sumber daya alam,
teknologi baru, dan jasa
keuangan yang tepat, termasuk
keuangan mikro.

1.4 | Pada tahun 2030, menjamin 1.4.1.(g) | Angka Partisipasi Meningkatnya 96,57 95,77 96,92 96,98
bahwa semua laki-laki dan Murni (APM) Angka
perempuan, khususnya SD/MlI/sederajat. Partisipasi
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TARGET
Target TPB Indikator TPB (PERPRES PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
2015 2016 2017 2018 2019
59/2017)
masyarakat miskin dan rentan, Murni SD/MI/
memiliki hak yang sama Sederajat pada
terhadap sumber daya tahun 2019
ekonomi, serta akses terhadap menjadi 94,78%
pelayanan dasar, kepemilikan (2015: 91,23%).
dan kontrol atas tanah dan
bentuk kepemilikan lain,
warisan, sumber daya alam,
teknologi baru, dan jasa
keuangan yang tepat, termasuk
keuangan mikro.
1.4 | Pada tahun 2030, menjamin 1.4.1.(h) | Angka Partisipasi Meningkatnya 76,63 72,56 73,26 75,21 77,51
bahwa semua laki-laki dan Murni (APM) Angka
perempuan, khususnya SMP/MTs/sederajat. | Partisipasi
masyarakat miskin dan rentan, Murni
memiliki hak yang sama SMP/MTs/
terhadap sumber daya Sederajat pada
ekonomi, serta akses terhadap tahun 2019
pelayanan dasar, kepemilikan menjadi 82,2%
dan kontrol atas tanah dan (2015: 79,97%).
bentuk kepemilikan lain,
warisan, sumber daya alam,
teknologi baru, dan jasa
keuangan yang tepat, termasuk
keuangan mikro.
1.5 | Pada tahun 2030, membangun | 1.5.1* Jumlah korban (tidak ada dalam 7.205 1.990 67.049 965 23.209
ketahanan masyarakat miskin meninggal, hilang, lampiran
dan mereka yang berada dalam dan terkena dampak | Perpres
kondisi rentan, dan bencana per 59/2017)
mengurangi kerentanan 100.000 orang.
mereka terhadap kejadian
ekstrim terkait iklim dan
guncangan ekonomi, sosial,
lingkungan, dan bencana.
1.5 | Pada tahun 2030, membangun | 1.5.1.(a) | Jumlah lokasi Meningkatnya 1
ketahanan masyarakat miskin penguatan jumlah lokasi
dan mereka yang berada dalam pengurangan risiko | penguatan
kondisi rentan, dan bencana daerah. pengurangan
mengurangi kerentanan risiko bencana
mereka terhadap kejadian daerah pada
ekstrim terkait iklim dan tahun 2019
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TARGET

Target TPB Indikator TPB (PERPRES PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
2015 2016 2017 2018 2019
59/2017)
guncangan ekonomi, sosial, menjadi 39
lingkungan, dan bencana. daerah (2015:
35 daerah).
1.5 | Pada tahun 2030, membangun | 1.5.1.(e) | Indeks risiko Menurunnya 160,4 135,52 129,84 124 114,97
ketahanan masyarakat miskin bencana pada pusat- | indeks risiko
dan mereka yang berada dalam pusat pertumbuhan | bencana pada
kondisi rentan, dan yang berisiko tinggi. | pusat-pusat
mengurangi kerentanan pertumbuhan
mereka terhadap kejadian yang berisiko
ekstrim terkait iklim dan tinggi dari 58
guncangan ekonomi, sosial, menjadi 118,6 di
lingkungan, dan bencana. 133
Kabupaten/Kota
(2014:169,4).
1.5 | Pada tahun 2030, membangun | 1.5.2.(a) | Jumlah kerugian (tidak ada dalam 3.298.075.000
ketahanan masyarakat miskin ekonomi langsung lampiran
dan mereka yang berada dalam akibat bencana. Perpres
kondisi rentan, dan 59/2017)
mengurangi kerentanan
mereka terhadap kejadian
ekstrim terkait iklim dan
guncangan ekonomi, sosial,
lingkungan, dan bencana.
1.5 | Pada tahun 2030, membangun | 1.5.3* Dokumen strategi (tidak ada dalam 1
ketahanan masyarakat miskin pengurangan risiko | lampiran
dan mereka yang berada dalam bencana (PRB) Perpres
kondisi rentan, dan tingkat nasional dan | 59/2017)
mengurangi kerentanan daerah.
mereka terhadap kejadian
ekstrim terkait iklim dan
guncangan ekonomi, sosial,
lingkungan, dan bencana.
1.5 | Pada tahun 2030, membangun | 1.5.1.(b) | Pemenuhan Terpenuhinya 100% 100% 100% 100% 100%
ketahanan masyarakat miskin kebutuhan dasar kebutuhan dasar
dan mereka yang berada dalam korban bencana korban bencana
kondisi rentan, dan sosial. sosial hingga

mengurangi kerentanan
mereka terhadap kejadian
ekstrim terkait iklim dan
guncangan ekonomi, sosial,
lingkungan, dan bencana.

tahun 2019
menjadi 151
ribu (2015: 43
ribu).
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TARGET

. PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
Target TPB Indikator TPB (PERPRES 2015 2016 2017 2018 2019
59/2017)
1.5 | Pada tahun 2030, membangun | 1.5.1.(c) | Pendampingan Terlaksananya 100% 100% 100% 100% 100%
ketahanan masyarakat miskin psikososial korban pendampingan
dan mereka yang berada dalam bencana sosial. psikososial
kondisi rentan, dan korban bencana
mengurangi kerentanan sosial hingga
mereka terhadap kejadian tahun 2019
ekstrim terkait iklim dan menjadi 81,5
guncangan ekonomi, sosial, ribu (2015: 21,5
lingkungan, dan bencana. ribu).
1.5 | Pada tahun 2030, membangun | 1.5.1.(d) | Jumlah daerah Meningkatnya 100% 100% 100% 100% 100%
ketahanan masyarakat miskin bencana jumlah daerah
dan mereka yang berada dalam alam/bencana sosial | bencana
kondisi rentan, dan yang mendapat alam/bencana
mengurangi kerentanan pendidikan layanan | sosial yang
mereka terhadap kejadian khusus. mendapat
ekstrim terkait iklim dan (SMAB=Sekolah/ pendidikan
guncangan ekonomi, sosial, Madrasah Aman layanan khusus
lingkungan, dan bencana. Bencana) pada tahun
2019 menjadi
450 (2015:
100).
l.a | Menjamin mobilisasi yang la.1* Proporsi sumber (tidak ada dalam 93,86% 96,60% 97% 71%
signifikan terkait sumber daya daya yang lampiran
dari berbagai sumber, dialokasikan oleh Perpres
termasuk melalui kerjasama pemerintah secara 59/2017)
pembangunan yang lebih baik, langsung untuk
untuk menyediakan sarana program
yang memadai dan terjangkau pemberantasan
bagi negara berkembang, kemiskinan.
khususnya negara kurang
berkembang untuk
melaksanakan program dan
kebijakan mengakhiri
kemiskinan di semua dimensi.
l.a | Menjamin mobilisasi yang l.a.2* Pengeluaran untuk (tidak ada dalam 38,50% 40,60% 40,50%
signifikan terkait sumber daya layanan pokok lampiran
dari berbagai sumber, (pendidikan, Perpres
termasuk melalui kerjasama kesehatan dan 59/2017)

pembangunan yang lebih baik,
untuk menyediakan sarana
yang memadai dan terjangkau

perlindungan sosial)
sebagai persentase
dari total belanja
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Target TPB

Indikator TPB

TARGET
(PERPRES
59/2017)

bagi negara berkembang,
khususnya negara kurang
berkembang untuk
melaksanakan program dan
kebijakan mengakhiri
kemiskinan di semua dimensi.

pemerintah.

PEMENUHAN

2015

PEMENUHAN | PEMENUHAN

2016

2017

PEMENUHAN

2018

PEMENUHAN
2019

TUJUAN 2. MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN

BERKELANJUTAN
T . TARGET PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
arget TPB Indikator TPB (PERPRES 2015 2016 2017 2018 2019
59/2017)
2.1 | Padatahun 2030, menghilangkan | 2.1.1.(a) | Prevalensi Menurunnya 21,5% 20,4% 19,3% 18,1% 17%
kelaparan dan menjamin akses kekurangan gizi prevalensi
bagi semua orang, khususnya (underweight) pada | kekurangan gizi
orang miskin dan mereka yang anak balita. (underweight)
berada dalam kondisi rentan, pada anak balita
termasuk bayi, terhadap pada tahun 2019
makanan yang aman, bergizi, dan menjadi 17%
cukup sepanjang tahun. (2013: 19,6 %).
2.1 | Padatahun 2030, menghilangkan | 2.1.1* Prevalensi (tidak ada dalam 118,87% 135,05% 129,32%
kelaparan dan menjamin akses Ketidakcukupan lampiran Perpres
bagi semua orang, khususnya Konsumsi Pangan 59/2017)
orang miskin dan mereka yang (Prevalence of
berada dalam kondisi rentan, Undernourishment).
termasuk bayi, terhadap
makanan yang aman, bergizi, dan
cukup sepanjang tahun.
2.1 | Padatahun 2030, menghilangkan | 2.1.2* Prevalensi (tidak ada dalam 76,25%
kelaparan dan menjamin akses penduduk dengan lampiran Perpres
bagi semua orang, khususnya kerawanan pangan 59/2017)
orang miskin dan mereka yang sedang atau berat,
berada dalam kondisi rentan, berdasarkan pada
termasuk bayi, terhadap Skala Pengalaman
makanan yang aman, bergizi, dan Kerawanan Pangan.
cukup sepanjang tahun.
2.1 | Padatahun 2030, menghilangkan | 2.1.2.(a) | Proporsi penduduk | Menurunnya
kelaparan dan menjamin akses dengan asupan proporsi
bagi semua orang, khususnya kalori minimum di penduduk dengan
orang miskin dan mereka yang bawah 1400 asupan kalori
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TARGET
Target TPB Indikator TPB (PERPRES
59/2017)
berada dalam kondisi rentan, kkal/kapita/hari. minimum di
termasuk bayi, terhadap bawah 1400
makanan yang aman, bergizi, dan kkal/kapita/hari
cukup sepanjang tahun. pada tahun 2019
menjadi 8,5 %
(2015: 17,4%).

2.2 | Padatahun 2030, menghilangkan | 2.2.1* Prevalensi stunting | (tidak ada dalam
segala bentuk kekurangan gizi, (pendek dan sangat | lampiran Perpres
termasuk pada tahun 2025 pendek) pada anak 59/2017)
mencapai target yang disepakati di bawah lima
secara internasional untuk anak tahun/balita.
pendek dan kurus di bawah usia
5 tahun, dan memenuhi
kebutuhan gizi remaja
perempuan, ibu hamil dan
menyusui, serta manula.

2.2 | Padatahun 2030, menghilangkan | 2.2.1.(a) | Prevalensi stunting | Menurunnya
segala bentuk kekurangan gizi, (pendek dan sangat | prevalensi
termasuk pada tahun 2025 pendek) pada anak | stunting (pendek
mencapai target yang disepakati di bawah dua dan sangat
secara internasional untuk anak tahun/baduta. pendek) pada
pendek dan kurus di bawah usia anak di bawah
5 tahun, dan memenuhi dua
kebutuhan gizi remaja tahun/baduta
perempuan, ibu hamil dan pada tahun 2019
menyusui, serta manula. menjadi 28%

(2013: 32,9%).

2.2 | Padatahun 2030, menghilangkan | 2.2.2* Prevalensi (tidak ada dalam
segala bentuk kekurangan gizi, malnutrisi (berat lampiran Perpres
termasuk pada tahun 2025 badan/tinggi 59/2017)
mencapai target yang disepakati badan) anak pada
secara internasional untuk anak usia kurang dari 5
pendek dan kurus di bawah usia tahun, berdasarkan
5 tahun, dan memenuhi tipe.
kebutuhan gizi remaja
perempuan, ibu hamil dan
menyusui, serta manula.

2.2 | Padatahun 2030, menghilangkan | 2.2.2.(a) | Prevalensi anemia Menurunnya
segala bentuk kekurangan gizi, pada ibu hamil. prevalensi
termasuk pada tahun 2025 anemia pada ibu
mencapai target yang disepakati hamil pada tahun

PEMENUHAN | PEMENUHAN
2015 2016

PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
2017 2018 2019

19,94%

14,27%

9,61

19,87%

BEl




RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022

TARGET
Target TPB Indikator TPB (PERPRES
59/2017)
secara internasional untuk anak 2019 menjadi
pendek dan kurus di bawah usia 28% (2013:
5 tahun, dan memenuhi 37,1%).
kebutuhan gizi remaja
perempuan, ibu hamil dan
menyusui, serta manula.

2.2 | Padatahun 2030, menghilangkan | 2.2.2.(b) | Persentase bayi usia | Persentase bayi
segala bentuk kekurangan gizi, kurang dari 6 bulan | usia kurang dari 6
termasuk pada tahun 2025 yang mendapatkan bulan yang
mencapai target yang disepakati ASI eksklusif. mendapat ASI
secara internasional untuk anak eksklusif menjadi
pendek dan kurus di bawah usia 50% pada tahun
5 tahun, dan memenuhi (2013: 38%).
kebutuhan gizi remaja
perempuan, ibu hamil dan
menyusui, serta manula.

2.2 | Padatahun 2030, menghilangkan | 2.2.2.(c) | Kualitas konsumsi Meningkatnya
segala bentuk kekurangan gizi, pangan yang kualitas konsumsi
termasuk pada tahun 2025 diindikasikan oleh pangan yang
mencapai target yang disepakati skor Pola Pangan diindikasikan
secara internasional untuk anak Harapan (PPH) oleh skor Pola
pendek dan kurus di bawah usia mencapai; dan Pangan Harapan
5 tahun, dan memenuhi tingkat konsumsi (PPH) mencapai
kebutuhan gizi remaja ikan. 92,5 (2014-: 81,8),
perempuan, ibu hamil dan dan tingkat
menyusui, serta manula. konsumsi ikan

menjadi 54,5
kg/kapita/tahun
pada tahun 2019
(2015: 40,9
kg/kapita/tahun).

2.3 | Padatahun 2030, menggandakan | 2.3.1* Nilai Tambah (tidak ada dalam
produktivitas pertanian dan Pertanian dibagi lampiran Perpres
pendapatan produsen makanan jumlah tenaga kerja | 59/2017)

di sektor pertanian
(rupiah per tenaga
kerja).

skala kecil, khususnya
perempuan, masyarakat
penduduk asli, keluarga petani,
penggembala dan nelayan,
termasuk melalui akses yang
aman dan sama terhadap lahan,
sumber daya produktif, dan input

PEMENUHAN | PEMENUHAN

11,28%

PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN

55,42% 44,87% 73,8%

11,31% 68,31%

12,37%
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TARGET
Target TPB Indikator TPB (PERPRES PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
2015 2016 2017 2018 2019
59/2017)
lainnya, pengetahuan, jasa
keuangan, pasar, dan peluang
nilai tambah, dan pekerjaan
nonpertanian.
TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA
TARGET
Target TPB Indikator TPB (PERPRES PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
2016 2017 2018 2019
59/2017)
3.1 | Pada tahun 2030, mengurangi 3.1.1%* Angka Kematian Menurunnya 260 163 178
rasio angka kematian ibu hingga Ibu (AKI). (Jmlh angka kematian
kurang dari 70 per 100.000 Kematian ibu per 100 ribu
kelahiran hidup. ibu/Kelahiran kelahiran hidup
hidup) pada tahun 2019
menjadi 306
(2010: 346).
3.1 | Pada tahun 2030, mengurangi 3.1.2* Proporsi Meningkatnya
rasio angka kematian ibu hingga perempuan pernah | persentase
kurang dari 70 per 100.000 kawin umur 15-49 | persalinan oleh
kelahiran hidup. tahun yang proses | tenaga kesehatan
melahirkan terampil pada
terakhirnya tahun 2019
ditolong oleh menjadi 95 %
tenaga kesehatan (2015:91,51%).
terlatih.
3.1 | Pada tahun 2030, mengurangi 3.1.2.(a) | Persentase Meningkatnya 63,5% 67% 65% 71% 74%
rasio angka kematian ibu hingga perempuan pernah | persentase
kurang dari 70 per 100.000 kawin umur 15-49 | persalinan di
kelahiran hidup. tahun yang proses | fasilitas pelayanan
melahirkan kesehatan pada
terakhirnya di tahun 2019
fasilitas kesehatan. | menjadi 85 %
(2015: 75%).
3.2 | Pada tahun 2030, mengakhiri 3.2.1* Angka Kematian (tidak ada dalam 1,56 1,26 1,19
kematian bayi baru lahir dan Balita (AKBa) per lampiran Perpres
balita yang dapat dicegah, 1000 kelahiran 59/2017)
dengan seluruh negara berusaha hidup.
menurunkan Angka Kematian
Neonatal setidaknya hingga 12
per 1000 KH (Kelahiran Hidup)
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PEMENUHAN | PEMENUHAN
2015 2016

PEMENUHAN
2017

PEMENUHAN
2018

PEMENUHAN
2019

211 bayi

168 bayi

TARGET
Target TPB Indikator TPB (PERPRES
59/2017)
dan Angka Kematian Balita 25
per 1000.

3.2 | Pada tahun 2030, mengakhiri 3.2.2* Angka Kematian (tidak ada dalam
kematian bayi baru lahir dan Neonatal (AKN) lampiran Perpres
balita yang dapat dicegah, per 1000 kelahiran | 59/2017)
dengan seluruh negara berusaha hidup.
menurunkan Angka Kematian
Neonatal setidaknya hingga 12
per 1000 KH (Kelahiran Hidup)
dan Angka Kematian Balita 25
per 1000.

3.2 | Pada tahun 2030, mengakhiri 3.2.2.(a) | Angka Kematian Menurunnya
kematian bayi baru lahir dan Bayi (AKB) per angka kematian
balita yang dapat dicegah, 1000 kelahiran bayi per 1000
dengan seluruh negara berusaha hidup. kelahiran hidup
menurunkan Angka Kematian pada tahun 2019
Neonatal setidaknya hingga 12 menjadi 24 (2012-
per 1000 KH (Kelahiran Hidup) 2013:32).
dan Angka Kematian Balita 25
per 1000.

3.2 | Pada tahun 2030, mengakhiri 3.2.2.(b) | Persentase Meningkatnya
kematian bayi baru lahir dan kabupaten/kota persentase
balita yang dapat dicegah, yang mencapai kabupaten/ kota
dengan seluruh negara berusaha 80% imunisasi yang mencapai
menurunkan Angka Kematian dasar lengkap 80% imunisasi
Neonatal setidaknya hingga 12 pada bayi. dasar lengkap
per 1000 KH (Kelahiran Hidup) pada bayi pada
dan Angka Kematian Balita 25 tahun 2019
per 1000. menjadi 95%

(2015: 71,2%).

3.3 | Pada tahun 2030, mengakhiri 3.3.1.(a) | Prevalensi HIV Menurunnya
epidemi AIDS, tuberkulosis, pada populasi prevalensi HIV
malaria, dan penyakit tropis yang dewasa. pada populasi
terabaikan, dan memerangi dewasa tahun
hepatitis, penyakit bersumber 2019 menjadi
air, serta penyakit menular <0,5% (2014:
lainnya. 0,46%).

3.3 | Pada tahun 2030, mengakhiri 3.3.2.(a) | Insiden Menurunnya
epidemi AIDS, tuberkulosis, Tuberkulosis (ITB) | prevalensi

malaria, dan penyakit tropis yang

per 100.000

Tuberculosis (TB)

219 bayi

178 bayi

15,22

167 bayi

95,77%

79,43%
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TARGET
Target TPB Indikator TPB (PERPRES
59/2017)
terabaikan, dan memerangi penduduk. per 100.000
hepatitis, penyakit bersumber penduduk pada
air, serta penyakit menular tahun 2019
lainnya. menjadi 245
(2013: 297).

3.3 | Pada tahun 2030, mengakhiri 3.3.3* Kejadian Malaria (tidak ada dalam
epidemi AIDS, tuberkulosis, per 1000 orang. lampiran Perpres
malaria, dan penyakit tropis yang 59/2017)
terabaikan, dan memerangi
hepatitis, penyakit bersumber
air, serta penyakit menular
lainnya.

3.3 | Pada tahun 2030, mengakhiri 3.3.3.(a) | Jumlah Meningkatnya
epidemi AIDS, tuberkulosis, kabupaten/kota jumlah
malaria, dan penyakit tropis yang yang mencapai kabupaten/kota
terabaikan, dan memerangi eliminasi malaria. dengan eliminasi
hepatitis, penyakit bersumber malaria pada
air, serta penyakit menular tahun 2019
lainnya. menjadi 300

(2013: 212).

3.3 | Pada tahun 2030, mengakhiri 3.3.4.(a) | Persentase (tidak ada dalam
epidemi AIDS, tuberkulosis, kabupaten/kota lampiran Perpres
malaria, dan penyakit tropis yang yang melakukan 59/2017)
terabaikan, dan memerangi deteksi dini untuk
hepatitis, penyakit bersumber infeksi Hepatitis B.
air, serta penyakit menular
lainnya.

3.3 | Pada tahun 2030, mengakhiri 3.3.5*% Jumlah orang yang | (tidak ada dalam
epidemi AIDS, tuberkulosis, memerlukan lampiran Perpres
malaria, dan penyakit tropis yang intervensi 59/2017)
terabaikan, dan memerangi terhadap penyakit
hepatitis, penyakit bersumber tropis yang
air, serta penyakit menular terabaikan
lainnya. (Filariasis dan

Kusta).

3.3 | Pada tahun 2030, mengakhiri 3.3.5.(a) | Jumlah provinsi Meningkatnya
epidemi AIDS, tuberkulosis, dengan eliminasi jumlah provinsi
malaria, dan penyakit tropis yang Kusta. dengan eliminasi
terabaikan, dan memerangi kusta sebanyak 34
hepatitis, penyakit bersumber provinsi pada

PEMENUHAN | PEMENUHAN

0 kejadian 1 kejadian
per 1.000 per 1.000
orang orang

0,29 per
10.000
penduduk

0,47 per
10.000
penduduk

PEMENUHAN | PEMENUHAN

0 kejadian 25 kejadian
per 1.000 per 1.000
orang orang

0,54 per
10.000
penduduk

PEMENUHAN
2019

25 kejadian
per 1.000
orang
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TARGET

Target TPB Indikator TPB (PERPRES PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
2015 2016 2017 2018 2019
59/2017)
air, serta penyakit menular tahun 2019
lainnya. (2013:20).
3.4 | Padatahun 2030, mengurangi 3.4.1.(a) | Persentase Menurunnya 27,74%
hingga sepertiga angka kematian merokok pada persentase
dini akibat penyakit tidak penduduk umur merokok pada
menular, melalui pencegahan <18 tahun. penduduk usia <18
dan pengobatan, serta tahun pada tahun
meningkatkan kesehatan mental 2019 menjadi
dan kesejahteraan. 5,4% (2013:
7,2%).
3.4 | Pada tahun 2030, mengurangi 3.4.1.(b) | Prevalensi tekanan | Menurunnya 45,2
hingga sepertiga angka kematian darah tinggi. prevalensi tekanan
dini akibat penyakit tidak darah tinggi pada
menular, melalui pencegahan tahun 2019
dan pengobatan, serta menjadi 24,3%
meningkatkan kesehatan mental (2013: 25,8%).
dan kesejahteraan.
3.4 | Pada tahun 2030, mengurangi 3.4.1.(c) | Prevalensi obesitas | Tidak 23%
hingga sepertiga angka kematian pada penduduk meningkatnya
dini akibat penyakit tidak umur 218 tahun. prevalensi obesitas
menular, melalui pencegahan pada penduduk
dan pengobatan, serta usia 18 tahun ke
meningkatkan kesehatan mental atas pada tahun
dan kesejahteraan. 2019 menjadi
15,4% (2013:
15,4%).
3.4 | Padatahun 2030, mengurangi 3.4.2.(a) | Jumlah Meningkatnya 32 PKM
hingga sepertiga angka kematian kabupaten/kota jumlah
dini akibat penyakit tidak yang memiliki Kabupaten/Kota
menular, melalui pencegahan puskesmas yang yang memiliki
dan pengobatan, serta menyelenggarakan | puskesmas yang
meningkatkan kesehatan mental upaya kesehatan menyelenggarakan
dan kesejahteraan. jiwa. upaya kesehatan
jiwa pada tahun
2019 menjadi 280
(2015: 80).
3.5 | Memperkuat pencegahan dan 3.5.1.(e) | Prevalensi Terkendalinya laju 1 orang
pengobatan penyalahgunaan zat, penyalahgunaan prevalensi
termasuk penyalahgunaan narkoba. penyalahgunaan

narkotika dan penggunaan

narkoba pada
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TARGET
. PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
Target TPB Indikator TPB (PERPRES 2015 2016 2017 2018 2019
59/2017)
alkohol yang membahayakan. akhir tahun 2019
menjadi angka
0,02% (2015:
0,05%).
3.8 | Mencapai cakupan kesehatan 3.8.1.(a) | Unmetneed Menurunnya 97,5%
universal, termasuk pelayanan unmeet need
perlindungan risiko keuangan, kesehatan. pelayanan
akses terhadap pelayanan kesehatan pada
kesehatan dasar yang baik, dan tahun 2019
akses terhadap obat- obatan dan menjadi 9,91%
vaksin dasar yang aman, efektif, (2012-
berkualitas, dan terjangkau bagi 2013:11,4%).
semua orang.
3.8 | Mencapai cakupan kesehatan 3.8.2* Jumlah penduduk (tidak ada dalam 92,19%
universal, termasuk yang dicakup lampiran Perpres
perlindungan risiko keuangan, asuransi kesehatan | 59/2017)
akses terhadap pelayanan atau sistem
kesehatan dasar yang baik, dan kesehatan
akses terhadap obat- obatan dan masyarakat per
vaksin dasar yang aman, efektif, 1000 penduduk.
berkualitas, dan terjangkau bagi
semua orang.
3.8 | Mencapai cakupan kesehatan 3.8.2.(a) | Cakupan Jaminan Meningkatnya 100% 100% 100% 100% 100%
universal, termasuk Kesehatan cakupan Jaminan
perlindungan risiko keuangan, Nasional (JKN). Kesehatan
akses terhadap pelayanan Nasional (JKN)
kesehatan dasar yang baik, dan pada tahun 2019
akses terhadap obat- obatan dan minimal 95%
vaksin dasar yang aman, efektif, (2015:60%).
berkualitas, dan terjangkau bagi
semua orang.
3.9 | Padatahun 2030, secara 3.9.3.(a) | Proporsi kematian | (tidak ada dalam 41,16%
signifikan mengurangi jumlah akibat keracunan. lampiran Perpres
kematian dan kesakitan akibat 59/2017)
bahan kimia berbahaya, serta
polusi dan kontaminasi udara,
air, dan tanah.
3.a | Memperkuat pelaksanaan the 3.a.1* Persentase (tidak ada dalam 21,74%
Framework Convention on merokok pada lampiran Perpres
Tobacco Control WHO di seluruh penduduk umur 59/2017)
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Target TPB

Indikator TPB

TARGET
(PERPRES
59/2017)

PEMENUHAN
2015 2016

negara sebagai langkah yang
tepat.

>15 tahun.

3b

Mendukung penelitian dan
pengembangan vaksin dan obat
penyakit menular dan tidak
menular yang terutama
berpengaruh terhadap negara
berkembang, menyediakan akses
terhadap obat dan vaksin dasar
yang terjangkau, sesuai the Doha
Declaration tentang the TRIPS
Agreement and Public Health,
yang menegaskan hak negara
berkembang untuk
menggunakan secara penuh
ketentuan dalam Kesepakatan
atas Aspek-Aspek Perdagangan
dari Hak Kekayaan Intelektual
terkait keleluasaan untuk
melindungi kesehatan
masyarakat, dan khususnya,
menyediakan akses obat bagi
semua.

3b.1.(a)

Persentase
ketersediaan obat
dan vaksin di
Puskesmas.

(tidak ada dalam
lampiran Perpres
59/2017)

3.c

Meningkatkan secara signifikan
pembiayaan kesehatan dan
rekrutmen, pengembangan,
pelatihan, dan retensi tenaga
kesehatan di negara
berkembang, khususnya negara
kurang berkembang, dan negara
berkembang pulau kecil.

3.c.1*

Kepadatan dan
distribusi tenaga
kesehatan.

(tidak ada dalam
lampiran Perpres
59/2017)

1,319 2,186

2017

1,356

2018

1,422

PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN

2019

54,72%

1,536

TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INSKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR
SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA

1100 [
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TARGET

. PEMENUHAN PEMENUHAN PEMENUHAN PEMENUHAN PEMENUHAN
Target TPB Indikator TPB (PERPRES 2015 2016 2017 2018 2019
59/2017)

4. | Padatahun 2030, menjamin | 4.1.1.(a) | Persentase SD/MI Meningkatnya 61,5 68,7 81 81,6 82,3
1 | bahwa semua anak berakreditasi minimal | persentase SD/MI

perempuan dan laki-laki B. berakreditasi

menyelesaikan pendidikan minimal B pada

dasar dan menengah tanpa tahun 2019

dipungut biaya, setara, dan menjadi 84,2%

berkualitas, yang mengarah (2015:68,7%).

pada capaian pembelajaran

yang relevan dan efektif.
4. | Padatahun 2030, menjamin | 4.1.1.(b) | Persentase SMP/MTs Meningkatnya 94 95 96
1 | bahwa semua anak berakreditasi minimal | persentase

perempuan dan laki-laki B. SMP/MTs

menyelesaikan pendidikan berakreditasi

dasar dan menengah tanpa minimal B pada

dipungut biaya, setara, dan tahun 2019

berkualitas, yang mengarah menjadi 81%

pada capaian pembelajaran (2015:62,5%).

yang relevan dan efektif.
4. | Padatahun 2030, menjamin | 4.1.1.(d) | Angka Partisipasi Meningkatnya 117,58 114,34 114,34 105,83 103,95
1 | bahwa semua anak Kasar (APK) Angka Partisipasi

perempuan dan laki-laki SD/MI/sederajat. Kasar (APK)

menyelesaikan pendidikan SD/MlI/sederajat

dasar dan menengah tanpa pada tahun 2019

dipungut biaya, setara, dan menjadi 114,09%

berkualitas, yang mengarah (2015: 108%).

pada capaian pembelajaran

yang relevan dan efektif.
4. | Padatahun 2030, menjamin | 4.1.1.(e) | Angka Partisipasi Meningkatnya APK 92,58 97,48 97,48 99,80 96,69
1 | bahwa semua anak Kasar (APK) SMP/MTs/sederaj

perempuan dan laki-laki SMP/MTs/sederajat. at pada tahun

menyelesaikan pendidikan 2019 menjadi

dasar dan menengah tanpa 106,94% (2015:

dipungut biaya, setara, dan 100,7%).

berkualitas, yang mengarah

pada capaian pembelajaran

yang relevan dan efektif.
4. | Padatahun 2030, menjamin | 4.1.1.(g) | Rata-ratalama Meningkatnya 8,68 8,71 8,83 8,84 8,84
1 | bahwa semua anak sekolah penduduk rata-rata lama

perempuan dan laki-laki umur 215 tahun. sekolah penduduk

menyelesaikan pendidikan usia di atas 15

dasar dan menengah tanpa tahun pada tahun
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TARGET
Target TPB Indikator TPB (PERPRES PEMENUHAN | PEMENUHAN PEMENUHAN | PEMENUHAN PEMENUHAN
2015 2016 2017 2018 2019
59/2017)

dipungut biaya, setara, dan 2019 menjadi 8,8

berkualitas, yang mengarah tahun (2015: 8,25

pada capaian pembelajaran tahun).

yang relevan dan efektif.
4. | Padatahun 2030, menjamin | 4.2.2.(a) | Angka Partisipasi Meningkatnya APK 100 100 100 100 100
2 | bahwa semua anak Kasar (APK) anak yang

perempuan dan laki-laki Pendidikan Anak Usia | mengikuti

memiliki akses terhadap Dini (PAUD). Pendidikan Anak

perkembangan dan Usia Dini (PAUD)

pengasuhan anak usia dini, pada tahun 2019

pengasuhan, pendidikan menjadi 77,2%

pra-sekolah dasar yang (2015:70,06%).

berkualitas, sehingga

mereka siap untuk

menempuh pendidikan

dasar.
4. | Padatahun 2030, 4.4.1* Proporsi remaja dan (tidak ada dalam 0,18% 2,9%
4 | meningkatkan secara dewasa dengan lampiran Perpres

signifikan jumlah pemuda keterampilan 59/2017)

dan orang dewasa yang teknologi informasi

memiliki keterampilan yang dan komunikasi (TIK).

relevan, termasuk

keterampilan teknik dan

kejuruan, untuk pekerjaan,

pekerjaan yang layak dan

kewirausahaan.
4. | Padatahun 2030, 4.5.1* Rasio Angka 4.1. Rasio Angka 99,86 99,96 99,69 99,70 99,71
5 | menghilangkan disparitas Partisipasi Murni Partisipasi Murni

gender dalam pendidikan, (APM) (APM)

dan menjamin akses yang perempuan/laki-laki perempuan/laki-

sama untuk semua tingkat di (1) laki di

pendidikan dan pelatihan SD/MI/sederajat; (2) SD/MlI/paket A

kejuruan, bagi masyarakat SMP/MTs/sederajat; yang setara gender

rentan termasuk 3 pada tahun 2019.

penyandang cacat, SMA/SMK/MA/sedera | 4.2 Rasio APM

masyarakat penduduk asli, jat; dan Rasio Angka perempuan/laki-

dan anak-anak dalam Partisipasi Kasar laki di SMP/MTs/

kondisi rentan. (APK) Paket B yang

perempuan/laki-laki
di (4) Perguruan
Tinggi.

setara gender pada
tahun 2019. 4.3
Rasio APK
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TARGET PEMENUHAN PEMENUHAN PEMENUHAN PEMENUHAN PEMENUHAN
Target TPB Indikator TPB (PERPRES
2015 2016 2017 2018 2019
59/2017)
perempuan/laki-
laki di
SMA/SMK/MA
yang setara gender
pada tahun 2019.
4.4 Rasio APK
perempuan/laki-
laki pada PT dan
PTA yang setara
gender pada tahun
2019.
4. | Padatahun 2030, menjamin | 4.6.1.(a) | Persentase angka Meningkatnya 99,89 99,9 99,9 99,93 99,93
6 | bahwa semua remaja dan melek aksara rata-rata angka
proporsi kelompok dewasa penduduk umur 215 melek aksara
tertentu, baik laki-laki tahun. penduduk usia di
maupun perempuan, atas 15 tahun pada
memiliki kemampuan tahun 2019
literasi dan numerasi. menjadi 96,1%
(2015: 95,2%).
4. | Padatahun 2030, menjamin | 4.6.1.(b) | Persentase angka Meningkatnya 99,47
6 | bahwa semua remaja dan melek aksara persentase angka
proporsi kelompok dewasa penduduk umur 15-24 | melek aksara
tertentu, baik laki-laki tahun dan umur 15-59 | penduduk usia
maupun perempuan, tahun. dewasa usia 15-59
memiliki kemampuan tahun pada tahun
literasi dan numerasi. 2019.
4.a | Membangun dan 4.a.1* Proporsi sekolah (tidak ada dalam 100% 100% 100% 100% 100%
meningkatkan fasilitas dengan akses ke: (a) lampiran Perpres
pendidikan yang ramah listrik (b) internet 59/2017)

anak, ramah penyandang
cacat dan gender, serta
menyediakan lingkungan
belajar yang aman, anti
kekerasan, inklusif dan
efektif bagi semua.

untuk tujuan
pengajaran, (c)
komputer untuk
tujuan pengajaran, (d)
infrastruktur dan
materi memadai bagi
siswa disabilitas, (e)
air minum layak, (f)
fasilitas sanitasi dasar
per jenis kelamin, (g)
fasilitas cuci tangan
(terdiri air, sanitasi,
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RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022
TARGET PEMENUHAN PEMENUHAN PEMENUHAN PEMENUHAN PEMENUHAN
Target TPB Indikator TPB (PERPRES
2015 2016 2017 2018 2019
59/2017)
dan higienis bagi
semua (WASH).
4.c | Padatahun 2030, secara 4.c.1* Persentase guru TK, (tidak ada dalam 100% 100% 100% 100% 100%
signifikan meningkatkan SD, SMP, SMA, SMK, lampiran Perpres
pasokan guru yang dan SLB yang 59/2017)
berkualitas, termasuk bersertifikat pendidik.
melalui kerjasama
internasional dalam
pelatihan guru di negara
berkembang, terutama
negara kurang berkembang,
dan negara berkembang
kepulauan kecil.
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN
. TARGET (PERPRES PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
Target TPB Indikator TPB 59/2017) 2019
5.1 | Mengakhiri segala 5.1.1* Jumlah kebijakan Meningkatnya jumlah 4
bentuk diskriminasi yang responsif gender | kebijakan yang
terhadap kaum mendukung responsif gender
perempuan pemberdayaan mendukung
dimanapun. perempuan. pemberdayaan
perempuan pada tahun
2019 bertambah
sebanyak 16 (2015: 19).
5.2 | Menghapuskan segala 5.2.1% Proporsi perempuan (tidak ada dalam 6 kasus
bentuk kekerasan dewasa dan anak lampiran Perpres
terhadap kaum perempuan (umur 59/2017)

perempuan di ruang
publik dan pribadi,
termasuk perdagangan
orang dan eksploitasi
seksual, serta berbagai
jenis eksploitasi
lainnya.

15-64 tahun)
mengalami kekerasan
(fisik, seksual, atau
emosional) oleh
pasangan atau
mantan pasangan
dalam 12 bulan
terakhir.
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KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022

Target TPB Indikator TPB :g;iz(i)El'l';gPERPRES PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
5.2 | Menghapuskan segala 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan | Menurunnya prevalensi
bentuk kekerasan terhadap anak kasus kekerasan

terhadap kaum
perempuan di ruang
publik dan pribadi,
termasuk perdagangan
orang dan eksploitasi
seksual, serta berbagai
jenis eksploitasi

perempuan.

terhadap anak
perempuan pada tahun
2019 (2013: 20,48 %).

lainnya.

5.2 | Menghapuskan segala 5.2.2% Proporsi perempuan (tidak ada dalam
bentuk kekerasan dewasa dan anak lampiran Perpres
terhadap kaum perempuan (umur 59/2017)
perempuan di ruang 15-64 tahun)
publik dan pribadi, mengalami kekerasan
termasuk perdagangan seksual oleh orang
orang dan eksploitasi lain selain pasangan
seksual, serta berbagai dalam 12 bulan
jenis eksploitasi terakhir.
lainnya.

5.2 | Menghapuskan segala 5.2.2.(a) Persentase korban Meningkatnya 95,65% 98,35%

bentuk kekerasan
terhadap kaum
perempuan di ruang
publik dan pribadi,
termasuk perdagangan
orang dan eksploitasi
seksual, serta berbagai
jenis eksploitasi
lainnya.

kekerasan terhadap
perempuan yang
mendapat layanan
komprehensif.

persentase kasus
kekerasan terhadap
perempuan yang
mendapat layanan
komprehensif pada
tahun 2019 menjadi
70% (2015: 50%).
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Target TPB

Indikator TPB

TARGET (PERPRES
59/2017)

PEMENUHAN
2015

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN
2017

PEMENUHAN
2018

PEMENUHAN
2019

5.5

Menjamin partisipasi
penuh dan efektif, dan
kesempatan yang sama
bagi perempuan untuk
memimpin di semua
tingkat pengambilan
keputusan dalam
kehidupan politik,
ekonomi, dan
masyarakat.

5.5.1*

Proporsi kursi yang
diduduki perempuan
di parlemen tingkat
pusat, parlemen
daerah dan
pemerintah daerah.

Meningkatnya
keterwakilan
perempuan di DPR
(Hasil Pemilu 2014:
16,6%).

45,12%

45,81%

46,20%

47,01%

47,79%

5.6

Menjamin akses
universal terhadap
kesehatan seksual dan
reproduksi, dan hak
reproduksi seperti
yang telah disepakati
sesuai dengan
Programme of Action of
the International
Conference on
Population
andDevelopment and
the Beijing Platform
serta dokumen-
dokumen hasil reviu
dari konferensi-
konferensi tersebut.

5.6.1.(a)

Unmet need KB
(Kebutuhan Keluarga
Berencana/KB yang
tidak terpenuhi).

Menurunnya unmeet
need kebutuhan ber-KB
pada tahun 2019
menjadi 9,9% (2012-
2013: 11,4 %).

5.6

Menjamin akses universal
terhadap kesehatan
seksual dan reproduksi,
dan hak reproduksi
seperti yang telah
disepakati sesuai dengan
Programme of Action of
the International
Conference on Population
andDevelopment and the
Beijing Platform serta
dokumen-dokumen hasil
reviu dari konferensi-
konferensi tersebut.

5.6.1.(b)

Pengetahuan dan
pemahaman
Pasangan Usia Subur
(PUS) tentang metode
kontrasepsi modern.

Meningkatnya
pengetahuan dan
pemahaman Pasangan
Usia Subur (PUS)
tentang metode
kontrasepsi modern
minimal 4 jenis pada
tahun 2019 menjadi
85% (2012: 79,8 %).

73,87%

72,64%

73,29%

76,4-%

72,71%

73,29%

76,40%
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Target TPB Indikator TPB ';‘SRGET (PERPRES PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
/2017) 2019
5.6 | Menjamin akses 5.6.1* Proporsi perempuan (tidak ada dalam 76,40%
universal terhadap umur 15-49 tahun lampiran Perpres
kesehatan seksual dan yang membuat 59/2017)
reproduksi, dan hak keputusan sendiri
reproduksi seperti terkait hubungan
yang telah disepakati seksual, penggunaan
sesuai dengan kontrasepsi, dan
Programme of Action of layanan kesehatan
the International reproduksi.
Conference on
Population and
Development and the
Beijing Platform serta
dokumen-dokumen
hasil reviu dari
konferensi-konferensi
tersebut.
5b Meningkatkan 5.b.1* Proporsi individu (tidak ada dalam 96,37% 97,14% 96,37%
penggunaan teknologi yang lampiran Perpres
yang memampukan, menguasai/memiliki 59/2017)
khususnya teknologi telepon genggam.
informasi dan
komunikasi untuk
meningkatkan
pemberdayaan
perempuan.
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA
Target TPB Indikator TPB TARGET (PERPRES | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
59/2017) 2015 2016 2017 2018 2019
6.1 | Pada tahun 2030, 6.1.1.(a) | Persentase rumah Meningkatnya akses 0 73,53% 83,70% 84,88% 85,39%
mencapai akses universal tangga yang memiliki terhadap layanan air
dan merata terhadap air akses terhadap minum layak pada
minum yang aman dan layanan sumber air tahun 2019 menjadi
terjangkau bagi semua. minum layak. 100% (2014: 70%).
6.1 | Pada tahun 2030, 6.1.1.(b) | Kapasitas prasarana Meningkatnya 0 0 1,294 1,507 1,647
mencapai akses universal air baku untuk kapasitas prasarana
dan merata terhadap air melayani rumah air baku untuk
minum yang aman dan tangga, perkotaan dan | melayani rumah
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Target TPB Indikator TPB TARGET (PERPRES | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
59/2017) 2015 2016 2017 2018 2019
terjangkau bagi semua. industri, serta tangga, perkotaan dan
penyediaan air baku industri pada tahun
untuk pulau-pulau. 2019 menjadi 118,6
m3/detik (2015: 51,44
m3/detik) dan
penyediaan air baku
untuk 60 pulau.
6.1 | Pada tahun 2030, 6.1.1.(c) | Proporsi populasi Meningkatnya akses 0 73,53% 83,70% 84,88% 85,39%
mencapai akses universal yang memiliki akses terhadap layanan air
dan merata terhadap air layanan sumber air minum layak pada
minum yang aman dan minum aman dan tahun 2019 menjadi
terjangkau bagi semua. berkelanjutan. 100% (2014: 70%).
6.2 | Padatahun 2030, 6.2.1.(a) | Proporsi populasi (tidak ada dalam 67,54% 69,61% 69,02% 79,38% 75,84%
mencapai akses terhadap yang memiliki fasilitas | lampiran Perpres
sanitasi dan kebersihan cuci tangan dengan 59/2017)
yang memadai dan sabun dan air.
merata bagi semua, dan
menghentikan praktik
buang air besar di tempat
terbuka, memberikan
perhatian khusus pada
kebutuhan kaum
perempuan, serta
kelompok masyarakat
rentan.
6.2 | Padatahun 2030, 6.2.1.(b) | Persentase rumah Meningkatnya akses 57% 61,63% 58,78% 68,24% 83,11%
mencapai akses terhadap tangga yang memiliki terhadap sanitasi yang
sanitasi dan kebersihan akses terhadap layak pada tahun 2019
yang memadai dan layanan sanitasi layak. | menjadi 100% (2014:
merata bagi semua, dan 60,9%).
menghentikan praktik
buang air besar di tempat
terbuka, memberikan
perhatian khusus pada
kebutuhan kaum
perempuan, serta
kelompok masyarakat
rentan.
6.2 | Pada tahun 2030, 6.2.1.(c) | Jumlah Meningkatnya jumlah Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada

mencapai akses terhadap

sanitasi dan kebersihan
yang memadai dan

desa/kelurahan yang
melaksanakan Sanitasi
Total Berbasis

desa/kelurahan yang
melaksanakan Sanitasi
Total Berbasis

-4 [
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Target TPB Indikator TPB TARGET (PERPRES | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
59/2017) 2015 2016 2017 2018 2019
merata bagi semua, dan Masyarakat (STBM). Masyarakat (STBM)
menghentikan praktik menjadi 45.000 pada
buang air besar di tempat tahun 2019 (2015:
terbuka, memberikan 25.000).
perhatian kKhusus pada
kebutuhan kaum
perempuan, serta
kelompok masyarakat
rentan.
6.2 | Pada tahun 2030, 6.2.1.(d) | Jumlah (tidak ada dalam No Data No Data 233 177 | No Data
mencapai akses terhadap desa/kelurahan yang lampiran Perpres
sanitasi dan kebersihan Open Defecation Free 59/2017)
yang memadai dan (ODF)/ Stop Buang Air
merata bagi semua, dan Besar Sembarangan
menghentikan praktik (SBS).
buang air besar di tempat
terbuka, memberikan
perhatian khusus pada
kebutuhan kaum
perempuan, serta
kelompok masyarakat
rentan.
6.2 | Padatahun 2030, 6.2.1.(e) | Jumlah Terbangunnya Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada
mencapai akses terhadap kabupaten/kota yang infrastruktur air
sanitasi dan kebersihan terbangun limbah dengan sistem
yang memadai dan infrastruktur air terpusat skala kota,
merata bagi semua, dan limbah dengan sistem | kawasan, komunal
menghentikan praktik terpusat skala kota, pada tahun 2019 di
buang air besar di tempat kawasan dan komunal. | 438 kabupaten/kota.
terbuka, memberikan
perhatian kKhusus pada
kebutuhan kaum
perempuan, serta
kelompok masyarakat
rentan.
6.2 | Pada tahun 2030, 6.2.1.(f) | Proporsi rumah (tidak ada dalam Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada
mencapai akses terhadap tangga yang terlayani lampiran Perpres
sanitasi dan kebersihan sistem pengelolaan air | 59/2017)

yang memadai dan
merata bagi semua, dan
menghentikan praktik
buang air besar di tempat

limbah terpusat.

-ns [
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Target TPB Indikator TPB TARGET (PERPRES | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
59/2017) 2015 2016 2017 2018 2019
terbuka, memberikan
perhatian khusus pada
kebutuhan kaum
perempuan, serta
kelompok masyarakat
rentan.

6.3 | Pada tahun 2030, 6.3.2.(a) | Kualitas air danau. Pengelolaan kualitas Memenuhi Memenuhi Memenuhi
meningkatkan kualitas air air, baik di sungai, kecuali COD, kecuali COD, kecuali COD,
dengan mengurangi waduk, danau, situ, NH3, dan NH3, dan NH3, dan
polusi, menghilangkan muara sungai, pantai total fosfat total fosfat total fosfat
pembuangan, dan termasuk perbaikan
meminimalkan pelepasan sistem monitoring
material dan bahan kimia hidrologis dan kualitas
berbahaya, mengurangi air dengan indikator
setengah proporsi air membaiknya kualitas
limbah yang tidak diolah, air di 15 danau, 5
dan secara signifikan wilayah sungai.
meningkatkan daur ulang,
serta penggunaan
kembali barang daur
ulang yang aman secara
global.

6.3 | Pada tahun 2030, 6.3.2.(b) | Kualitas air sungai Peningkatan kualitas Memenuhi
meningkatkan kualitas air sebagai sumber air air sungai sebagai kecuali TSS,
dengan mengurangi baku. sumber air baku DO, klorin
polusi, menghilangkan menuju baku mutu bebas, total
pembuangan, dan rata-rata air sungai fosfat dan
meminimalkan pelepasan kelas II. fenol
material dan bahan kimia
berbahaya, mengurangi
setengah proporsi air
limbah yang tidak diolah,
dan secara signifikan
meningkatkan daur ulang,
serta penggunaan
kembali barang daur
ulang yang aman secara
global.

6.3 | Pada tahun 2030, 6.3.1.(a) | Jumlah Peningkatan kualitas Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada
meningkatkan kualitas air kabupaten/kota yang pengelolaan air limbah
dengan mengurangi ditingkatkan kualitas sistem setempat

polusi, menghilangkan

pengelolaan lumpur

melalui peningkatan
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Target TPB Indikator TPB TARGET (PERPRES | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
59/2017) 2015 2016 2017 2018 2019
pembuangan, dan tinja perkotaan dan kualitas pengelolaan
meminimalkan pelepasan dilakukan lumpur tinja
material dan bahan kimia pembangunan perkotaan dan
berbahaya, mengurangi Instalasi Pengolahan pembangunan
setengah proporsi air Lumpur Tinja (IPLT). Instalasi Pengolahan
limbah yang tidak diolah, Lumpur Tinja (IPLT)
dan secara signifikan di 409
meningkatkan daur ulang, kabupaten/kota.
serta penggunaan
kembali barang daur
ulang yang aman secara
global.
6.3 | Pada tahun 2030, 6.3.1.(b) | Proporsi rumah (tidak ada dalam Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada
meningkatkan kualitas air tangga yang terlayani lampiran Perpres
dengan mengurangi sistem pengelolaan 59/2017)
polusi, menghilangkan lumpur tinja.
pembuangan, dan
meminimalkan pelepasan
material dan bahan kimia
berbahaya, mengurangi
setengah proporsi air
limbah yang tidak diolah,
dan secara signifikan
meningkatkan daur ulang,
serta penggunaan
kembali barang daur
ulang yang aman secara
global.
6.4 | Pada tahun 2030, secara 6.4.1.(b) | Insentif penghematan | Pemberian insentif Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada
signifikan meningkatkan air penghematan air
efisiensi penggunaan air pertanian/perkebunan | pertanian/perkebunan

di semua sektor, dan
menjamin penggunaan
dan pasokan air tawar
yang berkelanjutan untuk
mengatasi kelangkaan air,
dan secara signifikan
mengurangi jumlah orang
yang menderita akibat
kelangkaan air.

dan industri.

dan industri termasuk
penerapan prinsip
reduce,
mengembangkan
reuse dan recycle,
serta pengembangan
konsep pemanfaatan
air limbah yang aman
untuk pertanian (safe
use of astewater in
agriculture).
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Target TPB Indikator TPB TARGET (PERPRES | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
59/2017) 2015 2016 2017 2018 2019

6.5 | Pada tahun 2030, 6.5.1.(a) | Jumlah Rencana Internalisasi 108 Ada Ada Ada Ada Ada
menerapkan pengelolaan Pengelolaan Daerah Rencana Pengelolaan
sumber daya air terpadu Aliran Sungai Terpadu | Daerah Aliran Sungai
di semua tingkatan, (RPDAST) yang Terpadu (RPDAST)
termasuk melalui diinternalisasi ke yang sudah disusun ke
kerjasama lintas batas dalam Rencana Tata dalam Rencana Tata
yang tepat. Ruang Wilayah Ruang Wilayah

(RTRW). (RTRW).

6.5 | Pada tahun 2030, 6.5.1.(c) | Jumlah jaringan Pembentukan jaringan | Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada
menerapkan pengelolaan informasi sumber informasi sumber
sumber daya air terpadu daya air yang daya air di 8 Wilayah
di semua tingkatan, dibentuk. Sungai.
termasuk melalui
kerjasama lintas batas
yang tepat.

6.5 | Pada tahun 2030, 6.5.1.(g) | Kegiatan penataan Melanjutkan penataan | Sudah ada Sudah ada Sudah ada Sudah ada Sudah ada
menerapkan pengelolaan kelembagaan sumber kelembagaan sumber Forum DAS, Forum DAS, Forum DAS, Forum DAS, Forum DAS,
sumber daya air terpadu daya air. daya air, antara lain RPDAS RPDAS RPDAS RPDAS RPDAS
di semua tingkatan, dengan: Terpadu Terpadu Terpadu Terpadu Terpadu
termasuk melalui Mensinergikan Mahakam dan | Mahakam dan | Mahakam dan | Mahakam dan | Mahakam dan
kerjasama lintas batas pengaturan Integrasi Integrasi Integrasi Integrasi Integrasi
yang tepat. kewenangan dan dengan Tata dengan Tata dengan Tata dengan Tata dengan Tata

tanggung jawab di Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang

semua tingkat
pemerintahan beserta
seluruh pemang-ku
kepentingan serta
menjalankannya
secara konsisten;
Meningkatkan ke-
mampuan komunikasi,
kerjasama, dan
koordinasi
antarlembaga serta
antar-wadah
koordinasi
pengelolaan sumber
daya air yang telah
terbentuk; dan
Meningkatkan
kapasitas
kelembagaan
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Target TPB Indikator TPB TARGET (PERPRES | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
59/2017) 2015 2016 2017 2018 2019
pengelolaan sumber
daya air.
6.5 | Pada tahun 2030, 6.5.1.(f) | Jumlah wilayah sungai | Peningkatan 3 3
menerapkan pengelolaan yang memiliki partisipasi masyarakat
sumber daya air terpadu partisipasi masyarakat | dalam pengelolaan
di semua tingkatan, dalam pengelolaan daerah tangkapan
termasuk melalui daerah tangkapan sungai dan danau di
kerjasama lintas batas sungai dan danau. 10 Wilayah Sungai
yang tepat.
TUJUAN 7. MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA
Target TPB Indikator TPB TARGET (PERPRES | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
59/2017) 2015 2016 2017 2018 2019
7.2 | Pada tahun 2030, 7.2.1* | Bauran energi Bauran energi 2,40% 5,89% 5,89% 5,89% 5,93%
meningkat secara terbarukan. terbarukan
substansial pangsa energi mencapai 10-16%
terbarukan dalam bauran pada tahun 2019.
energi global.
7.3 | Pada tahun 2030, 7.3.1* | Intensitas energi Intensitas energi 2,4% 2,78% 8%
melakukan perbaikan primer. primer (penurunan
efisiensi energi di tingkat 1% per tahun)
global sebanyak dua kali menjadi 463,2 SBM
lipat. pada tahun 2019.

TUJUAN 8. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN
MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA

Target TPB Indikator TPB TARGET (PERPRES PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA
59/2017) N 2015 N 2016 N 2017 N 2018 N 2019

8. | Memperkuat kapasitas lembaga 8.10.1.(b | Proporsi Meningkatnya perluasan 79,55% 81,62% 77,13% 81,30% 81,86%
1 | keuangan domestik untuk ) kredit akses permodalan dan

mendorong dan memperluas UMKM layanan keuangan

akses terhadap perbankan, terhadap melalui penguatan

asuransi dan jasa keuangan bagi total kredit. layanan keuangan hingga

semua. tahun 2019.
8. | Memperkuat kapasitas lembaga 8.10.1* Jumlah (tidak ada dalam 273 279 246 249 238
1 | keuangan domestik untuk kantor bank | lampiran Perpres

mendorong dan memperluas dan ATM per | 59/2017)

akses terhadap perbankan, 100.000
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Target TPB Indikator TPB TARGET (PERPRES PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA
59/2017) N 2015 N 2016 N 2017 N 2018 N 2019
asuransi dan jasa keuangan bagi penduduk
semua. dewasa
8. | Memperkuat kapasitas lembaga 8.10.1.(a | Rata-rata Meningkatnya perluasan 1 1 1 1 1
1 | keuangan domestik untuk ) jarak akses permodalan dan
mendorong dan memperluas lembaga layanan keuangan
akses terhadap perbankan, keuangan melalui penguatan
asuransi dan jasa keuangan bagi (Bank layanan keuangan hingga
semua. Umum). tahun 2019.
8. | Mempertahankan pertumbuhan 8.1.1* Laju (tidak ada dalam -20,36 -2,36 14,05 6,08 -1,64
1 | ekonomi per kapita sesuai pertumbuha | lampiran Perpres
dengan kondisi nasional dan, n PDB per 59/2017)
khususnya, setidaknya 7 persen kapita.
pertumbuhan produk domestik
bruto per tahun di negara kurang
berkembang.
8. | Mempertahankan pertumbuhan 8.1.1.(a) | PDB per Meningkatnya Produk 177,14 173,97 198,41 210,48 207,02
1 | ekonomi per kapita sesuai kapita. Domestik Bruto (PDB)
dengan kondisi nasional dan, per kapita per tahun
khususnya, setidaknya 7 persen menjadi lebih dari Rp 50
pertumbuhan produk domestik juta pada tahun 2019
bruto per tahun di negara kurang (2015: Rp 45,2 juta).
berkembang.
8. | Mencapai tingkat produktivitas 8.2.1*% Laju Pertumbuhan PDB riil 43,29% 37,06% 36,04% 37,66%
2 | ekonomi yang lebih tinggi, pertumbuha | per orangyang bekerja
melalui diversifikasi, n PDB per meningkat hingga tahun
peningkatan dan inovasi tenaga 20109.
teknologi, termasuk melalui kerja/Tingk
fokus pada sektor yang memberi at
nilai tambabh tinggi dan padat pertumbuha
karya. n PDB riil
per orang
bekerja per
tahun.
8. | Menggalakkan kebijakan 8.3.1.(c) | Persentase Akses Layanan Keuangan 2,89% 2,84% 2,97%
3 | pembangunan yang mendukung akses UMKM | formal Usaha Mikro,
kegiatan produktif, penciptaan (Usaha Kecil dan Menengah
lapangan kerja layak, Mikro, Kecil, | (UMKM) 25% pada
kewirausahaan, kreativitas dan dan tahun 2019 (2014:
inovasi, dan mendorong Menengah) 17,8%).
formalisasi dan pertumbuhan ke layanan
usaha mikro, kecil, dan keuangan.
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Target TPB Indikator TPB TARGET (PERPRES PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA
59/2017) N 2015 N 2016 N 2017 N 2018 N 2019

menengah, termasuk melalui

akses terhadap jasa keuangan.
8. | Menggalakkan kebijakan 8.3.1* Proporsi (tidak ada dalam 2,44% 3,78% 1,95%
3 | pembangunan yang mendukung lapangan lampiran Perpres

kegiatan produktif, penciptaan kerja 59/2017)

lapangan kerja layak, informal

kewirausahaan, kreativitas dan sektor non-

inovasi, dan mendorong pertanian,

formalisasi dan pertumbuhan berdasarkan

usaha mikro, kecil, dan jenis

menengah, termasuk melalui kelamin.

akses terhadap jasa keuangan.
8. | Menggalakkan kebijakan 8.3.1.(a) | Persentase Persentase tenaga kerja 53,80% 59,34% 49,16% 49,97%
3 | pembangunan yang mendukung tenaga kerja | formal mencapai 51%

kegiatan produktif, penciptaan formal. pada tahun 2019 (2015:

lapangan kerja layak, 42,2%).

kewirausahaan, kreativitas dan

inovasi, dan mendorong

formalisasi dan pertumbuhan

usaha mikro, kecil, dan

menengah, termasuk melalui

akses terhadap jasa keuangan.
8. | Menggalakkan kebijakan 8.3.1.(b) | Persentase (tidak ada dalam 12,757 7,261
3 | pembangunan yang mendukung tenaga kerja | lampiran Perpres

kegiatan produktif, penciptaan informal 59/2017)

lapangan kerja layak, sektor

kewirausahaan, kreativitas dan pertanian.

inovasi, dan mendorong

formalisasi dan pertumbuhan

usaha mikro, kecil, dan

menengah, termasuk melalui

akses terhadap jasa keuangan.
8. | Pada tahun 2030, mencapai 8.5.1* Upah rata- (tidak ada dalam Rp 15.816 / | Rp 20.182/ Rp 21.557 /| Rp21.033/ | Rp22.389/
5 | pekerjaan tetap dan produktif rata per jam | lampiran Perpres jam kerja jam kerja jam kerja jam kerja jam kerja

dan pekerjaan yang layak bagi pekerja. 59/2017)

semua perempuan dan laki-laki,

termasuk bagi pemuda dan

penyandang difabilitas, dan upah

yang sama untuk pekerjaan yang

sama nilainya.
8. | Pada tahun 2030, mencapai 8.5.2% Tingkat (tidak ada dalam 10,22% _ 5,72% 5,96% 5,81%
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. TARGET (PERPRES PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA
Target TPB LRI 59/2(017) N 2017 N 2018 N 2019
5 | pekerjaan tetap dan produktif penganggura | lampiran Perpres
dan pekerjaan yang layak bagi n terbuka 59/2017)
semua perempuan dan laki-laki, berdasarkan
termasuk bagi pemuda dan jenis
penyandang difabilitas, dan upah kelamin dan
yang sama untuk pekerjaan yang kelompok
sama nilainya. umur.
8. | Pada tahun 2030, mencapai 8.5.2.(a) | Tingkat (tidak ada dalam 88,847 97,966
5 | pekerjaan tetap dan produktif setengah lampiran Perpres
dan pekerjaan yang layak bagi penganggura | 59/2017)
semua perempuan dan laki-laki, n.
termasuk bagi pemuda dan
penyandang difabilitas, dan upah
yang sama untuk pekerjaan yang
sama nilainya.
8. | Pada tahun 2020, secara 8.6.1* Persentase Meningkatnya 0,18% 2,9%
6 | substansial mengurangi proporsi usia muda keterampilan pekerja
usia muda yang tidak bekerja, (15-24 rentan agar dapat
tidak menempuh pendidikan tahun) yang | memasuki pasar tenaga
atau pelatihan. sedang tidak | kerja.
sekolah,
bekerja atau
mengikuti
pelatihan
(NEET).
8. | Pada tahun 2030, menyusun dan | 8.9.1* Proporsi Meningkatnya kontribusi 2,88% 2,91% 3,01%
9 | melaksanakan kebijakan untuk kontribusi pariwisata menjadi 8%
mempromosikan pariwisata pariwisata terhadap PDB pada
berkelanjutan yang menciptakan terhadap tahun 2019 (2014:
lapangan kerja dan PDB. 4,2%).
mempromosikan budaya dan
produk lokal.
8. | Pada tahun 2030, menyusundan | 89.1.(a) | Jumlah Meningkatnya jumlah
9 | melaksanakan kebijakan untuk wisatawan wisatawan mancanegara
mempromosikan pariwisata mancanegar | menjadi 20 juta pada
berkelanjutan yang menciptakan a. tahun 2019 (2014: 9
lapangan kerja dan juta).
mempromosikan budaya dan
produk lokal.
8. | Pada tahun 2030, menyusun dan | 8.9.1.(b) | Jumlah (tidak ada dalam 1.368.812 1.818.236
9 | melaksanakan kebijakan untuk kunjungan lampiran Perpres
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Target TPB Indikator TPB TARGET (PERPRES PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA
59/2017) N 2015 N 2016 N 2017 N 2018 N 2019
mempromosikan pariwisata wisatawan 59/2017)
berkelanjutan yang menciptakan nusantara.
lapangan kerja dan
mempromosikan budaya dan
produk lokal.
8. | Pada tahun 2030, menyusun dan | 8.9.2* Jumlah (tidak ada dalam 0 0 2,366 0
9 | melaksanakan kebijakan untuk pekerja pada | lampiran Perpres
mempromosikan pariwisata industri 59/2017)
berkelanjutan yang menciptakan pariwisata
lapangan kerja dan dalam
mempromosikan budaya dan proporsi
produk lokal. terhadap
total
pekerja.

TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA

MENDORONG INOVASI
T . TARGET PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHA | PEMENUHAN | PEMENUHAN
arget TPB Indikator TPB (PERPRES 2015 2016 N 2017 2018 2019
59/2017)
9.1 | Mengembangkan 9.1.1.(b) | Panjang Terbangunnya 99,35 Km 99,35 Km
infrastruktur yang pembanguna | jalan tol sepanjang
berkualitas, andal, n jalan tol. 1.000 km pada
berkelanjutan dan tangguh, tahun 2019 (2014:
termasuk infrastruktur 820 km).
regional dan lintas batas,
untuk mendukung
pembangunan ekonomi dan
kesejahteraan manusia,
dengan fokus pada akses
yang terjangkau dan merata
bagi semua.
9.1 | Mengembangkan 9.1.2.(b) | Jumlah Meningkatnya 1 1
infrastruktur yang dermaga jumlah dermaga
berkualitas, andal, penyeberang | penyeberangan
berkelanjutan dan tangguh, an. menjadi 275 pada
termasuk infrastruktur tahun 2019 (2014:
regional dan lintas batas, 954 km).
untuk mendukung
pembangunan ekonomi dan
kesejahteraan manusia,
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TARGET
. PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHA | PEMENUHAN | PEMENUHAN
Target TPB Indikator TPB (PERPRES 2015 2016 N 2017 2018 2019
59/2017)
dengan fokus pada akses
yang terjangkau dan merata
bagi semua.
9.1 | Mengembangkan 9.1.2.(c) | Jumlah Terbangunnya 1 1 1 1 1
infrastruktur yang pelabuhan pelabuhan
berkualitas, andal, strategis. strategis untuk
berkelanjutan dan tangguh, menunjang tol laut
termasuk infrastruktur pada 24 pelabuhan
regional dan lintas batas, pada tahun 2019.
untuk mendukung
pembangunan ekonomi dan
kesejahteraan manusia,
dengan fokus pada akses
yang terjangkau dan merata
bagi semua.
9.2 | Mempromosikan 9.2.1* Proporsi nilai | (tidak ada dalam 3,37% 4,07% 4,10% 4,08% 4,24%
industrialisasi inklusif dan tambah lampiran Perpres
berkelanjutan, dan pada sektor 59/2017)
tahun 2030, secara signifikan industri
meningkatkan proporsi manufaktur
industri dalam lapangan kerja terhadap
dan produk domestik bruto, PDB dan per
sejalan dengan kondisi kapita.
nasional, dan meningkatkan
dua kali lipat proporsinya di
negara kurang berkembang.
9.2 | Mempromosikan 9.2.1.(a) | Laju Meningkatnya laju 4,91% 8,61% 4,75% 6,33% 3,88%
industrialisasi inklusif dan pertumbuhan | pertumbuhan PDB
berkelanjutan, dan pada PDBindustri | industri
tahun 2030, secara signifikan manufaktur. manufaktur
meningkatkan proporsi sehingga lebih
industri dalam lapangan kerja tinggi dari
dan produk domestik bruto, pertumbuhan PDB
sejalan dengan kondisi (2015: 4,3%).
nasional, dan meningkatkan
dua kali lipat proporsinya di
negara kurang berkembang.
9.2 | Mempromosikan 9.2.2* Proporsi (tidak ada dalam 14,788 15,185 8,819 23,233
industrialisasi inklusif dan tenaga kerja lampiran Perpres
berkelanjutan, dan pada pada sektor 59/2017)

tahun 2030, secara signifikan

industri
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TARGET

. PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHA | PEMENUHAN | PEMENUHAN
Target TPB Indikator TPB (PERPRES 2015 2016 N 2017 2018 2019
59/2017)
meningkatkan proporsi manufaktur.
industri dalam lapangan kerja
dan produk domestik bruto,
sejalan dengan kondisi
nasional, dan meningkatkan
dua kali lipat proporsinya di
negara kurang berkembang.
9.3 | Meningkatkan akses industri | 9.3.1* Proporsi nilai | (tidak ada dalam 3527% 58,24% 58,47% 58,52% 59,03%
dan perusahaan skala kecil, tambah lampiran Perpres
khususnya di negara industri kecil | 59/2017)
berkembang, terhadap jasa terhadap
keuangan, termasuk kredit total nilai
terjangkau, dan tambah
mengintegrasikan ke dalam industri.
rantai nilai dan pasar.
9.3 | Meningkatkan akses industri | 9.3.2* Proporsi (tidak ada dalam Rp 76.600 Rp 76.700
dan perusahaan skala kecil, industri kecil | lampiran Perpres
khususnya di negara dengan 59/2017)
berkembang, terhadap jasa pinjaman
keuangan, termasuk kredit atau kredit.
terjangkau, dan
mengintegrasikan ke dalam
rantai nilai dan pasar.
9.5 | Memperkuat riset ilmiah, 9.5.1* Proporsi (tidak ada dalam
meningkatkan kapabilitas anggaran lampiran Perpres
teknologi sektor industri di riset 59/2017)
semua negara, terutama pemerintah
negara-negara berkembang, terhadap
termasuk pada tahun 2030, PDB.
mendorong inovasi dan
secara substansial
meningkatkan jumlah pekerja
penelitian dan
pengembangan per 1 juta
orang dan meningkatkan
pembelanjaan publik dan
swasta untuk penelitian dan
pengembangan.
9.c | Secara signifikan 9.c.1* Proporsi (tidak ada dalam 51,49% 56,92% 58,30% 59,59% 62,41%
meningkatkan akses terhadap penduduk lampiran Perpres
teknologi informasi dan yang 59/2017)
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TARGET
. PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHA | PEMENUHAN | PEMENUHAN
Target TPB Indikator TPB (PERPRES 2015 2016 N 2017 2018 2019
59/2017)
komunikasi, dan terlayani
mengusahakan penyediaan mobile
akses universal dan broadband.
terjangkau internet di
negara-negara kurang
berkembang pada tahun
2020.
9.c | Secara signifikan 9.c.1.(a) | Proporsi (tidak ada dalam 96,37% 97,14% 96,37%
meningkatkan akses terhadap individu yang | lampiran Perpres
teknologi informasi dan menguasai/ 59/2017)
komunikasi, dan memiliki
mengusahakan penyediaan telepon
akses universal dan genggam
terjangkau internet di
negara-negara kurang
berkembang pada tahun
2020.
9.c | Secara signifikan 9.c.1.(b) | Proporsi (tidak ada dalam 72,55% 72,55% 74,51% 90,20% 100%
meningkatkan akses terhadap individu yang | lampiran Perpres
teknologi informasi dan menggunaka | 59/2017)
komunikasi, dan n internet
mengusahakan penyediaan
akses universal dan
terjangkau internet di
negara-negara kurang
berkembang pada tahun
2020.
TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA
Target TPB Indikator TPB TARGET (PERPRES | PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA
59/2017) N 2015 N 2016 N 2017 N 2018 N 2019
10.1 | Pada tahun 2030, secara 10.1.1.(b | Jumlah daerah | Jumlah daerah 10 291 228 237
progresif mencapai dan ) tertinggal yang | tertinggal yang
mempertahankan pertumbuhan terentaskan. terentaskan
pendapatan penduduk yang sebanyak 80
berada di bawah 40% dari kabupaten pada
populasi pada tingkat yang lebih tahun 2019.
tinggi dari rata-rata nasional.
10.1 | Pada tahun 2030, secara 10.1.1.(c | Jumlah desa Berkurangnya Desa 45 desa 35 desa 30 desa 25 desa 15 desa
progresif mencapai dan ) tertinggal. Tertinggal sebanyak
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Target TPB Indikator TPB TARGET (PERPRES | PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA
59/2017) N 2015 N 2016 N 2017 N 2018 N 2019
mempertahankan pertumbuhan 5.000 desa.
pendapatan penduduk yang
berada di bawah 40% dari
populasi pada tingkat yang lebih
tinggi dari rata-rata nasional.
10.1 | Pada tahun 2030, secara 10.1.1.(d | Jumlah Desa Meningkatnya Desa 59% 64% 87%
progresif mencapai dan ) Mandiri. Mandiri paling
mempertahankan pertumbuhan sedikit sebanyak
pendapatan penduduk yang 2.000 desa.
berada di bawah 40% dari
populasi pada tingkat yang lebih
tinggi dari rata-rata nasional.
10.1 | Pada tahun 2030, secara 10.1.1.(e | Rata-rata (tidak ada dalam -7,17% -1,97% 1,63% 2,12% 3,77%
progresif mencapai dan ) pertumbuhan | lampiran Perpres
mempertahankan pertumbuhan ekonomi di 59/2017)
pendapatan penduduk yang daerah
berada di bawah 40% dari tertinggal.
populasi pada tingkat yang lebih
tinggi dari rata-rata nasional.
10.1 | Pada tahun 2030, secara 10.1.1* Koefisien Gini. | Koefisien Gini pada 0,29 0,27 0,26 0,342 0,330
progresif mencapai dan tahun 2019 menjadi
mempertahankan pertumbuhan 0,36 (2014: 0,41).
pendapatan penduduk yang
berada di bawah 40% dari
populasi pada tingkat yang lebih
tinggi dari rata-rata nasional.
10.1 | Pada tahun 2030, secara 10.1.1.(a | Persentase Tingkat kemiskinan 7,98% 7,63% 7,57% 7,41% 7,20%
progresif mencapai dan ) penduduk pada tahun 2019
mempertahankan pertumbuhan yang hidup di menjadi 7-8% dari
pendapatan penduduk yang bawah garis jumlah penduduk
berada di bawah 40% dari kemiskinan (2015:11,13%).
populasi pada tingkat yang lebih nasional,
tinggi dari rata-rata nasional. menurut jenis
kelamin dan
kelompok
umur.
10.1 | Pada tahun 2030, secara 10.1.1.(f) | Persentase Menurunnya 59,45% 69,9% 70,27% 70,32% 70,32%
progresif mencapai dan penduduk persentase
mempertahankan pertumbuhan miskin di penduduk miskin di
pendapatan penduduk yang daerah daerah tertinggal
berada di bawah 40% dari tertinggal. menjadi 14% pada
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Target TPB Indikator TPB TARGET (PERPRES | PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA
59/2017) N 2015 N 2016 N 2017 N 2018 N 2019
populasi pada tingkat yang lebih tahun 2019 (2014:
tinggi dari rata-rata nasional. 16,64%).
10.2 | Pada tahun 2030, 10.2.1* Proporsi (tidak ada dalam 7,98% 7,63% 7,57% 7,41% 7,20%
memberdayakan dan penduduk lampiran Perpres
meningkatkan inklusi sosial, yang hidup di 59/2017)
ekonomi dan politik bagi semua, bawah 50
terlepas dari usia, jenis kelamin, persen dari
difabilitas, ras, suku, asal, agama median
atau kemampuan ekonomi atau pendapatan,
status lainnya. menurut jenis
kelamin dan
penyandang
difabilitas.
10.3 | Menjamin kesempatan yang 10.3.1.(a | Indeks Meningkatnya 83,33 90,99 88,5
sama dan mengurangi ) Kebebasan Indeks Kebebasan
kesenjangan hasil, termasuk Sipil. Sipil menjadi 87
dengan menghapus hukum, pada tahun 2019
kebijakan dan praktik yang (2015: 80,3).
diskriminatif, dan
mempromosikan legislasi,
kebijakan dan tindakan yang
tepat terkait legislasi dan
kebijakan tersebut.
10.4 | Mengadopsi kebijakan, terutama | 10.4.1.(b | Proporsi Meningkatnya 100% 100% 100% 100% 100%
kebijakan fiskal, upah dan ) peserta kepesertaan Sistem
perlindungan sosial, serta secara Program Jaminan Sosial
progresif mencapai kesetaraan Jaminan Sosial | Nasional bidang
yang lebih besar. Bidang ketenagakerjaan
Ketenagakerja | untuk tenaga kerja
an. formal pada tahun
2019 menjadi 62,4
juta dan tenaga kerja
informal pada tahun
2019 menjadi 3,5
juta (2014: Formal
29,5 juta; Informal
1,3 juta).

TUJUAN 11. MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN
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TARGET

. PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
Target TPB Indikator TPB (PERPRES 2015 2016 2017 2018 2019
59/2017)
11.1 | Pada tahun 2030, menjamin | 11.1.1.(b) | Jumlah kawasan | Terwujudnya
akses bagi semua terhadap perkotaan pemenuhan
perumahan yang layak, metropolitan standar pelayanan
aman, terjangkau, dan yang terpenuhi perkotaan kota
pelayanan dasar, serta standar yang aman,
menata kawasan kumuh. pelayanan nyaman dan layak
perkotaan (SPP). | huni pada aspek
permukiman
paling sedikit di 12
Kawasan
Perkotaan
Metropolitan
hingga tahun
2019.
11.1 | Pada tahun 2030, menjamin | 11.1.1.(a) | Proporsi rumah | Tersedianya akses 92,12% 89,78% 90,18% 90,91% 85,93%
akses bagi semua terhadap tangga yang bagi 3,7 juta
perumahan yang layak, memiliki akses rumah tangga
aman, terjangkau, dan terhadap hunian | terhadap hunian
pelayanan dasar, serta yang layak dan yang layak dan
menata kawasan kumubh. terjangkau. terjangkau hingga
tahun 2019
11.5 | Pada tahun 2030, secara 11.5.1* Jumlah korban (tidak ada dalam 7.205 1.990 67.049 965 23.209
signifikan mengurangi meninggal, lampiran Perpres
jumlah kematian dan jumlah hilang dan 59/2017)
orang terdampak, dan terkena dampak
secara substansial bencana per
mengurangi kerugian 100.000 orang.
ekonomi relatif terhadap
PDB global yang disebabkan
oleh bencana, dengan fokus
melindungi orang miskin
dan orang-orang dalam
situasi rentan.
11.5 | Pada tahun 2030, secara 11.5.1.(a) | Indeks Risiko Menurunnya 160,4 135,52 129,84 124 114,97
signifikan mengurangi Bencana Indeks Risiko

jumlah kematian dan jumlah
orang terdampak, dan
secara substansial
mengurangi kerugian
ekonomi relatif terhadap
PDB global yang disebabkan

Indonesia (IRBI).

Bencana (IRB)
mencapai 30%
hingga tahun
20109.
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TARGET

. PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
Target TPB Indikator TPB (PERPRES 2015 2016 2017 2018 2019
59/2017)
oleh bencana, dengan fokus
melindungi orang miskin
dan orang-orang dalam
situasi rentan.
11.5 | Pada tahun 2030, secara 11.5.1.(c) | Jumlah sistem Tersedianya 1
signifikan mengurangi peringatan dini sistem peringatan
jumlah kematian dan jumlah cuaca dan iklim dini cuaca dan
orang terdampak, dan serta iklim serta
secara substansial kebencanaan. kebencanaan.
mengurangi kerugian
ekonomi relatif terhadap
PDB global yang disebabkan
oleh bencana, dengan fokus
melindungi orang miskin
dan orang-orang dalam
situasi rentan.
11.5 | Pada tahun 2030, secara 11.5.2.(a) | Jumlah kerugian | (tidak ada dalam 3.298.075.000
signifikan mengurangi ekonomi lampiran Perpres
jumlah kematian dan jumlah langsung akibat 59/2017)
orang terdampak, dan bencana.
secara substansial
mengurangi kerugian
ekonomi relatif terhadap
PDB global yang disebabkan
oleh bencana, dengan fokus
melindungi orang miskin
dan orang-orang dalam
situasi rentan.
11.b | Padatahun 2020, 11.b.2* Dokumen (tidak ada dalam 1
meningkatkan secara strategi lampiran Perpres
substansial jumlah kota dan pengurangan 59/2017)
permukiman yang risiko bencana
mengadopsi dan (PRB) tingkat
mengimplementasi daerah.

kebijakan dan perencanaan
yang terintegrasi tentang
penyertaan, efisiensi
sumber daya, mitigasi dan
adaptasi terhadap
perubahan iklim, ketahanan
terhadap bencana, serta
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TARGET

. PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
Target TPB Indikator TPB (PERPRES 2015 2016 2017 2018 2019
59/2017)
mengembangkan dan
mengimplementasikan
penanganan holistik risiko
bencana di semua lini,
sesuai dengan the Sendai
Framework for Disaster
Risk Reduction 2015-2030.
TUJUAN 13. MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA
TARGET
. PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
Target TPB Indikator TPB (PERPRES 2015 2016 2017 2018 2019
59/2017)
13.1 | Memperkuat kapasitas ketahanan | 13.1.1* | Dokumen strategi Menurunnya 1
dan adaptasi terhadap bahaya pengurangan risiko Indeks Risiko
terkait iklim dan bencana alam di bencana (PRB) Bencana
semua negara. tingkat nasional dan | melalui
daerah. strategi
pengurangan
risiko
bencana
tingkat
nasional dan
daerah hingga
tahun 2019
13.1 | Memperkuat kapasitas ketahanan | 13.1.2* | Jumlah korban (tidak ada 7205 1990 67049 965 23209
dan adaptasi terhadap bahaya meninggal, hilang dalam
terkait iklim dan bencana alam di dan terkena dampak | lampiran
semua negara. bencana per 100.000 | Perpres
orang. 59/2017)
TUJUAN 15. MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA
HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI
TARGET
. PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
Target TPB Indikator TPB (PERPRES 2015 2016 2017 2018 2019
59/2017)
15.1 | Pada tahun 2020, menjamin 15.1.1.(a) | Proporsi tutupan Meningkatnya 59,95% 62,93%
pelestarian, restorasi dan hutan terhadap kualitas
pemanfaatan berkelanjutan dari luas lahan lingkungan




o
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TARGET PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
Target TPB Indikator TPB (PERPRES
2015 2016 2017 2018 2019
59/2017)
ekosistem daratan dan perairan keseluruhan. hidup melalui
darat serta jasa lingkungannya, peningkatan
khususnya ekosistem hutan, tutupan
lahan basah, pegunungan dan lahan/hutan
lahan kering, sejalan dengan hingga tahun
kewajiban berdasarkan 2019
perjanjian internasional.
15.9 | Pada tahun 2020, 15.9.1.(a) | Dokumen rencana Meningkatnya Sudah Ada Sudah Ada Sudah Ada Sudah Ada Sudah Ada
mengintegrasikan nilai-nilai pemanfaatan pemanfaatan
ekosistem dan keanekaragaman keanekaragaman keanekaragaman
hayati ke dalam perencanaan hayati. hayati untuk
nasional dan daerah, proses mendukung
pembangunan, strategi dan pertumbuhan
penganggaran pengurangan ekonomi, daya
kemiskinan. saing nasional
dan
kesejahteraan
masyarakat
hingga tahun
20109.
TUJUAN 16. MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAAN AKSES
KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN
TARGET
. PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA
Target TPB Indikator TPB (PERPRES N 2015 N 2016 N 2017 N 2018 N 2019
59/2017)
16.2 | Menghentikan perlakuan 16.2.1.(a) | Proporsi rumah (tidak ada dalam 115 64
kejam, eksploitasi, tangga yang lampiran Perpres
perdagangan, dan segala memiliki anak 59/2017)
bentuk kekerasan dan umur 1-17 tahun
penyiksaan terhadap anak. yang mengalami
hukuman fisik
dan/atau agresi
psikologis dari
pengasuh dalam
setahun terakhir.
16.2 | Menghentikan perlakuan 16.2.1.(b) | Prevalensi Menurunnya 142,5% 78,85% 84,73%
kejam, eksploitasi, kekerasan prevalensi
perdagangan, dan segala terhadap anak kekerasan
bentuk kekerasan dan laki-laki dan anak terhadap anak
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TARGET

. PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA
Target TPB Indikator TPB (PERPRES N 2015 N 2016 N 2017 N 2018 N 2019
59/2017)
penyiksaan terhadap anak. perempuan. pada tahun 2019
(2013:38,62%
untuk anak laki-
laki dan 20,48%
untuk anak
perempuan).

16.2 | Menghentikan perlakuan 16.2.3.(a) | Proporsi (tidak ada dalam 26 32 34 255
kejam, eksploitasi, perempuan dan lampiran Perpres
perdagangan, dan segala laki-laki muda 59/2017)
bentuk kekerasan dan umur 18-24 tahun
penyiksaan terhadap anak. yang mengalami

kekerasan seksual
sebelum umur 18
tahun.

16.5 | Secara substansial 16.5.1.(a) | Indeks Perilaku Meningkatnya 3,46 3,50 3,47 3,49
mengurangi korupsi dan Anti Korupsi Indeks Perilaku
penyuapan dalam segala (IPAK). Anti Korupsi
bentuknya. (IPAK) menjadi 4,0

pada tahun 2019
(2015: 3,6).

16.6 | Mengembangkan lembaga 16.6.2.(a) | Persentase Meningkatnya 79,32% 86,62% 86,55% 86,61% 88,07%
yang efektif, akuntabel, dan Kepatuhan persentase
transparan di semua tingkat. pelaksanaan UU Kepatuhan

Pelayanan Publik pelaksanaan UU

Kementerian/Lem | Pelayanan Publik

baga dan untuk

Pemerintah Kementerian:

Daerah (Provinsi/ | 100%, Lembaga:

Kabupaten/Kota). 100%, Provinsi:
100%,
Kabupaten/Kota:
80% pada tahun
2019.

16.6 | Mengembangkan lembaga 16.6.1* Proporsi (tidak ada dalam Rp Rp Rp Rp Rp
yang efektif, akuntabel, dan pengeluaran lampiran Perpres 6,765,921,75 | 3,950,852,80 | 3,559,088,80 | 3,931,192,28 | 3,998,278,49
transparan di semua tingkat. utama pemerintah | 59/2017) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

terhadap anggaran
yang disetujui.

16.6 | Mengembangkan lembaga 16.6.1.(a) | Persentase Meningkatnya 61,81% 76,10% 69,80% 72% No data
yang efektif, akuntabel, dan peningkatan Opini | persentase opini
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TARGET

. PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA
Target TPB Indikator TPB (PERPRES N 2015 N 2016 N 2017 N 2018 N 2019
59/2017)
transparan di semua tingkat. Wajar Tanpa Wajar Tanpa
Pengecualian Pengeculian
(WTP) atas (WTP) atas
Laporan Keuangan | laporan keuangan
Kementerian/ pada tahun 2019
Lembaga dan untuk
Pemerintah Kementerian/Lem
Daerah baga: 95%,
(Provinsi/Kabupat | Provinsi: 85%,
en/Kota). Kabupaten:60%,
Kota: 65% (2015
untuk K/L: 74%,
Provinsi: 52%,
Kabupaten: 30%,
Kota:41%).
16.6 | Mengembangkan lembaga 16.6.1.(b) | Persentase Meningkatnya 57%
yang efektif, akuntabel, dan peningkatan persentase Skor B
transparan di semua tingkat. Sistem atas Sistem
Akuntabilitas Akuntabilitas
Kinerja Kinerja Instansi
Pemerintah Pemerintah
(SAKIP) (SAKIP) untuk
Kementerian/Lem | Kementerian/Lem
baga dan baga: 85%,
Pemerintah Provinsi: 75%,
Daerah (Provinsi/ | Kabupaten/Kota:
Kabupaten/Kota). 50% pada tahun
2019 (2015: K/L:
60,24%, Provinsi:
30,30%,
Kabupaten/Kota:
2,38%).
16.7 | Menjamin pengambilan 16.7.1.(a) | Persentase Meningkatnya 9,75% 9,75% 9,75% 9,75% 18,42%
keputusan yang responsif, keterwakilan keterwakilan
inklusif, partisipatif dan perempuan di perempuan di DPR
representatif di setiap Dewan Perwakilan | dan DPRD (Hasil
tingkatan. Rakyat (DPR) dan Pemilu 2014 untuk
Dewan Perwakilan | DPR: 16,6%).
Rakyat Daerah
(DPRD).
16.7 | Menjamin pengambilan 16.7.1.(b) | Persentase Meningkatnya 9,30% 19,14% 20% 21,73% 8,57%
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KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022

TARGET
. PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA | PEMENUHA
Target TPB Indikator TPB (PERPRES N 2015 N 2016 N 2017 N 2018 N 2019
59/2017)
keputusan yang responsif, keterwakilan keterwakilan
inklusif, partisipatif dan perempuan perempuan
representatif di setiap sebagai sebagai pengambil
tingkatan. pengambilan keputusan di
keputusan di lembaga eksekutif
lembaga eksekutif | (EselonIdan II)
(Eselon I dan II). (2014: Eselon I =
20,66% dan Eselon
I1 =16,39%).
16.9 | Pada tahun 2030, 16.9.1* Proporsi anak (tidak ada dalam 7,61% 13,91%
memberikan identitas yang umur di bawah 5 lampiran Perpres
syah bagi semua, termasuk tahun yang 59/2017)
pencatatan kelahiran. kelahirannya
dicatat oleh
lembaga
pencatatan sipil,
menurut umur.
16.9 | Pada tahun 2030, 16.9.1.(a) | Persentase Meningkatnya 100% 11,17%
memberikan identitas yang kepemilikan akta cakupan pelayanan
syah bagi semua, termasuk lahir untuk dasar kepemilikan
pencatatan kelahiran. penduduk 40% akte lahir untuk
berpendapatan penduduk 40%
bawah. berpendapatan
terbawah menjadi
77,4% pada tahun
20109. 88,83%
16.9 | Pada tahu